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PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT 

 
 

 

KATA PENGANTAR 
 

Buku Petunjuk Pelaksanaan Persit Kartika Chandra Kirana ini 
disusun sebagai upaya untuk menyempurnakan Buku Petunjuk 
Pelaksanaan Persit Kartika Chandra Kirana yang diterbitkan pada 
tahun 2018. 

 
Sejalan dengan perkembangan dan tuntutan organisasi yang 

semakin maju dan dinamis, maka dipandang perlu untuk 
menyempurnakannya. 

 
Pertimbangan yang mendasar dilaksanakannya penyempurnaan 

Buku Petunjuk ini adalah 
1. Perkembangan organisasi Persit Kartika Chandra Kirana sebagai 

organisasi kemasyarakatan yang senantiasa terbuka mengikuti 
perubahan yang dinamis, efektif dan efisien. 

2. Adanya kegiatan dan bentuk tulisan organisasi yang belum 
diatur. 

3. Adanya ketentuan-ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana tahun 2018 yang perlu 
disesuaikan dengan Hasil Musyawarah Pusat (Mupus) XIII Persit 
Kartika Chandra Kirana tahun 2023. 

4. Adanya tuntutan untuk menerapkan penggunaan Bahasa 
Indonesia dengan baik dan benar sesuai kaidah dan 
perkembangan Bahasa Indonesia. 

5. Menyesuaikan dengan Petunjuk Pelaksanaan Dharma Pertiwi 
tahun 2023. 

 
Dengan terbitnya Buku Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan 

dapat menjadi pedoman dalam upaya mencapai keseragaman dalam 
pelaksanaan kegiatan organisasi Persit Kartika Chandra Kirana. 

 
 
 

Penyusun 
 
 

i 





SURAT KEPUTUSAN
Nomor: Skep/ 44 / VII / 2023 

tentang
PENGESAHAN PENYEMPURNAAN PETUNJUK PELAKSANAAN 

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA
NOMOR: JUKLAK/l/VII/2023 SAMPAI DENGAN JUKLAK/17/VII/2023

KETUA UMUM PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

Menimbang: 	 Perlu diterbitkan surat keputusan tentang 
pengesahan Penyempurnaan Petunjuk 
Pelaksanaan Persit Kartika Chandra Kirana 
Juklak/l/II/2018 s.d Juklak/19/II/2018 menjadi 
Juklak/1/VII/2023 s.d  Juklak/17/VII/2023.

Mengingat: 	 1. 	 Perlu meningkatkan ketertiban keseragaman 
demi kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan 
organisasi di lingkungan Persit Kartika Chandra 
Kirana.

	 2.	 Tuntutan untuk menerapkan peraturan yang 
lebih efektif dan efisien.

	 3.	 Tuntutan untuk menerapkan penggunaan 
Bahasa Indonesia dengan baik dan benar 
sesuai kaidah dan perkembangan Bahasa 
Indonesia. 

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

iii
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Memperhatikan: 	 1.	 Perkembangan dan tuntutan organisasi Persit 
Kartika Chandra Kirana yang semakin maju 
dan dinamis serta menyesuaikan petunjuk 
pelaksanaan di lingkungan Dharma Pertiwi.

	 2.	 Hasil Pembahasan Tim Kelompok Kerja 
Petunjuk Pelaksanaan Persit Kartika Chandra 
Kirana nomor Sgas/20/VI/2023 tanggal 14 Juni 
2023 tentang penunjukan pengurus untuk duduk 
dalam Kelompok Kerja guna membahas Juklak, 
Jukminu dan Jukminku yang akan disampaikan 
setelah acara penutupan Musyawarah Pusat 
XIII Persit Kartika Chandra Kirana Tahun 2023.

	 3.	 Hasil Rapat Kerja Persit Kartika Chandra Kirana 
Pusat tanggal, 16 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 	 1.	 Mengesahkan berlakunya Petunjuk 
Pelaksanaan Persit Kartika Chandra Kirana 
nomor:
a.	 Juklak/1/VII/2023 tentang Tata Cara 

Pembentukan dan Penghapusan Tingkat 
Kepengurusan di lingkungan Persit Kartika 
Chandra Kirana.

b.	 Juklak/2/VII/2023 tentang Tata Cara Alih 
Status dan Perubahan Nama Tingkat 
Kepengurusan di Lingkungan Persit 
Kartika Chandra Kirana.

c.	 Juklak/3/VII/2023 tentang Tata Cara Serah 
Terima Jabatan Pengurus Persit Kartika 
Chandra Kirana.

d.	 Juklak/4/VII/2023 tentang Penyerahan 
atau Penerimaan Tugas dan Tanggung 
Jawab Jabatan Pengurus di lingkungan 
Persit Kartika Chandra Kirana.
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e.	 Juklak/5/VII/2023 tentang Tugas, 
Kewenangan dan Tanggung Jawab 
Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana.

f.	 Juklak/6/VII/2023 tentang Tata Cara 
Penugasan, Tata Kerja dan Pembinaan 
Anggota Yang Ditugasi.

g.	 Juklak/7/VII/2023 tentang Kartu Tanda 
Anggota (KTA).

h.	 Juklak/8/VII/2023 tentang Iuran Anggota 
Persit Kartika Chandra Kirana.

i.	 Juklak/9/VII/2023 tentang Pemberian dan 
Pencabutan Tanda Penghargaan Persit 
Kartika Chandra Kirana.

j.	 Juklak/10/VII/2023 tentang Rapat Kerja 
Persit Kartika Chandra Kirana.

k.	 Juklak/11/VII/2023 tentang Musyawarah 
Pusat Persit Kartika Chandra Kirana.

l.	 Juklak/12/VII/2023 tentang Kunjungan 
Kerja Persit Kartika Chandra Kirana.

m.	 Juklak/13/VII/2023 tentang Peringatan 
Hari Ulang Tahun Persit Kartika Chandra 
Kirana.

n.	 Juklak/14/VII/2023 tentang Pertemuan 
Anggota Persit Kartika Chandra Kirana.

o.	 Juklak/15/VII/2023 tentang Tata Upacara 
Pembukaan	 dan Penutupan Pertandingan 
Olahraga di lingkungan Organisasi Persit 
Kartika Chandra Kirana.

p.	 Juklak/16/VII/2023 tentang Pemberian 
Beasiswa Persit Kartika Chandra Kirana 
Bagi Putra Putri, Anak Yatim, Yatim Piatu 
dan Anak Berkebutuhan Khusus Serta 
Dana Kesehatan Keluarga TNI AD.
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q.	 Juklak/17/VII/2023 tentang Yayasan di 
lingkungan Persit Kartika Chandra Kirana.

	 2.	 Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 
ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 18 Juli 2023 

Ketua Umum

Ny. Rahma Dudung Abdurachman

Kepada Yth.
Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Gabungan, Daerah dan Cabang 
BS di seluruh Indonesia
Tembusan:
1.	 Kepala Staf TNI Angkatan Darat selaku Pembina Utama Persit 

Kartika Chandra Kirana
2.	 Aspers Kasad selaku Pembina Harian Persit Kartika Chandra 

Kirana Pengurus Pusat
3.	 Pembina Persit Kartika Chandra Kirana Gabungan, Daerah dan 

Cabang BS di seluruh Indonesia



PETUNJUK PELAKSANAAN
Nomor: Juklak/ 1 / VII / 2023 

tentang
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN 

TINGKAT KEPENGURUSAN DI LINGKUNGAN
PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

PENDAHULUAN

1.	 Umum
	 Untuk mengatur tata cara Pembentukan dan Penghapusan Tingkat 

Kepengurusan di lingkungan Persit Kartika Chandra Kirana perlu 
dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pembentukan dan 
Penghapusan Tingkat Kepengurusan di lingkungan Persit Kartika 
Chandra Kirana.

2.	 Tujuan
Petunjuk Pelaksanaan ini disusun dengan tujuan untuk digunakan 
sebagai pedoman dalam melaksanakan Pembentukan dan 
Penghapusan Tingkat Kepengurusan di lingkungan Persit Kartika 
Chandra Kirana sehingga terdapat ketertiban dan keseragaman.

3.	 Dasar
a.	 Anggaran Dasar Persit Kartika Chandra Kirana Bab VII Pasal 

17 tentang Pembentukan, Penghapusan, Alih Status dan 
Perubahan Nama.

b.	 Anggaran Rumah Tangga Persit Kartika Chandra Kirana Bab 
V Pasal 24 tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga dan 
lain-lain, ayat (d).

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

1
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 c.	 Petunjuk Pelaksanaan Persit Kartika Chandra Kirana nomor: 
Juklak/1/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Tata Cara 
Pembentukan dan Penghapusan Tingkat Kepengurusan di 
lingkungan Persit Kartika Chandra Kirana.

PEMBENTUKAN TINGKAT KEPENGURUSAN

1.	 Penyelesaian Administrasi.
a.	 Pembentukan suatu tingkat kepengurusan dilaksanakan 

oleh kepengurusan satu tingkat di atasnya berdasarkan 
surat keputusan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana 
melalui pengajuan permohonan secara berjenjang, dengan 
mencantumkan nama kepengurusan dan lingkup tanggung 
jawabnya serta melampirkan Peraturan Kasad atau Keputusan 
Kasad tentang pembentukan satuan tersebut.

b.	 Pembentukan suatu tingkat kepengurusan berdasarkan 
Anggaran Dasar Persit Kartika Chandra Kirana Bab VII Pasal 
17  ayat  (a)  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  Persit  Kartika 
Chandra Kirana Bab V Pasal 24 ayat (d).

c.	 Pembentukan tingkat kepengurusan Gabungan, Daerah dan 
Cabang BS diselesaikan oleh Pengurus Pusat, dilengkapi 
dengan Surat Keputusan Ketua Umum Persit Kartika Chandra 
Kirana dan Berita Acara Pengangkatan Ketua.

d.	 Pembentukan Cabang dan Ranting.
1)	 Adanya Peraturan Kasad atau Keputusan Kasad tentang 

penunjukan satuan tersebut berada langsung di bawah 
markas komando tertinggi.

2)	 Kepengurusan satu tingkat di atas mengajukan permohonan 
Surat Keputusan pembentukan tingkat kepengurusan yang 
akan dibentuk secara berjenjang kepada Ketua Umum 
Persit Kartika Chandra Kirana.

3)	 Adanya Surat Keputusan pembentukan tingkat 
kepengurusan dari Ketua Umum Persit Kartika Chandra 
Kirana.

4)	 Pembentukan dilaksanakan oleh kepengurusan satu 
tingkat di atasnya berdasarkan surat keputusan Ketua 
Umum Persit Kartika Chandra Kirana.
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e.	 Laporan khusus dibuat oleh Ketua satu tingkat di atas tingkat 
kepengurusan yang dibentuk.

f.	 Pengiriman laporan khusus kepada Ketua satu tingkat di atas 
dengan melampirkan laporan umum. 

Catatan:
Cabang BS dan Ranting BS merupakan tingkat kepengurusan 
yang satuan dinasnya berada langsung di bawah satuan markas 
komando tertinggi di wilayah itu.

2.	 Pelaksanaan
a.	 Tata cara Pembentukan.

1)	 Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Gabungan, Daerah 
dan Cabang BS mengajukan permohonan surat keputusan 
kepada Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana 
berdasarkan adanya permohonan secara berjenjang dari 
tingkat kepengurusan di bawahnya sehubungan dengan 
perkembangan organisasi TNI AD.

2)	 Untuk semua Tingkat Kepengurusan mulai dari PG, PD, 
PCBS sampai dengan Sub Anak Ranting dilaksanakan 
di hadapan Ketua Tingkat Kepengurusan satu tingkat di 
atasnya serta  undangan lainnya sesuai kebijaksanaan.

3)	 Untuk pelaksanaan upacara bersamaan dengan dinas.
b.	 Tata tertib upacara.

1)	 Tempat menyesuaikan dengan dinas.
2)	 Pakaian Seragam Upacara (PSU).

a)	 Ketua dan Pengurus Tingkat Kepengurusan yang akan 
dibentuk mengenakan seragam upacara, lencana 
Persit Kartika Chandra Kirana.

b)	 Undangan menyesuaikan.
3)	 Susunan Acara menyesuaikan dengan dinas.

c.	 Penjelasan tata cara upacara Pembentukan.
1)	 Ketua Umum atau Ketua satu tingkat di atas.
2)	 Ketua  yang  akan  diangkat,  berdiri  di  belakang meja 

upacara. 
3)	 Penandatanganan Berita Acara Pengangkatan oleh Ketua 

yang diangkat kemudian diketahui oleh Ketua Umum 



4

atau Ketua satu tingkat di atas dilaksanakan bersamaan 
dengan penandatanganan Berita Acara pembentukan 
dinas. Setelah penandatanganan, Ketua Umum atau Ketua 
satu tingkat di atas, kembali ke posisi semula (bersama 
undangan).

PENGHAPUSAN TINGKAT KEPENGURUSAN

1	 Penyelesaian Administrasi
a.	 Penghapusan suatu Tingkat Kepengurusan berdasarkan 

Anggaran Dasar Persit Kartika Chandra Kirana Bab VII Pasal 
17 ayat (a), (b) dan Anggaran Rumah Tangga Persit Kartika 
Chandra Kirana Bab V Pasal 24 ayat (d).

b.	 Penghapusan suatu Tingkat Kepengurusan berdasarkan 
Surat Keputusan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana 
atas permohonan tingkat kepengurusan yang bersangkutan 
yang diajukan secara berjenjang serta melampirkan Peraturan 
Kasad atau Keputusan Kasad tentang penghapusan satuan 
tersebut.

c.	 Ketua Tingkat Kepengurusan yang akan dihapus membuat 
laporan keuangan sesuai dengan ketentuan tentang 
pemeriksaan keuangan berdasarkan Anggaran Rumah Tangga 
Persit Kartika Chandra Kirana Bab IV Pasal 23.

d.	 Ketua Tingkat Kepengurusan yang dihapus membuat laporan 
umum dan dikirim kepada Ketua satu tingkat di atasnya.

e.	 Laporan khusus dibuat oleh Ketua satu tingkat di atas tingkat 
kepengurusan yang dihapus.

f.	 Pengiriman laporan khusus kepada Ketua satu tingkat  di atas 
dengan melampirkan laporan umum.

2	 Pelaksanaan.
a.	 Tata cara Penghapusan.

1)	 Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Gabungan, Daerah 
atau Cabang BS mengajukan permohonan surat keputusan 
kepada Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana 
berdasarkan adanya permohonan secara berjenjang dari 
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tingkat kepengurusan di bawahnya untuk menyesuaikan 
struktur oganisasi TNI AD.

 2)	 Untuk semua tingkat kepengurusan mulai dari PG, PD, 
PCBS, sampai dengan Sub Anak Ranting dilaksanakan 
di hadapan Ketua tingkat kepengurusan satu tingkat di 
atas, dihadiri Ketua, Pengurus Tingkat Kepengurusan 
yang dihapus serta undangan lainnya sesuai dengan 
kebijaksanaan tingkat kepengurusan yang bersangkutan.

3)	 Penghapusan beberapa tingkat kepengurusan yang 
seatap dapat dilaksanakan bersamaan oleh ketua tingkat 
kepengurusan satu tingkat di atasnya.

4)	 Pelaksanaan upacara bersamaan dengan dinas.
b.	 Tata tertib upacara.

1)	 Tempat menyesuaikan dengan dinas.
2)	 Pakaian Seragam Upacara (PSU).

a)	 Ketua dan Pengurus Tingkat Kepengurusan yang 
dihapus mengenakan seragam upacara, lencana 
Persit Kartika Chandra Kirana.

b)	 Undangan menyesuaikan.
3)	 Susunan acara menyesuaikan dengan dinas.

c.	 Penjelasan tata upacara.
1)	 Ketua  Umum  atau  Ketua  satu  tingkat  di  atas  berdiri 

bersama undangan.
2)	 Ketua  yang  akan  diberhentikan,  berdiri  di  belakang  

meja upacara.
3)	 Penandatanganan Berita Acara Pemberhentian dan Berita 

Acara Serah Terima Keuangan dan Kekayaan oleh Ketua 
yang diberhentikan kemudian diketahui oleh Ketua Umum 
atau Ketua satu tingkat di atas.

LAIN-LAIN

1.	 Pataka atau vandel
a.	 Pada pembentukan Tingkat Kepengurusan pataka atau vandel 

sudah dalam keadaan terpasang. Posisi Bendera Merah Putih, 
menyesuaikan dengan dinas.
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 b.	 Pada Penghapusan Tingkat Kepengurusan:
1)	 Pataka atau vandel tidak dipasang. Posisi Bendera Merah 

Putih menyesuaikan dengan dinas.
2)	 Pataka atau vandel diserahkan dalam keadaan tergulung 

oleh Ketua Tingkat Kepengurusan yang dihapus kepada 
Ketua Umum atau Ketua Tingkat Kepengurusan satu 
tingkat di atas setelah pelaksanaan upacara.

3)	 Kekayaan dan uang organisasi tingkat kepengurusan yang 
telah dihapus diserahkan setelah pelaksanaan upacara.

c.	 Pada acara Pembentukan atau Penghapusan, Berita Acara 
Pengangkatan atau Berita Acara Pemberhentian diketahui 
oleh Ketua satu tingkat di atas dan dibubuhi cap.

2.	 Contoh penulisan kain rentang.
a.	 Pembentukan tingkat kepengurusan.
v	 PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN PERSIT KARTIKA 

CHANDRA KIRANA PG,PD, PCBS SAMPAI SUB ANAK 
RANTING............................................................................

v	 PENERIMAAN   TUGAS   DAN   TANGGUNG    JAWAB 
JABATAN KETUA PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PG, PD, PCBS SAMPAI SUB ANAK RANTING .................

	 DARI KETUA UMUM/ KETUA .............................................
KEPADA NY.........................................................................

	
		  KOTA, TANGGAL

b.	 Penghapusan tingkat kepengurusan 
v	 PENGHAPUSAN KEPENGURUSAN PERSIT KARTIKA 

CHANDRA KIRANA PG, PD, PCBS SAMPAI SUB ANAK 
RANTING ...........................................................................

v	 PENYERAHAN  TUGAS  DAN  TANGGUNG JAWAB  
JABATAN KETUA PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PG, PD, PCBS SAMPAI SUB ANAK RANTING

	 DARI NY ............................................................................. 
KEPADA KETUA UMUM/ KETUA. .....................................

KOTA, TANGGAL
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PENUTUP

1.	 Hal-hal yang belum tercantum di dalam Petunjuk Pelaksanaan ini 
dapat diatur dan disesuaikan dengan keperluan.

2.	 Petunjuk Pelaksanaan tentang Pembentukan dan Penghapusan 
Tingkat Kepengurusan di lingkungan Persit Kartika Chandra 
Kirana berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

dikeluarkan di Jakarta 
pada tanggal, 18 Juli 2023

Ketua Umum

Ny. Rahma Dudung Abdurachman

Kepada Yth.
Ketua Persit Kartika Chandra Kirana 
Gabungan, Daerah dan Cabang BS di 
seluruh Indonesia

Tembusan:
1.	 Kepala Staf TNI Angkatan Darat 

selaku Pembina Utama Persit 
Kartika Chandra Kirana

2.	 Aspers Kasad 
	 selaku Pembina Harian Persit 

Kartika Chandra Kirana Pengurus 
Pusat

3.	 Pembina Persit 
	 Kartika Chandra Kirana 

Gabungan, Daerah dan Cabang 
BS di seluruh Indonesia
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PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran A Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor	 : Juklak/ 1 / VII / 2023 
Tanggal	 : 18 Juli 2023

DENAH UPACARA PEMBENTUKAN TINGKAT KEPENGURUSAN 
GABUNGAN, DAERAH DAN CABANG BS SAMPAI DENGAN 

SUB ANAK RANTING

  	   	  

Keterangan denah untuk Pemberhentian dan Pengangkatan:

1.	 Ketua Umum atau Ketua Tingkat Kepengurusan satu tingkat di atas
2.	 Ketua Tingkat Kepengurusan yang akan dibentuk
3.	 Undangan
a.	 Pataka/Vandel Persit Kartika Chandra Kirana
b.	 Vandel Yayasan Kartika Jaya
c.	 Meja upacara
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PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran B Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor	 : Juklak/ 1 / VII / 2023 
Tanggal  : 18 Juli 2023

DENAH UPACARA PENGHAPUSAN TINGKAT KEPENGURUSAN 
GABUNGAN, DAERAH DAN CABANG BS SAMPAI DENGAN 

SUB ANAK RANTING

  	   	  

Keterangan denah untuk Pemberhentian dan Pengangkatan:
1.	 Ketua Umum atau Ketua Tingkat Kepengurusan satu tingkat di atas
2.	 Ketua Tingkat Kepengurusan yang akan dihapus
3.	 Undangan
4.	 Meja upacara
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PETUNJUK PELAKSANAAN
Nomor: Juklak/ 2 / VII / 2023 

tentang
TATA CARA ALIH STATUS DAN PERUBAHAN NAMA TINGKAT 

KEPENGURUSAN DI LINGKUNGAN 
PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

PENDAHULUAN

1.	 Umum
Untuk mengatur tata cara Alih Status dan Perubahan Nama 
Tingkat Kepengurusan perlu dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan 
tentang Alih Status dan Perubahan Nama Tingkat Kepengurusan 
di lingkungan Persit Kartika Chandra Kirana.

2.	 Tujuan
Petunjuk Pelaksanaan ini disusun dengan tujuan untuk digunakan 
sebagai pedoman dalam melaksanakan Alih Status dan Perubahan 
Nama Tingkat Kepengurusan di lingkungan Persit Kartika Chandra 
Kirana sehingga terdapat ketertiban dan keseragaman.

3.	 Dasar
a.	 Anggaran Dasar Persit Kartika Chandra Kirana Bab VII Pasal 

17 tentang Pembentukan, Penghapusan, Alih Status dan 
Perubahan Nama ayat (a) dan (c).

b.	 Anggaran Rumah Tangga Persit Kartika Chandra Kirana Bab 
V Pasal 24 tentang perubahan Anggaran Rumah Tangga dan 
lain-lain ayat (d).

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT
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c.	 Petunjuk pelaksanaan nomor: Juklak/2/II/2018 tanggal 7 
Februari 2018 tentang Alih Status Tingkat Kepengurusan di 
lingkungan Persit Kartika Chandra Kirana.

d.	 Alih Status adalah perubahan yang meliputi nama tingkat dan 
induk pada suatu tingkat kepengurusan baik di lingkungan PG, 
PD dan PCBS itu sendiri atau antar PG, PD, PCBS.

e.	 Perubahan nama adalah perubahan yang meliputi nama dan 
nomor tingkat kepengurusan, namun induknya tidak berubah.

PEYELESAIAN ADMINISTRASI
1.	 Alih Status dan Perubahan Nama semua Tingkat Kepengurusan 

dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Persit 
Kartika Chandra Kirana atas permohonan Tingkat Kepengurusan 
yang bersangkutan yang diajukan secara berjenjang dan 
melampirkan Perkasad atau Keputusan Kasad tentang Alih Status 
dan Perubahan Nama.

2.	 Kekayaan organisasi Tingkat Kepengurusan yang mengalami 
perubahan (Alih Status dan Perubahan Nama) tetap menjadi milik 
organisasi yang bersangkutan.

3.	 Persiapan Berita Acara Pemberhentian atau Pengangkatan pada 
Alih Status dan Perubahan Nama diatur sebagai berikut:
a.	 Alih Status dan Perubahan Nama Tingkat Kepengurusan yang 

menjadi kepengurusan PG, PD, atau PCBS menggunakan 
Berita Acara Pemberhentian Tingkat Kepengurusan satu 
tingkat di atas dari tingkat kepengurusan yang dialihkan.

	 Penerima tugas menggunakan Berita Acara Pengangkatan 
dengan kepala surat dan cap Persit Kartika Chandra Kirana 
Pengurus Pusat, diketahui oleh Ketua Umum Persit Kartika 
Chandra Kirana.

b.	 Alih Status Tingkat Kepengurusan dalam hal perubahan 
nama, tingkat dan induk di lingkungan PG, PD, PCBS yang 
terkait atau PG, PD atau PCBS menggunakan Berita Acara 
Pemberhentian Tingkat Kepengurusan yang dialihkan di 
lingkungan PG atau PD atau PCBS yang bersangkutan dan 
Pengangkatan oleh Tingkat Kepengurusan satu tingkat di atas 
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Tingkat Kepengurusan yang dialihkan tersebut diterima, di 
lingkungan PG atau PD atau PCBS yang baru. 

c.	 Alih Status dalam hal perubahan nama, tingkat dan induk 
suatu tingkat kepengurusan di lingkungan PG, PD, PCBS 
menggunakan Berita Acara Pemberhentian dan Pengangkatan 
dengan kepala surat dan cap, Tingkat Kepengurusan satu 
tingkat di atasnya yang menyelesaikan.

d.	 Perubahan nama tingkat kepengurusan menggunakan Berita 
Acara Pemberhentian dan Pengangkatan dengan kepala surat 
dan cap tingkat kepengurusan satu tingkat di atasnya yang 
menyelesaikan.

4.	 Laporan.
a.	 Pada Alih Status diharuskan membuat laporan umum, 

keuangan dan kekayaan sesuai ketentuan dikirim ke tingkat 
kepengurusan satu tingkat di atasnya.

b.	 Laporan Khusus dibuat oleh Ketua satu tingkat di atas tingkat 
kepengurusan yang beralih status (yang melepas).

c.	 Pengiriman Laporan Khusus kepada Ketua satu tingkat di atas 
dengan melampirkan Laporan Umum.

d.	 Pada perubahan nama tidak membuat Laporan Umum, 
Keuangan dan Kekayaan.

PELAKSANAAN
1.	 Ketua tingkat Kepengurusan yang mengalami perubahan (melepas) 

mengajukan permohonan surat keputusan kepada Ketua Tingkat 
Kepengurusan satu tingkat di atas secara berjenjang sampai 
kepada Ketua Umum menyesuaikan struktur organisasi TNI AD.

2.	 Tata cara Alih Status diatur sebagai berikut:
a.	 Alih Status dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Ketua 

Umum Persit Kartika Chandra Kirana
b.	 Alih Status dilaksanakan di depan pengurus di lingkungan 

kepengurusan yang terkait (yang menyerahkan atau yang 
menerima pengalihan) disaksikan oleh Ketua Umum atau 
Ketua satu tingkat di atasnya. 

c.	 Tata tertib upacara Alih status
1)	 Tempat menyesuaikan dinas.
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2)	 Pakaian Seragam Upacara (PSU).
3)	 Susunan acara menyesuaikan dinas.

d.	 Pataka atau vandel yang dipasang adalah Pataka atau Vandel 
Tingkat Kepengurusan yang bersangkutan.

e.	 Pataka atau vandel tingkat kepengurusan yang dialihkan tidak 
diserahkan secara fisik.

f.	 Pada pelaksanaan upacara Alih Status, pataka atau vandel 
telah terpasang dan posisi bendera Merah Putih menyesuaikan 
dinas.

g.	 Upacara Alih Status, Pembentukan atau Penghapusan 
dapat dilaksanakan bersamaan sesuai kebijaksanaan tingkat 
kepengurusan yang bersangkutan.

h.	 Berita Acara Pemberhentian dan Pengangkatan dibubuhi cap 
tingkat kepengurusan yang mengetahui.

3.	 Denah pada lampiran.
4.	 Perubahan Nama Tingkat Kepengurusan Tidak dilaksanakan 

Upacara.

LAIN-LAIN

1.	 Pataka atau vandel
a.	 Pada pembentukan Tingkat Kepengurusan pataka atau vandel 

sudah dalam keadaan terpasang. Posisi Bendera Merah Putih, 
menyesuaikan dengan dinas.

b.	 Pada Penghapusan Tingkat Kepengurusan:
1)	 Pataka atau vandel tidak dipasang. Posisi Bendera Merah 

Putih menyesuaikan dengan dinas.
2)	 Pataka atau vandel diserahkan dalam keadaan tergulung 

oleh Ketua Tingkat Kepengurusan yang dihapus kepada 
Ketua Umum atau Ketua Tingkat Kepengurusan satu 
tingkat di atas setelah pelaksanaan upacara.

3)	 Kekayaan dan uang organisasi tingkat kepengurusan yang 
telah dihapus diserahkan setelah pelaksanaan upacara.

c.	 Pada acara Pembentukan atau Penghapusan, Berita Acara 
Pengangkatan atau Berita Acara Pemberhentian diketahui 
oleh Ketua satu tingkat di atas dan dibubuhi cap. 
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PENUTUP

1.	 Hal-hal yang belum tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan ini 
dapat diatur dan disesuaikan dengan keperluan.

2.	 Petunjuk Pelaksanaan tentang Alih Status Tingkat Kepengurusan 
di lingkungan 

dikeluarkan di Jakarta 
pada tanggal, 18 Juli 2023

Ketua Umum

Ny. Rahma Dudung Abdurachman

Kepada Yth
Ketua Persit Kartika Chandra Kirana 
Gabungan, Daerah dan Cabang BS di 
seluruh Indonesia

Tembusan:
1.	 Kepala Staf TNI Angkatan Darat 

Selaku Pembina Utama Persit 
Kartika Chandra Kirana

2.	 Aspers Kasad
	 selaku Pembina Harian
	 Persit Kartika Chandra Kirana 

Pengurus Pusat
3.	 Pembina Persit
	 Kartika Chandra Kirana 

Gabungan, Daerah dan Cabang 
BS di seluruh Indonesia
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PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor 	 : Juklak/ 2 / VII / 2023 
Tanggal  	: 18 Juli 2023

DENAH UPACARA ALIH STATUS TINGKAT KEPENGURUSAN 
DI LINGKUNGAN PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

  	   	  

Keterangan denah untuk Pemberhentian dan Pengangkatan:
1.	 Ketua Umum atau Ketua Tingkat Kepengurusan satu tingkat           

di atas
2.	 Ketua yang menyerahkan atau yang menerima
3.	 Undangan
a.	 Pataka/Vandel Persit Kartika Chandra Kirana
b.	 Vandel Yayasan Kartika Jaya
c.	 Meja upacara
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PETUNJUK PELAKSANAAN
Nomor: Juklak/ 3 / VII / 2023

tentang
TATA CARA SERAH TERIMA JABATAN PENGURUS 

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

PENDAHULUAN

1.	 Umum
	 Untuk mengatur tata cara serah terima jabatan pengurus di 

lingkungan Persit Kartika Chandra Kirana perlu dikeluarkan 
Petunjuk Pelaksanaan tentang Serah Terima Jabatan Pengurus 
Persit Kartika Chandra Kirana.

2.	 Tujuan
Petunjuk pelaksanaan ini disusun dengan tujuan agar dapat 
digunakan sebagai pedoman, sehingga terdapat keseragaman dan 
ketertiban dalam melaksanakan serah terima jabatan pengurus 
Persit Kartika Chandra Kirana.

3.	 Dasar
a.	 Anggaran Rumah Tangga Persit Kartika Chandra Kirana Bab 

II Pasal 12 tentang masa kerja dan pergantian pengurus, ayat 
(b) 1), 2), 3), 4) dan 5)

b.	 Petunjuk Pelaksanaan Persit Kartika Chandra Kirana Juklak/3/
II/2018 tanggal 7 Februari 2018.

c.	 Petunjuk Pelaksanaan tentang Serah Terima Jabatan Pengurus 
Dharma Pertiwi.

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT
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PENGGOLONGAN
Serah  terima  Jabatan  Pengurus  Persit  Kartika  Chandra  Kirana 
meliputi
1.	 Unsur pemimpin.
2.	 Unsur pembantu pemimpin dan anggota pengurus lain.

I.	 PEMIMPIN  

1.	 KETUA UMUM
a.	 Penyelesaian Administrasi.

1)	 Berdasarkan Serah Terima Jabatan Kepala Staf TNI 
Angkatan Darat, Ketua Umum Persit Kartika Chandra 
Kirana mengajukan permohonan Surat Keputusan kepada 
Kepala Staf TNI AD selaku Pembina Utama Persit Kartika 
Chandra Kirana yang baru sesuai dengan ART Bab II Pasal 
7 ayat (a) 1) dan kepada Ketua Umum Dharma Pertiwi.

2)	 Surat pengunduran diri.
	 Surat pengunduran diri untuk  jabatan  Ketua/Wakil Ketua 

(Jabatan fungsional) berkenaan dengan Serah Terima 
Jabatan tidak perlu dibuat.

3)	 Berita Acara Serah Terima dibuat rangkap tiga tanpa 
dibubuhi cap untuk disampaikan kepada:
a)	 Ketua Umum Lama
b)	 Ketua Umum Baru
c)	 Arsip

4)	 Laporan

a)	 Membuat laporan umum secara singkat dilengkapi 
dengan keuangan tanpa lampiran data, dikirimkan 
kepada Pembina Utama dan Ketua Umum Dharma 
Pertiwi. 

b)	 Membuat memori serah terima jabatan berisi kegiatan-
kegiatan menonjol yang telah dilaksanakan secara 
garis besar. Kegiatan yang sedang dilaksanakan 
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dan yang belum dilaksanakan dari program kerja 
atau jadwal kegiatan disertai laporan secara lengkap 
tentang keuangan dan inventaris. Memori diserahkan 
pada saat Serah Terima Jabatan Ketua Umum.

c)	 Laporan keuangan dari kekayaan dibuat berdasarkan 
pemeriksaan keuangan dan kekayaan yang dilakukan 
oleh tim pemeriksa keuangan sesuai Anggaran 
Rumah Tangga Bab IV Pasal 23 tentang pemeriksaan 
keuangan dan kekayaan.

d)	 Urutan acara pemeriksaan keuangan dilaksanakan 
sebagai berikut:

(1)	 Pembukaan   oleh   Pembawa   Acara   kemudian 
diserahkan  kepada   Ketua   Umum   atau   yang 
mewakili untuk dibuka secara resmi.

(2)	 Ketua  Umum  atau  yang  mewakili  menyerahkan  
pelaksanaan    pemeriksaan   kepada ketua tim. 
Ketua tim memberikan  wewenang pemeriksaan 
kepada anggota tim sesuai bidang masing-masing 
(Ekonomi atau Bendahara).

(3)	 Selesai pemeriksaan, para  anggota tim 
menyerahkan hasil pemeriksaan kepada ketua tim 
untuk dihimpun dan  dievaluasi di  hadapan tim, 
kemudian dilaporkan secara lisan kepada Ketua 
Umum atau yang mewakili sebelum acara ditutup.

(4)	 Setelah menerima laporan, Ketua Umum atau yang 
mewakili menutup  acara  secara resmi. Ketua tim  
tetap  bertanggung  jawab dalam penyelesaian 
administrasi pemeriksaan. 

e)	 Laporan khusus.

	 Laporan khusus Serah Terima Jabatan tidak perlu 
dibuat, dengan pertimbangan Ketua Umum Dharma 
Pertiwi hadir pada acara Serah Terima Jabatan 
tersebut.
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b.	 Rapat Paripurna.
1)	 Rapat paripurna diadakan sebelum Serah Terima Jabatan 

Ketua Umum sesuai Anggaran Rumah Tangga Bab III Pasal 
18 untuk membacakan memori dan laporan keuangan.

2)	 Rapat paripurna dihadiri oleh Ketua Umum, calon Ketua 
Umum, Pembina Harian, Pengurus Persit Kartika Chandra 
Kirana Pengurus Pusat, perwakilan tingkat kepengurusan 
di bawah sesuai kebijaksanaan.

3)	 Tata Cara Pelaksanaan Rapat Paripurna
a)	 Panji dan Bendera Merah Putih dihadirkan pada Rapat 

Paripurna.
b)	 Pengecekan keuangan dan kekayaan dilakukan oleh 

calon Ketua Umum, disaksikan oleh Ketua Umum dan 
Pembina Harian.

c)	 Pakaian Seragam Harian.
d)	 Kain rentang atau spanduk pada rapat paripurna:

(1)	 Warna dasar hijau.
(2)	 Tulisan warna kuning.
(3)	 Tanpa logo Persit.
(4)	 Dapat  menggunakan digital printing atau layar 

proyektor.
(5)	 Kain rentang dipasang di bawah gambar Presiden 

dan Wakil Presiden.
4)	 Susunan Acara:

a)	 Pembukaan.
b)	 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
c)	 Himne Persit Kartika Chandra Kirana.
d)	 Pembacaan memori dan laporan keuangan.
e)	 Sambutan Pembina Harian.
f)	 Mars Persit Kartika Chandra Kirana.
g)	 Doa.
h)	 Penutup.

Acara Tambahan
(1)	 Penghitungan uang dan kekayaan.
(2)	 Perkenalan pejabat baru. 
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Contoh penulisan:

RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA
SERAH TERIMA JABATAN

KETUA UMUM PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
DARI NY. ....................... KEPADA NY. .......................

                                     KOTA, TANGGAL....................

c.	 Serah Terima Jabatan

1)	 Serah terima dilaksanakan oleh panitia penyelenggara 
serah terima jabatan berdasarkan surat tugas.

2)	 Serah terima dilaksanakan bersamaan dengan serah 
terima jabatan Ketua Dharma Pertiwi, dilaksanakan di 
hadapan Ketua Umum Dharma Pertiwi, Pembina Utama 
Lama dan Baru, Pembina Harian, Pengurus Pusat, Ketua 
serta Pembina Persit Kartika Chandra Kirana Gabungan, 
Daerah dan Cabang BS dan undangan lainnya.

3)	 Serah terima jabatan dilaksanakan terpisah dari acara 
serah terima jabatan dinas.

4)	 Urutan Pembacaan Surat Keputusan
a)	 Surat  Keputusan  Kepala  Staf  TNI  Angkatan  Darat 

selaku Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana.
b)	 Surat Keputusan Ketua Umum Dharma Pertiwi. 

5)	 Cara Pembacaan Surat Keputusan
a)	 Tanda baca, garis miring, titik dua dan sebagainya tidak 

dibaca.
b)	 Pada bagian menimbang, mengingat dan 

memperhatikan dibaca sebagai berikut:
	 “Menimbang, mengingat, memperhatikan dan 

selanjutnya”.
c)	 Pada bagian memutuskan dibaca secara lengkap.
d)	 Salinan Surat Keputusan tidak dibaca.
e)	 Lampiran Surat Keputusan dibacakan.

6)	 Urutan Penandatanganan Berita Acara sebagai berikut:
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a)	 Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Umum Persit 
Kartika Chandra Kirana.

b)	 Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Dharma 
Pertiwi Unsur Persit Kartika Chandra Kirana.

7)	 Penjelasan Tata Upacara
a)	 Tempat di dalam ruangan.
b)	 Bendera Merah Putih, Vandel Dharma Pertiwi dan Panji 

Persit Kartika Chandra Kirana ditempatkan di sebelah 
kanan meja upacara.

c)	 Memori serah terima jabatan diletakkan di atas meja 
upacara.

d)	 Susunan acara dibacakan oleh pembawa acara 
sebelum acara pokok dimulai.

e)	 Pelaksanaan upacara serah terima jabatan 
dilaksanakan dengan posisi duduk.

f)	 Sebelum pembacaan surat keputusan, Ketua Umum 
Lama dan Baru, Pembina Utama Lama dan Baru 
dipersilahkan oleh pembawa acara untuk menuju 
tempat upacara serta duduk di belakang meja upacara 
yang menghadap ke arah undangan.

g)	 Penyerahan memori serah terima jabatan dilaksanakan 
dengan posisi berdiri.

h)	 Pada saat Ketua Umum Dharma Pertiwi memberikan 
sambutan, Ketua Umum Lama dan Baru serta Pembina 
Utama Lama dan Baru kembali ke tempat duduk semula. 
Namun apabila Ketua Umum Lama juga merangkap 
jabatan sebagai Ketua Umum Dharma Pertiwi, maka 
pejabat yang melaksanakan serah terima tetap duduk 
di meja upacara sampai dengan acara pokok selesai.

i)	 Pada saat penyematan Lencana Setia Bhakti Bina 
Utama dan Lencana Setia Bhakti Utama didahului 
dengan pembacaan surat keputusan tentang Lencana 
Setia Bhakti Bina Utama dan Lencana Setia Bhakti 
Utama.

j)	 Pembaca doa di meja pembawa acara.
k)	 Kain rentang atau spanduk pada serah terima jabatan:
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(1)	 Warna dasar hijau.
(2)	 Tulisan warna kuning.
(3)	 Tanpa logo Persit.
(4)	 Dapat  menggunakan digital  printing  atau  layar 

proyektor.
(5)	 Kain rentang dipasang di bawah gambar Presiden 

dan Wakil Presiden.
l)	 Pada acara foto bersama posisi duduk Pembina harian 

berada di paling kanan Ketua Umum.

Contoh penulisan:

SERAH TERIMA JABATAN
•	 KETUA UMUM PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA
DARI NY ................................KEPADA NY........................
•	 KETUA DHARMA PERTIWI UNSUR
PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA
DARI NY ................................KEPADA NY.........................

KOTA, TANGGAL ...................
8)	 Susunan Acara Pokok

a)	 Pembukaan.
b)	 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
c)	 Himne Persit Kartika Chandra Kirana.
d)	 Pembacaan surat keputusan.
e)	 Penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
f)	 Penyerahan buku memori serah terima dan kekayaan.
g)	 Sambutan Ketua Umum Dharma Pertiwi. 
h)	 Penyematan Lencana  Setia  Bhakti  Bina  Utama  dan 

Lencana Setia Bhakti Utama.
i)	 Mars Persit Kartika Chandra Kirana.
j)	 Doa.
k)	 Penutup.

Catatan:
1.	 Serah terima jabatan secara dilaksanakan sederhana 

dan khidmat.
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2.	 Pengukuhan  Ibu  Raksakarini  Sri  Sena  dilaksanakan 
setelah Upacara Serah Terima Jabatan Ketua Umum.

9)	 Pakaian Upacara ditentukan sebagai berikut:
a)	 Ketua  Umum  Dharma Pertiwi dan Ketua Dharma 

Pertiwi unsur mengenakan  Pakaian  Seragam  Resmi 
dengan Lencana Dharma Pertiwi.

b)	 Pengurus Dharma Pertiwi Pusat menggunakan 
seragam resmi unsur dengan lencana Dharma Pertiwi.

c)	 Pengurus dan undangan dari unsur mengenakan 
Pakaian Seragam Resmi dengan Lencana Unsur.

d)	 Undangan, organisasi lain mengenakan seragam resmi 
sesuai dengan ketentuan organisasi masing-masing.

e)	 Anggota TNI mengenakan pakaian dinas upacara.
f)	 Undangan lain :
	 Bapak	 : 	Pakaian seragam upacara
	 Ibu		 : 	(1) Organisasi : Pakaian Seragam Resmi. 		

			   (2) Non Organisasi : Pakaian Nasional.
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DENAH RAPAT PARIPURNA
KETUA UMUM PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

  	   	  

Keterangan Denah:
1.	 Pembina Harian
2.	 Ketua Umum
3.	 Calon Ketua Umum
4.	 Pengurus lengkap dan Undangan
a.	 Gambar Presiden
b.	 Lambang Negara Bhinneka Tunggal Ika
c.	 Gambar Wakil Presiden
d.	 Bendera Merah Putih
e.	 Panji Persit Kartika Chandra Kirana
f.	 Meja Pemimpin
g.	 Mimbar
h.	 Meja pembawa acara dan pembaca doa

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran A Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor	 : Juklak/ 3 / VII / 2023  
Tanggal  	: 18 Juli 2023
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DENAH UPACARA SERAH TERIMA JABATAN KETUA UMUM 
PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

  	   	  

Keterangan Denah:
1.	 Pembina Utama Lama
2.	 Ketua Umum Lama
3.	 Ketua Umum Baru
4.	 Pembina Utama Baru
5.	 Penasihat juga selaku Ketua Umum Dharma Pertiwi
6.	 Pemimpin yang lain
7.	 Undangan
a.	 Gambar Presiden
b.	 Lambang Bhinneka Tunggal Ika
c.	 Gambar Wakil Presiden
d.	 Bendera Merah Putih
e.	 Vandel Dharma Pertiwi
f.	 Panji Persit Kartika Chandra Kirana
g.	 Meja Upacara
h.	 Mimbar
i.	 Meja pembawa acara dan pembaca doa

i

b

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran B Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor	 : Juklak/ 3 / VII / 2023  
Tanggal  	: 18 Juli 2023
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2.	 WAKIL KETUA UMUM

a.	 Penyelesaian Administrasi.
1)	 Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana mengajukan 

permohonan Surat Keputusan kepada Kepala Staf TNI AD 
selaku Pembina Utama untuk jabatan Wakil Ketua Umum 
berdasarkan Serah Terima Jabatan Wakil Kepala Staf TNI 
AD.

2)	 Berita acara dibuat rangkap tiga tanpa dibubuhi cap untuk 
disampaikan kepada:
a)	 Wakil Ketua Umum Lama.
b)	 Wakil Ketua Umum Baru.
c)	 Arsip.

b.	 Serah Terima Jabatan.
1)	 Serah terima jabatan diselenggarakan oleh panitia 

penyelenggara berdasarkan surat tugas Ketua Umum 
Persit  Kartika Chandra Kirana.

2)	 Serah terima jabatan dilaksanakan bergabung dengan 
acara serah terima jabatan dinas.

3)	 Serah Terima Jabatan disaksikan oleh Ketua Umum Persit 
Kartika Chandra Kirana dan Pengurus Pusat serta dapat 
dihadiri oleh:
a)	 Pembina HarianPersit Kartika Chandra Kirana 

Pengurus Pusat.
b)	 Ketua Gabungan, Daerah dan Cabang BS serta 

undangan lainnya.

4)	 Penjelasan Tata Upacara.
a)	 Tempat menyesuaikan dengan dinas.
b)	 Pakaian Seragam Upacara.
c)	 Panji  Persit  Kartika  Chandra  Kirana  ditempatkan  di 

sebelah kanan meja upacara.
d)	 Posisi  Bendera  Merah  Putih  menyesuaikan  dengan 

dinas. 
e)	 Kain rentang atau spanduk pada serah terima jabatan:

(1)	 Warna dasar hijau.
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(2)	 Tulisan warna kuning.
(3)	 Tanpa logo Persit.
(4)	 Dapat menggunakan digital printing/layar proyektor.
(5)	 Kain rentang dapat dipasang sesuai kondisi 

ruangan.
f)	 Upacara dilaksanakan dengan posisi berdiri
g)	 Penyematan Lencana Setia Bakti Pratama dilaksanakan 

setelah acara pokok.

5)	 Susunan acara menyesuaikan dengan dinas.

6)	 Contoh penulisan kain rentang.

Serah Terima Jabatan Wakil Ketua Umum:

SERAH TERIMA JABATAN WAKIL KETUA UMUM 
PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

DARI NY. ......................... KEPADA NY......................

                                         KOTA, TANGGAL..............
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DENAH UPACARA SERAH TERIMA JABATAN 
WAKIL KETUA UMUM PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

  	   	  

Keterangan denah:
1.	 Wakil Ketua Umum lama
2.	 Wakil Ketua Umum baru
3.	 Undangan
a.	 Panji Persit Kartika Chandra Kirana
b.	 Meja upacara

a 

2 1 
3 

b 

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran C Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor	 : Juklak/ 3 / VII / 2023  
Tanggal  	: 18 Juli 2023
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3.	 KETUA GABUNGAN, DAERAH, CABANG BS, SAMPAI 
DENGAN SUB ANAK RANTING

a.	 Penyelesaian Administrasi.
1)	 Ketua Gabungan, Daerah dan Cabang BS yang 

bersangkutan mengajukan permohonan surat keputusan 
kepada Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana 
berdasarkan serah terima jabatan pimpinan TNI AD di 
lingkungannya.

a)	 Bagi Ketua Gabungan Mabesad yang bukan merupakan 
jabatan fungsional, berdasarkan Serah Terima Jabatan 
pimpinan TNI AD dalam hal ini Irjenad (Inspektur 
Jenderal TNI Angkatan Darat) yang ditunjuk sebagai 
Pembina Persit Kartika Chandra Kirana Gabungan 
Mabesad oleh Kepala Staf TNI AD selaku Pembina 
Utama.

b)	 Bagi Ketua Koorcab dan Cabang di lingkungan PG 
Mabesad mengajukan surat keputusan kepada Ketua 
Umum Persit Kartika Chandra Kirana melalui Ketua 
Persit Kartika Chandra Kirana Gabungan Mabesad.

c)	 Ketua Umum menerbitkan surat keputusan untuk 
jabatan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Gabungan, 
Daerah, Cabang BS serta Ketua Koorcab dan Cabang 
di lingkungan PG Mabesad.

2)	 Wewenang penerbitan surat keputusan serah terima 
jabatan.

a)	 Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana untuk:
(1)	 Ketua dan Wakil Ketua Gabungan, Daerah dan 

Cabang BS. 
(2)	 Ketua dan Wakil Ketua Koorcab serta Cabang di 

lingkungan PG Mabesad.

(3)	 Pembantu pemimpin dan anggota pengurus lainnya 
di tingkat kepengurusan Pusat.

b)	 Ketua Gabungan, Daerah dan Cabang BS untuk:
(1)	 Ketua dan Wakil Ketua Koorcab, Cabang, Ranting 

BS, Ranting, Anak Ranting dan Sub Anak Ranting.



30

(2)	 Pembantu pemimpin dan anggota pengurus lainnya 
di tingkat kepengurusan PG, PD dan PCBS.1

3)	 Berita acara dibuat rangkap tiga tanpa dibubuhi cap untuk 
disampaikan kepada:
a)	 Pejabat lama.
b)	 Pejabat baru.
c)	 Arsip.

4)	 Laporan.
a)	 Membuat laporan umum disertai  laporan keuangan 

dan kekayaan (tanpa lampiran) data disampaikan 
kepada:
(1)	 Ketua satu tingkat di atas.
(2)	 Pembina tingkat kepengurusan.

b)	 Membuat memori serah terima jabatan yang berisi 
kegiatan menonjol yang telah, belum dan sedang 
dilaksanakan berdasarkan program kerja atau jadwal 
kegiatan disertai laporan keuangan dan inventaris yang 
merupakan kekayaan organisasi. Memori dibacakan 
dan diserahkan pada pelaksanaan rapat paripurna.

c)	 Laporan keuangan dan kekayaan dibuat berdasarkan 
pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh tim 
pemeriksa keuangan sesuai Anggaran Rumah Tangga 
Bab IV Pasal 23 tentang Pemeriksaan Keuangan dan 
Kekayaan.

 d)	 Urutan pemeriksaan keuangan untuk semua tingkat 
kepengurusan dilaksanakan sebagai berikut.

(1)	 Pembukaan oleh Pembawa Acara kemudian 
diserahkan kepada Ketua atau yang mewakili untuk 
dibuka secara resmi.

(2)	 Ketua atau yang mewakili menyerahkan 
pelaksanaan pemeriksaan kepada Ketua Tim. 
Ketua tim memberikan wewenang pemeriksaan 
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kepada anggota tim sesuai bidang masing-masing 
(Ekonomi atau Bendahara).

(3)	 Selesai pemeriksaan, para anggota tim 
menyerahkan hasil pemeriksaan kepada ketua 
tim untuk dihimpun dan dievaluasi di hadapan tim, 
kemudian dilaporkan secara lisan kepada Ketua 
atau yang mewakili sebelum acara ditutup.

(4)	 Setelah menerima laporan, Ketua atau yang 
mewakili menutup acara secara resmi. Ketua tim 
tetap bertanggung jawab dalam penyelesaian 
administrasi pemeriksaan.

e)	 Laporan khusus
	 Laporan khusus serah terima jabatan tidak perlu dibuat, 

dengan pertimbangan Ketua tingkat kepengurusan 
satu tingkat di atas hadir pada acara Serah Terima 
Jabatan tersebut.

b.	 Rapat Paripurna.
1)	 Rapat Paripurna diadakan sebelum serah terima jabatan.

2)	 Apabila Serah Terima Jabatan Ketua dilaksanakan sebelum 
rapat paripurna, maka rapat paripurna tetap dilaksanakan. 

3)	 Rapat Paripurna dihadiri oleh calon Ketua, Pembina Harian, 
pengurus lengkap, perwakilan tingkat kepengurusan di 
bawah sesuai kebijaksanaan.

4)	 Pembacaan dan penyerahan memori dan laporan 
keuangan.

5)	 Susunan acara Rapat Paripurna.
a)	 Pembukaan.
b)	 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
c)	 Himne Persit Kartika Chandra Kirana.
d)	 Pembacaan dan penyerahan memori serta laporan 

keuangan.
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e)	 Penandatanganan	 Berita Acara serah terima keuangan 
dan kekayaan

f)	 Sambutan Pembina Harian.
g)	 Mars Persit Kartika Chandra Kirana.
h)	 Doa.
i)	 Penutup.
Acara tambahan.
Sambutan pejabat lama dan pejabat baru.

6)	 Kain rentang atau spanduk pada rapat paripurna:
a)	 Warna dasar hijau.
b)	 Tulisan warna kuning.
c)	 Tanpa logo Persit.
d)	 Dapat menggunakan digital printing atau layar 

proyektor.
e)	 Kain rentang dipasang di bawah gambar Presiden dan 

Wakil Presiden.
f)	 Penulisan nama pejabat pada kain rentang, 

menggunakan nama kecil berlaku bagi semua tingkat 
kepengurusan.

g)	 Penggunaan kain rentang hanya sampai dengan 
tingkat kepengurusan Ranting setingkat Batalyon.

 7)	 Contoh penulisan kain rentang

a)	 Rapat Paripurna Tingkat Kepengurusan Persit Kartika 
Chandra Kirana PG, PD, PCBS sampai Ranting.

RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA SERAH TERIMA JABATAN KETUA 
PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA GABUNGAN, 
DAERAH, CABANG BS SAMPAI RANTING................
DARI NY ........................ KEPADA NY..........................

KOTA, TANGGAL................
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b)	 Rapat Paripurna Tingkat Kepengurusan Persit Kartika 
Chandra Kirana yang mempunyai Yayasan Kartika 
Jaya.
	 RAPAT PARIPURNA 

DALAM RANGKA SERAH TERIMA JABATAN
•	 KETUA PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 

GABUNGAN, DAERAH, CABANG BS SAMPAI 
RANTING……………………….............................…

•	 KETUA YAYASAN KARTIKA JAYA...........................
	 DARI NY. .................. KEPADA  NY. ........................

KOTA, TANGGAL..........................

c.	 Serah Terima Jabatan. 
1)	 Serah Terima Jabatan dilaksanakan dengan posisi berdiri.
2)	 Serah Terima Jabatan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana 

Daerah, Koorcab dan Cabang dilaksanakan terpisah dari 
Serah Terima Jabatan Ketua Dharma Pertiwi Daerah, 
Koorcab dan Cabang.

3)	 Serah Terima Jabatan Ketua Gabungan, Daerah dan 
Cabang BS dilaksanakan di depan:
a)	 Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana.
b)	 Pembantu pemimpin Pengurus Pusat.
c)	 Undangan lainnya sesuai kebijaksanaan dinas.

4)	 Serah Terima Jabatan Ketua Koorcab, Cabang dan Ranting 
di lingkungan PG Mabesad dilaksanakan di depan:
a)	 Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana
b)	 Pembantu Pemimpin Pengurus Pusat
c)	 Ketua  Persit  Kartika  Chandra  Kirana  Gabungan 

Mabesad.
d)	 Undangan lain sesuai kebijaksanaan dinas

5)	 Pada Serah Terima Jabatan Ketua Gabungan, Daerah, 
Cabang BS sampai dengan Sub Anak Ranting diatur 
sebagai berikut.
a)	 Serah Terima Jabatan Ketua bergabung dengan Serah 

Terima Jabatan dinas.
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b)	 Ketua Ranting di jajaran Kepengurusan PG,  PD dan 
PCBS melaksanakan Serah Terima Jabatan bersamaan 
dengan suami yang dilaksanakan di hadapan 
Pangkotama dan dihadiri serta disaksikan oleh Ketua 
Cabang pada posisi sebagai peserta upacara.

6)	 Penjelasan Tata Upacara:
a)	 Tempat menyesuaikan dengan dinas.
b)	 Pataka atau Vandel Persit Kartika Chandra Kirana 

ditempatkan di sebelah kanan meja upacara.
c)	 Posisi Bendera Merah Putih menyesuaikan dengan 

dinas.
d)	 Kain rentang atau spanduk pada Serah Terima Jabatan:

1)	 Warna dasar hijau.
2)	 Tulisan warna kuning.
3)	 Tanpa logo Persit.
4)	 Dapat menggunakan digital printing atau layar 

proyektor.
5)	 Kain	 rentang dipasang di bawah gambar 

Presiden dan Wakil Presiden. 
6)	 Penulisan nama pejabat pada kain rentang, 

menggunakan nama kecil berlaku bagi semua 
tingkat kepengurusan.

7)	 Penggunaan kain rentang hanya sampai dengan 
tingkat kepengurusan Ranting setingkat Batalyon.

e)	 Pada acara foto bersama posisi duduk Pembina Harian 
berada pada sisi paling kanan Ketua.

7)	 Jika Serah Terima Jabatan dilaksanakan di hadapan 
pasukan (di lapangan upacara), maka:

a)	 Susunan acara menyesuaikan dinas.

b)	 Para pejabat dan undangan yang hadir duduk di tempat 
undangan.

c)	 Ketua Lama dan Ketua Baru berdiri dan menuju meja 
upacara untuk melaksanakan penandatanganan Berita 
Acara Serah Terima Jabatan bersamaan dengan dinas 
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menuju meja penandatanganan Berita Acara Dinas. 
Setelah penandatanganan, Ketua Lama dan Ketua 
Baru duduk kembali di posisi duduk semula (posisi 
tidak berganti).

d)	 Ketua satu tingkat di atas menyaksikan Serah Terima 
Jabatan dalam posisi duduk di tempat undangan.

8)	 Contoh Penulisan Kain Rentang:
a)	 Ketua yang tidak merangkap jabatan Ketua Yayasan 

Kartika Jaya:
	 SERAH TERIMA JABATAN KETUA
	 PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA........................
 	 DARI NY. ....................... KEPADA NY. ........................

KOTA, TANGGAL...............

 b)	 Ketua yang merangkap jabatan Ketua Yayasan Kartika 
Jaya:

SERAH TERIMA JABATAN 
•	 KETUA PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA...... 
•	 KETUA YAYASAN KARTIKA JAYA…..…............….
DARI NY.  ......................... KEPADA NY. .......................

KOTA, TANGGAL................
LAIN-LAIN

1.	 Jabatan fungsional rangkap meliputi jabatan sebagai berikut:
a.	 Tingkat Kepengurusan Pusat.

1)	 Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana.
2)	 Ketua  Dharma  Pertiwi  Unsur  Persit  Kartika  Chandra 

Kirana.
b.	 Tingkat Kepengurusan Daerah.

1)	 Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah.
2)	 Ketua IKKT Pragati Wira Anggini (apabila ada).
3)	 Ketua Dharma Pertiwi Daerah.
4)	 Ketua Yayasan Kartika Jaya Cabang.
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c.	 Tingkat  Kepengurusan  Koorcab,  Cabang,  Ranting  
sampai dengan Sub Anak Ranting.
1)	 Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab, Cabang, 

Ranting dan Sub Anak Ranting.
2)	 Ketua IKKT Pragati Wira Anggini (apabila ada).
3)	 Ketua  Dharma  Pertiwi  Koorcab  dan  Cabang  (apabila 

ada).
4)	 Ketua Yayasan Kartika Jaya Koordinator.

2.	 Berpedoman pada ketentuan yang berlaku di tingkat Badan 
Pelaksana Pusat, apabila serah terima jabatan pimpinan 
dalam kedinasan dipimpin oleh KSAD atau Wakil KSAD, maka 
Ketua dan Wakil Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana 
hadir sebagai undangan pada acara serah terima jabatan 
Ketua Persit Kartika Chandra Kirana yang berada di bawah 
PG Mabesad.

3.	 Untuk di tingkat daerah menyesuaikan.

4.	 Serah terima jabatan Ketua Gabungan, Daerah dan Cabang 
BS sampai dengan Sub Anak Ranting, apabila pejabat baru 
belum ada atau tidak ada, maka pelaksanaannya diatur dalam 
petunjuk pelaksanaan tentang Penyerahan atau Penerimaan 
Tugas dan Tanggung Jawab (Juklak/4/VII/2023).

5.	 Apabila Ketua di semua tingkat kepengurusan yang fungsional 
tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka 
Wakil Ketua melaksanakan tugas atas nama Ketua.

 
6.	 Apabila Ketua tidak berada di tempat, harus mengirimkan 

surat izin kepada Ketua satu tingkat diatasnya dan untuk tugas 
sehari-hari secara otomatis dilaksanakan oleh Wakil Ketua 
tanpa Surat Tugas.

7.	 Apabila Ketua dan Wakil Ketua tidak berada di tempat, harus 
mengirimkan surat izin kepada Ketua satu tingkat diatas 
dengan melampirkan surat tugas atas nama pengurus yang 
ditunjuk untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
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DENAH RAPAT PARIPURNA 
PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
DI SEMUA TINGKAT KEPENGURUSAN

  	   	

 

Keterangan denah:
1.	 Pembina Harian
2.	 Ketua (jika dilaksanakan sebelum serah terima jabatan)
 	 Ketua lama (jika dilaksanakan setelah serah terima jabatan)
3.	 Calon Ketua  (jika dilaksanakan sebelum serah terima jabatan)
	 Ketua (jika dilaksanakan setelah serah terima jabatan)
4.	 Pengurus lengkap dan Undangan
a.	 Gambar Presiden
b.	 Lambang Negara Bhinneka Tunggal Ika
c.	 Gambar Wakil Presiden
d.	 Bendera Merah Putih
e.	 Pataka atau Vandel Persit Kartika Chandra Kirana
f.	 Meja Pemimpin
g.	 Mimbar
h.	 Meja pembawa acara dan pembaca doa

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran D Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor	 : Juklak/ 3 / VII / 2023  
Tanggal  	: 18 Juli 2023
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DENAH UPACARA SERAH TERIMA JABATAN 
KETUA GABUNGAN, DAERAH, CABANG BS, SAMPAI DENGAN 

SUB ANAK RANTING
YANG DILAKSANAKAN BERSAMAAN DENGAN DINAS 

  	   	

 
Keterangan denah:
1.	 Ketua lama
2.	 Ketua baru
3.	 Undangan
a.	 Pataka atau Vandel Persit Kartika Chandra Kirana
b.	 Vandel Yayasan Kartika Jaya
c.	 Meja upacara

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran E Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor	 : Juklak/ 3 / VII / 2023  
Tanggal  	: 18 Juli 2023
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DENAH UPACARA SERAH TERIMA JABATAN KETUA 
DI HADAPAN PASUKAN (DI LAPANGAN UPACARA) 

  	   	

 
Keterangan denah:
1.	 Ketua satu tingkat di atas
2.	 Pejabat Ketua Lama
3.	 Pejabat Ketua Baru
4.	 Undangan
a.	 Pataka atau Vandel Persit Kartika Chandra Kirana
b.	 Vandel Yayasan Kartika Jaya (bagi yang punya jabatan rangkap)
c.	 Meja upacara
d.	 Pasukan Upacara (dinas)

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran F Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor	 : Juklak/ 3 / VII / 2023  
Tanggal  	: 18 Juli 2023



40

4.	 WAKIL KETUA GABUNGAN, DAERAH, CABANG BS SAMPAI 
DENGAN SUB ANAK RANTING
a.	 Penyelesaian Administrasi.

1)	 Berdasarkan serah terima jabatan wakil pimpinan TNI AD 
di lingkungannya, Ketua Gabungan, Daerah, atau Cabang 
BS mengajukan permohonan surat keputusan kepada 
Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana untuk jabatan 
Wakil Ketua Gabungan, Daerah dan Cabang BS yang 
bersangkutan.

2)	 Bagi PG Mabesad dan PCBS Sahli Kasad berdasarkan 
serah terima jabatan pejabat TNI AD di lingkungannya yang 
istrinya ditunjuk sebagai Wakil Ketua Gabungan Mabesad 
dan Wakil Ketua Cabang BS Sahli Kasad.

3)	 Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana menerbitkan 
surat keputusan untuk serah terima jabatan Wakil Ketua 
Gabungan, Daerah dan Cabang BS.

4)	 Wakil Ketua Koorcab sampai dengan Sub Anak Ranting.
a)	 Ketua Koorcab sampai dengan Sub Anak Ranting 

mengajukan permohonan surat keputusan kepada 
Ketua satu tingkat di atas secara berjenjang sampai 
kepada Ketua Gabungan, Daerah dan Cabang BS 
masing-masing.

b)	 Ketua Gabungan, Daerah atau Cabang BS yang 
bersangkutan menerbitkan surat keputusan untuk 
jabatan Wakil Ketua Koorcab sampai dengan Sub 
Anak Ranting.

5)	 Berita acara dibuat rangkap tiga, tidak dibubuhi cap dan 
disampaikan kepada:
a)	 Wakil Ketua Lama.
b)	 Wakil Ketua Baru.
c)	 Arsip.

b.	 Serah Terima Jabatan:
1)	 Serah Terima Jabatan disesuaikan dengan dinas kecuali 

Wakil Ketua Gabungan Mabesad dan Wakil Ketua Cabang 
BS Sahli Kasad, yang bukan merupakan jabatan fungsional. 
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2)	 Serah terima jabatan Wakil Ketua dilaksanakan di depan:
a)	 Ketua tingkat kepengurusan yang bersangkutan.
b)	 Ketua tingkat kepengurusan di bawah.
c)	 Undangan lain sesuai kebijaksanaan dinas.

3)	 Serah Terima Jabatan Wakil Ketua Gabungan Mabesad 
dan Wakil Ketua Cabang BS Sahli Kasad, diatur sebagai 
berikut.
a)	 Tidak  bergabung  dengan  dinas,  tanpa  pembacaan 

surat keputusan.
b)	 Kecuali apabila Wakil Ketua Lama dan Wakil Ketua Baru 

merupakan istri dari pejabat TNI AD yang mengemban 
jabatan yang sama, maka serah terima jabatan dapat 
dilaksanakan bersamaan dengan dinas.

c.	 Tata Tertib Upacara.

1)	 Tempat menyesuaikan dengan dinas.
2)	 Pataka  atau  Vandel  Persit  Kartika  Chandra  Kirana 

ditempatkan di sebelah kanan meja upacara.
3)	 Posisi  Bendera  Merah  Putih  menyesuaikan  dengan 

dinas.
4)	 Kain rentang atau spanduk	 pada Serah Terima Jabatan:

a)	 Warna dasar hijau.
b)	 Tulisan warna kuning.
c)	 Tanpa logo Persit.
d)	 Dapat	 menggunakan	digital printing atau layar 

proyektor.
e)	 Kain rentang dipasang di bawah gambar Presiden dan 

Wakil Presiden.
f)	 Penulisan nama pejabat pada kain rentang, 

menggunakan nama kecil berlaku bagi semua tingkat 
kepengurusan.

g)	 Penggunaan  kain  rentang  hanya  sampai  dengan 
tingkat kepengurusan Ranting setingkat Batalyon.

5)	 Pada acara foto Bersama posisi duduk Pembina harian 
berada di paling kanan Ketua.
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DENAH UPACARA SERAH TERIMA JABATAN
 WAKIL KETUA GABUNGAN, DAERAH, CABANG BS 

SAMPAI DENGAN SUB ANAK RANTING

  	   	

 
Keterangan denah:
1.	 Wakil Ketua Lama
2.	 Wakil Ketua Baru
3.	 Undangan
a.	 Pataka atau Vandel Persit Kartika Chandra Kirana
b.	 Vandel Yayasan Kartika Jaya
c.	 Meja upacara

Catatan :
Posisi dalam keadaan berdiri

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran G Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor	 : Juklak/ 3 / VII / 2023  
Tanggal  	: 18 Juli 2023
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II.	 PEMBANTU PEMIMPIN DAN ANGGOTA PENGURUS DI SEMUA 
TINGKAT KEPENGURUSAN
a.	 Penyelesaian Administrasi.

1)	 Pengurus yang bersangkutan mengajukan surat 
permohonan pengunduran diri kepada Ketua tingkat 
kepengurusan setempat (karena alih tugas atau purna 
bakti suami).

2)	 Surat keputusan pemberhentian dan pengangkatan 
dikeluarkan oleh Ketua tingkat kepengurusan setempat 
(untuk Tingkat Pengurus Pusat, Gabungan, Daerah dan 
Cabang BS).

3)	 Untuk pembantu pemimpin dilengkapi dengan pembuatan 
memori serah terima jabatan, yaitu program kerja dan 
anggaran seksi yang telah, belum dan sedang dikerjakan 
(untuk Tingkat Pengurus Pusat, Gabungan, Daerah, 
Cabang BS). Penyerahan buku memori tidak diacarakan. 
Diserahkan sebelum melaksanakan serah terima melalui 
sekretariat.

4)	 Berita acara dibuat rangkap tiga, tidak dibubuhi cap dan 
disampaikan kepada:
 a)	 Pengurus Lama.
 b)	 Pengurus Baru.
 c)	 Arsip. 

5)	 Melaksanakan serah terima jabatan, pengangkatan dan 
pemberhentian dengan Berita Acara.

b.	 Serah Terima Jabatan:
1)	 Dilaksanakan di depan ketua tingkat kepengurusan yang 

bersangkutan dan seluruh pengurus.
2)	 Apabila Ketua tingkat kepengurusan yang bersangkutan 

berhalangan hadir dapat disaksikan oleh yang mewakili 
(Wakil Ketua atau Ketua Seksi).

3)	 Di tingkat Pusat, Gabungan, Daerah dan Cabang 
BS dilaksanakan berdasarkan surat keputusan dan 
penandatanganan Berita Acara.
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4)	 Di tingkat Koorcab sampai dengan Sub Anak Ranting 
dilaksanakan berdasarkan penandatanganan Berita Acara 
Serah Terima.

5)	 Untuk Serah Terima Jabatan Ketua Seksi Ekonomi 
dan Bendahara diadakan pemeriksaan keuangan dan 
kekayaan serta penandatanganan berita acara keuangan.

6)	 Serah Terima Jabatan untuk Kepengurusan Kader Pos 
KB Kes Terpadu/Posyandu mengikuti acara serah terima 
jabatan pengurus di tingkat kepengurusan masing-masing 
dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima.

c.	 Tata Tertib Upacara.

1)	 Tempat dalam ruangan.
2)	 Pakaian Seragam Upacara
3)	 Bendera merah putih dan Vandel ditempatkan di sebelah 

kanan meja upacara.
4)	 Susunan acara.

a)	 Pembukaan.
b)	 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
c)	 Himne Persit Kartika Chandra Kirana.
d)	 Penandatanganan Berita Acara Serah Terima.
e)	 Sambutan Ketua atau yang mewakili.
f)	 Doa.
g)	 Penutup
Acara Tambahan:

	 Pemberian cenderamata dan piagam penghargaan 
menyesuaikan.

5)	 Kain rentang warna hijau dengan tulisan warna kuning, 
dapat menggunakan digital printing atau layar proyektor 
dan tanpa logo Persit.

Penjelasan Tata Upacara
1.	 Penandatanganan Berita Acara Serah Terima jabatan dilaksanakan 

di meja serah terima yang telah disediakan dengan berdiri 
disaksikan pemimpin yang bersangkutan (pemimpin duduk).

2.	 Pada saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima jabatan 
posisi berdiri pembantu pemimpin atau anggota pengurus lama 
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berada di sebelah kanan dan pembantu pemimpin atau anggota 
pengurus baru berada di sebelah kiri menghadap ketua.

3.	 Berita Acara Serah Terima jabatan disiapkan di atas meja serah 
terima.

PENUTUP

1.	 Hal-hal yang belum tercantum dalam petunjuk pelaksanaan ini 
dapat diatur dan disesuaikan dengan keperluan.

2.	 Petunjuk pelaksanaan tentang Serah Terima Jabatan Pengurus 
Persit Kartika Chandra Kirana berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Kepada Yth
Ketua Persit Kartika Chandra Kirana 
Gabungan, Daerah dan Cabang BS di 
seluruh Indonesia

Tembusan:
1.	 Kepala Staf TNI Angkatan Darat 

selaku Pembina Utama Persit 
Kartika Chandra Kirana

2.	 Aspers Kasad
	 selaku Pembina Harian Persit 

Kartika Chandra Kirana Pengurus 
Pusat

3.	 Pembina Persit
	 Kartika Chandra Kirana
	 Gabungan, Daerah dan Cabang 

BS di seluruh Indonesia

dikeluarkan di Jakarta 
pada tanggal, 18 Juli 2023

Ketua Umum

Ny. Rahma Dudung Abdurachman



46

PETUNJUK PELAKSANAAN
Nomor: Juklak/ 4 / VII / 2023 

tentang
PENYERAHAN ATAU PENERIMAAN TUGAS DAN TANGGUNG 

JAWAB JABATAN PENGURUS
DI LINGKUNGAN PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

PENDAHULUAN

1.	 Umum
	 Untuk mengatur Penyerahan atau Penerimaan Tugas dan Tanggung 

Jawab Pengurus di lingkungan Persit Kartika Chandra Kirana 
perlu dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyerahan atau 
Penerimaan Tugas dan Tanggung Jawab (Pemberhentian atau 
Pengangkatan) Pengurus di lingkungan Persit Kartika Chandra 
Kirana.

2.	 Tujuan
Petunjuk Pelaksanaan ini disusun dengan tujuan untuk digunakan 
sebagai pedoman dalam melaksanakan Penyerahan atau 
Penerimaan Tugas dan Tanggung Jawab (Pemberhentian atau 
Pengangkatan) Pengurus di lingkungan Persit Kartika Chandra 
Kirana.

3.	 Dasar
a.	 Anggaran Rumah Tangga Persit Kartika Chandra Kirana Bab II 

Pasal 14 tentang Ketentuan Khusus.
b.	 Petunjuk Pelaksanaan Persit Kartika  Chandra  Kirana 

Nomor:Juklak/4/II/2018 tanggal 7 Februari 2018.

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT
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PENYELESAIAN ADMINISTRASI

1.	 Wewenang penetapan surat	 keputusan penyerahan atau 
penerimaan tugas dan tanggung jawab pengurus oleh:

	 a.	 Kepala Staf Angkatan Darat selaku Pembina Utama, untuk :
		  1) Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana
		  2) Wakil Ketua Umum Persit kartika Chandra Kirana

	 b.	 Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana untuk:
1)	 Ketua dan Wakil Ketua Gabungan, Daerah dan Cabang 

BS.
2)	 Pembantu  Pemimpin  dan  anggota  pengurus  lainnya  di 

tingkat Pusat.
3)	 Ketua dan Wakil Ketua tingkat kepengurusan  Koorcab 

dan Cabang di lingkungan PG Mabesad.
c.	 Ketua Gabungan, Daerah dan Cabang BS untuk:

1)	 Ketua dan Wakil  Ketua Koorcab  sampai  dengan  Sub 
Anak Ranting.

2)	 Pembantu Pemimpin dan anggota pengurus lainnya di 
tingkat Gabungan, Daerah dan Cabang BS.

2.	 Penyerahan atau penerimaan tugas dan tanggung jawab 
Pembantu Pemimpin dan anggota pengurus lainnya di tingkat 
kepengurusan Koorcab sampai dengan Sub Anak Ranting cukup 
dengan penandatanganan berita acara pemberhentian atau 
pengangkatan dengan diketahui oleh Ketua tingkat kepengurusan 
yang bersangkutan.

3.	 Laporan.
a.	 Pada penyerahan tugas dan tanggung jawab Ketua Umum dan 

Ketua di setiap tingkat kepengurusan diutamakan pembuatan 
laporan umum lengkap dengan keuangan dan kekayaan serta 
pembuatan memori.

b.	 Pembacaan dan penyerahan memori pada rapat paripurna 
yang diadakan sebelum pelaksanaan penyerahan tugas dan 
tanggung jawab jabatan.
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 c.	 Laporan keuangan dan kekayaan dibuat berdasarkan hasil 
pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh tim pemeriksa 
keuangan sesuai Anggaran Rumah Tangga Bab IV Pasal 23 
tentang pemeriksaan keuangan. Penandatanganan berita 
acara serah terima keuangan dan kekayaan dilaksanakan 
pada saat rapat paripurna.

d.	 Laporan umum kepada Ketua satu tingkat di atas untuk 
kemudian diserahkan kepada pejabat Ketua yang ditunjuk 
berdasarkan surat tugas.

e.	 Pembuatan memori berisi kegiatan yang menonjol, kegiatan 
yang sudah, sedang dan belum dilaksanakan dilengkapi 
dengan keuangan dan inventaris kekayaan sebagai bahan 
acuan pejabat yang baru.

f.	 Pengecekan keuangan dilaksanakan pada saat rapat paripurna 
disaksikan oleh calon Ketua, Pembina Harian serta Pengurus 
pada saat tersebut Bendahara dan Ketua Seksi Ekonomi dapat 
menunjukkan pembukuan.

4.	 Berita Acara
a.	 Berita acara pemberhentian atau pengangkatan dibuat rangkap 

dua untuk:
1)	 Pejabat yang menyerahkan atau menerima tugas.
2)	 Arsip.

b.	 Berita Acara Pemberhentian atau Pengangkatan memakai 
kepala surat, cap dan tanda tangan sesuai dengan tingkat 
kepengurusan dan pejabat yang mengetahui.

PELAKSANAAN

1.	 Penyerahan  tugas  dan  tanggung  jawab  dilaksanakan  secara 
berjenjang satu tingkat ke atas, sebagai berikut.
a.	 Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana kepada Ketua 

Umum Dharma Pertiwi.
b.	 Ketua  Gabungan,  Daerah  dan  Cabang  BS  kepada  Ketua 

Umum Persit Kartika Chandra Kirana.
c.	 Ketua Koorcab, Cabang, Ranting BS, Ranting, Anak Ranting 

dan Sub Anak Ranting kepada Ketua satu tingkat di atasnya.
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d.	 Wakil Ketua Umum atau Wakil Ketua semua tingkat 
kepengurusan kepada Ketua Umum atau Ketua tingkat 
kepengurusan yang bersangkutan.

e.	 Untuk pembantu pemimpin dan anggota pengurus lainnya 
kepada Pemimpin tingkat kepengurusan yang bersangkutan.

2.	 Untuk  penyerahan  tugas  dan  tanggung  jawab  jabatan  terjadi 
karena ada beberapa kemungkinan.
a.	 Panglima, komandan, atau orang pertama dalam dinas yang 

menggantikan, belum atau tidak mempunyai istri.
b.	 Terjadi kekosongan karena komandan yang lama telah 

menyerahterimakan jabatannya, sedangkan komandan baru 
belum ditunjuk.

c.	 Ketua tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya, sedangkan masa jabatan belum berakhir.

d.	 Tingkat kepengurusan yang bersangkutan tidak mempunyai 
ketua dan wakil ketua karena kedua unsur pemimpinnya 
belum atau tidak mempunyai istri. (Jika pemimpinnya anggota 
TNI Wanita).

3.	 Pelaksanaan  penyerahan  tugas  dan  tanggung  jawab jabatan  
diatur sebagai berikut:
a.	 Untuk pelaksanaan butir 2a dan 2b.

1)	 Penyerahan tugas dan tanggung jawab jabatan  dilaksanakan 
di depan seluruh pengurus yang bersangkutan kepada 
Ketua satu tingkat di atas dihadiri Pembina Harian serta 
undangan lain sesuai kebijaksanaan tingkat kepengurusan 
yang bersangkutan.

2)	 Tugas dan tanggung jawab ketua dilaksanakan oleh Wakil 
Ketua juga selaku Pejabat Ketua berdasarkan Surat Ketua 
satu tingkat di atas.

3)	 Penyerahan tugas dan tanggung jawab di lingkungan PG 
Mabesad berdasarkan Surat Tugas dari Keputusan Ketua 
Umum.

4)	 Wakil Ketua melaksanakan tugas sebagai Pejabat 
Ketua berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Tingkat 
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kepengurusan di atasnya sesuai permohonan Ketua lama 
dengan persetujuan Pembina tingkat kepengurusan yang 
bersangkutan. 

5)	 Wakil Ketua mengajukan surat keputusan pengangkatan 
untuk Ketua yang baru kepada Ketua tingkat kepengurusan 
satu tingkat di atas.

6)	 Catatan Khusus
a) 	 Apabila Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana 

menjadi Ketua Umum Dharma Pertiwi, maka yang 
dilaksanakan adalah Penerimaan Tugas dan Tanggung 
Jawab Jabatan Ketua Umum Persit Kartika Chandra 
Kirana. Tidak dilaksanakan Rapat Paripurna, namun 
tetap dilaksanakan penandatanganan berita acara 
serah terima keuangan dan kekayaan.

b)	 Apabila Ketua Gabungan Mabesad, Gabungan Kostrad 
atau Gabungan Kodiklatad menjadi Ketua Umum Persit 
Kartika Chandra Kirana, tetapi pengganti belum ada, 
maka tugas dan tanggung jawab ketua dilaksanakan 
oleh Wakil Ketua juga selaku Pejabat Ketua dengan 
surat tugas. Selanjutnya apabila  pengganti telah 
ada, maka akan dilaksanakan penerimaan tugas dan 
tanggung jawab jabatan.

b.	 Untuk pelaksanaan butir 2c yaitu apabila Ketua tidak dapat 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sedangkan 
masa jabatan belum berakhir, diatur sebagai berikut:
1)	 Ketua tingkat kepengurusan yang bersangkutan 

menyerahkan wewenang kepada Wakil Ketua untuk 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas nama 
Ketua.

2)	 Apabila tidak ada Wakil Ketua, Pembina menunjuk salah 
seorang Pembantu Pemimpin di lingkungannya untuk 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Pejabat 
Ketua.

3)	 Berdasarkan penunjukkan tersebut dikirim permohonan 
surat tugas kepada Ketua tingkat kepengurusan satu 
tingkat di atas untuk Pejabat yang ditunjuk.
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4)	 Penyerahan tugas dan tanggung jawab butir 2c tanpa 
pembuatan laporan umum dan tanpa laporan khusus.

c.	 Untuk pelaksanaan butir 2d yaitu apabila kedua unsur pemimpin 
dari dinas yang bersangkutan belum atau tidak mempunyai 
istri, maka diatur sebagai berikut:
1)	 Pembina menunjuk salah seorang pembantu pemimpin di 

lingkungan nya untuk melaksanakan tugas dan tanggung 
jawab sebagai Pejabat Ketua.

2)	 Berdasarkan penunjukkan tersebut, maka dikirim 
permohonan surat tugas kepada Ketua satu tingkat di atas 
untuk Pejabat yang ditunjuk. 

3)	 Pejabat Ketua mengajukan permohonan surat keputusan 
tentang pengangkatan Ketua kepada Ketua satu tingkat di 
atas berdasarkan surat keputusan dinas.

4)	 Apabila surat keputusan sudah diterima dan telah 
dilaksanakan pengangkatan maka surat tugas atas nama 
Pejabat Ketua tidak berlaku lagi.

4.	 Penyerahan tugas dan tanggung jawab Pembantu Pemimpin dari 
Tingkat Pusat sampai dengan Sub Anak Ranting dilaksanakan 
sebagai berikut:
a.	 Pembantu  Pemimpin  menyerahkan  tugas  dan  tanggung 

jawabnya kepada Pemimpin.
b.	 Pemimpin menunjuk salah satu dari anggota seksi yang 

bersangkutan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
Ketua seksinya dengan surat tugas.

c.	 Apabila Ketua Seksi yang baru sudah ada, maka surat tugas 
tidak berlaku lagi.

5.	 Untuk anggota pengurus lainnya (urusan) diserahkan kepada 
Ketua Seksi dan Ketua Seksi menunjuk salah satu urusan seksi 
yang bersangkutan  untuk melaksanakan tugas sampai urusan 
yang baru ada penunjukan anggota pengurus tanpa surat tugas.

6.	 Tata tertib upacara penyerahan tugas dan tanggung jawab jabatan 
Ketua diatur sebagai berikut:
a.	 Tempat menyesuaikan dengan dinas.
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b.	 Pakaian Seragam Upacara.
c.	 Lencana Persit Kartika Chandra Kirana
d.	 Undangan memakai Lencana sesuai organisasi yang diwakili.

7.	 Acara pada penerimaan tugas dan tanggung jawab jabatan Ketua 
serta Wakil Ketua di semua tingkat kepengurusan dilaksanakan 
bersamaan dengan dinas kecuali Ketua Umum Persit Kartika 
Chandra Kirana.

8.	 Susunan acara Penerimaan Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan 
Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana :
a. 	 Pembukaan
b. 	 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
c. 	 Himne Persit Kartika Chandra Kirana
d. 	 Pembacaan surat keputusan
e. 	 Penandatanganan Berita Acara Pengangkatan
f. 	 Penyerahan buku memori serah terima dan kekayaan
g. 	 Sambutan Ketua Umum Dharma Pertiwi
h. 	 Penyematan Lencana Setia Bhakti Bina Utama dan Lencana 

Setia Bhakti Utama
i. 	 Mars Persit Kartika Chandra Kirana
j. 	 Doa
k. 	 Penutup
Catatan :
Pengukuhan Ibu Raksakarini Sri Sena dilaksanakan setelah acara 
Penerimaan Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Ketua Umum 
Persit Kartika Chandra Kirana.

9.  Susunan Acara Penyerahan atau Penerimaan tugas dan tanggung 
Jawab Pembantu Pemimpin dan Anggota Pengurus lainnya di 
semua tingkat kepengurusan sebagai berikut: 
a. 	 Pembukaan
b. 	 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
c. 	 Himne Persit Kartika Chandra Kirana
d.	 Penandatanganan berita Acara Pemberhentian atau 

pengangkatan
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e. 	 Sambutan ketua tingkat kepengurusan yang bersangkutan
f. 	 Mars Persit Kartika Chandra Kirana
g. 	 Doa
h. 	 Penutup

PENJELASAN TATA UPACARA

1.	 Penerimaan tugas dan tanggung jawab jabatan Ketua Umum 
Persit Kartika.Chandra Kirana dari Ketua Umum Dharma Pertiwi 
dilaksanakan tidak bergabung dengan dinas.

2. 	 Pada pelaksanaan upacara penyerahan atau penerimaan tugas 
dan tanggung jawab jabatan Ketua Gabungan, Daerah, Cabang 
BS sampai dengan Sub Anak Ranting dilaksanakan bergabung 
dengan dinas. Peserta Upacara dan undangan dalam posisi 
berdiri.
a.	 Pataka atau Vandel Persit Kartika Chandra Kirana dihadirkan 

pada acara penyerahan dan penerimaan tugas dan tanggung 
jawab (pemberhentian atau pengangkatan) Ketua dan Wakil 
Ketua Gabungan, Daerah, Cabang BS, sampai dengan Sub 
Anak Ranting ditempatkan di sebelah kanan meja upacara 
dan posisi Bendera Merah Putih menyesuaikan dengan dinas.

b.	 Pada penyerahan atau penerimaan tugas dan tanggung jawab 
jabatan rangkap, Vandel Persit Kartika Chandra Kirana yang 
dihadirkan adalah vandel tingkat kepengurusan yang tertinggi.

c.	 Pada penyerahan tugas dan tanggung jawab jabatan dari Ketua 
Persit Kartika Chandra Kirana Gabungan, Daerah dan Cabang 
BS kepada Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, yang 
dihadirkan adalah Pataka.

d.	 Pada penerimaan tugas dan tanggung jawab jabatan dari 
Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana kepada Ketua 
Persit Kartika Chandra Kirana Gabungan, Daerah dan Cabang 
BS yang dihadirkan adalah Pataka tingkat kepengurusan yang 
bersangkutan.
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LAIN-LAIN
1.	 Apabila kesatuan tidak mempunyai Wakil, maka istri dari 

anggota TNI Angkatan Darat yang merupakan orang kedua di 
lingkungannya ditunjuk sebagai Wakil Ketua atas persetujuan 
Pembina.

2.	 Apabila dalam acara penyerahan atau penerimaan tugas ketua, 
tidak dapat disaksikan oleh Ketua atau Wakil Ketua tingkat 
kepengurusan satu tingkat di atasnya, maka berita acara yang 
sudah ditandatangani oleh Ketua yang menyerahkan atau 
menerima dikirim untuk mendapatkan tanda tangan dan cap 
tingkat kepengurusan satu tingkat di atasnya.

3.	 Rapat Paripurna.
a.	 Susunan acara (untuk penyerahan tugas).

1)	 Pembukaan
2)	 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
3)	 Himne Persit Kartika Chandra Kirana
4)	 Pembacaan dan penyerahan memori dan laporan 

keuangan
5)	 Penandatanganan berita acara serah terima keuangan 

dan kekayaan
6)	 Sambutan Pembina Harian
7)	 Mars Persit Kartika Chandra Kirana
8)	 Doa
9)	 Penutup

b.	 Denah rapat paripurna terlampir.
4.	 Tata cara penyerahan atau penerimaan tugas Ketua yang 

mempunyai jabatan rangkap diatur sebagai berikut:
a.	 Pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan Ketua 

Persit Kartika Chandra Kirana dilaksanakan terpisah 
dengan jabatan Ketua IKKT Pragati Wira Anggini atau 
Dharma Pertiwi Daerah, Koordinasi Cabang, Cabang dan 
Ranting

b.	 Penyerahan atau penerimaan tugas Ketua Persit Kartika 
Chandra Kirana yang juga merangkap sebagai Ketua 
Dharma Pertiwi, penandatanganan Berita Acara Serah 
Terima dilaksanakan secara terpisah 
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c.	 Susunan acara penyerahan tugas Ketua
1)	 Pembukaan.
2)	 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
3)	 Himne Persit Kartika Chandra Kirana.
4)	 Pembacaan  surat  keputusan  pemberhentian  (bagi 

Ketua Lama).
5)	 Pembacaan surat tugas (bagi Pejabat Ketua).
6)	 Penandatanganan berita acara pemberhentian, 

keuangan dan kekayaan.
7)	 Penyerahan  memori,  keuangan  dan  kekayaan  dari 

Ketua Lama kepada Ketua satu tingkat di atas.
8)	 Sambutan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana 

atau Ketua satu tingkat di atas.
9)	 Mars Persit Kartika Chandra Kirana.
10)	Doa.

d.	 Susunan acara penerimaan tugas Ketua.
1)	 Pembukaan.
2)	 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
3)	 Himne Persit Kartika Chandra Kirana.
4)	 Pembacaan surat keputusan pengangkatan (bagi 

Ketua Baru).
5)	 Penandatanganan	 berita acara pengangkatan, 

keuangan dan kekayaan.
6)	 Penyerahan  memori,  keuangan  dan  kekayaan  dari 

Ketua satu tingkat di atas kepada Ketua Baru.
7)	 Sambutan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana 

atau Ketua satu tingkat di atas.
8)	 Mars Persit Kartika Chandra Kirana.
9)	 Doa. 

e.	 Kain rentang atau kain spanduk pada upacara penyerahan 
atau penerimaan dalam jabatan fungsional rangkap di semua 
tingkat kepengurusan, berwarna dasar hijau dan warna 
tulisan kuning dengan penulisan jabatan yang tertinggi, dapat 
menggunakan digital printing atau layar proyektor dan tanpa 
logo Persit
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	 Contoh penulisan kain rentang pada acara penyerahan dan 
penerimaan tugas sebagai berikut:

1. PENYERAHAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 
JABATAN 

•	 KETUA UMUM PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

•	 KETUA DHARMA PERTIWI UNSUR PERSIT KARTIKA 
CHANDRA KIRANA

	 DARI NY.........…….....................KEPADA KETUA UMUM 
DHARMA PERTIWI

KOTA, TANGGAL ............20.......

2. 	 PENERIMAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 
JABATAN 

•	 KETUA UMUM PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

•	 KETUA DHARMA PERTIWI UNSUR PERSIT KARTIKA 
CHANDRA KIRANA

	 DARI KETUA UMUM DHARMA PERTIWI 
	 KEPADA NY............................

KOTA, TANGGAL ............20.......

3.	 PENYERAHAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 
JABATAN 

	 WAKIL KETUA UMUM PERSIT KARTIKA CHANDRA 
KIRANA 

	 DARI NY………………KEPADA  KETUA UMUM PERSIT 
KARTIKA CHANDRA KIRANA

KOTA, TANGGAL ............20.......
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4.	 PENERIMAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB JABATAN 
WAKIL KETUA UMUM PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
DARI KETUA UMUM PERSIT KARTIKA  CHANDRA KIRANA 
KEPADA NY. …………………………………

KOTA, TANGGAL ............20.......

5.	 PENYERAHAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 
JABATAN (TANPA YAYASAN)
KETUA PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA
DAERAH..............................DARI NY  ……..................
KEPADA KETUA UMUM PERSIT KARTIKA CHANDRA 
KIRANA

KOTA, TANGGAL ............20.......

6.	 PENERIMAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 
JABATAN (DENGAN YAYASAN)
•	 KETUA PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 

DAERAH.......................................................................
	 DARI KETUA UMUM PERSIT KARTIKA CHANDRA 

KIRANA 
	 KEPADA NY...................................................................
•	 KETUA YAYASAN KARTIKA JAYA................................

KEPADA NY. .................................................................

KOTA, TANGGAL ............20.......

f.	 Untuk tingkat kepengurusan yang lain menyesuaikan.
	 Contoh penulisan kain Rentang Rapat Paripurna dalam rangka 

penyerahan tugas dan tanggung jawab jabatan.

	 RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA
	 PENYERAHAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB JABATAN 

KETUA PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA PG, PD, 
PCBS SAMPAI SUB ANAK RANTING

	 DARI NY ..........................KEPADA KETUA UMUM/KETUA
PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA.................................

KOTA, TANGGAL ............20.......
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dikeluarkan di Jakarta 
pada tanggal, 18 Juli 2023

Ketua Umum

Ny. Rahma Dudung Abdurachman

Kepada Yth
Ketua Persit Kartika Chandra Kirana 
Gabungan, Daerah dan Cabang BS di 
seluruh Indonesia

Tembusan:
1.	 Kepala Staf TNI Angkatan Darat 

selaku Pembina Utama Persit 
Kartika Chandra Kirana

2.	 Aspers Kasad
	 selaku Pembina Harian Persit 

Kartika Chandra Kirana Pengurus 
Pusat

3.	 Pembina Persit
	 Kartika Chandra Kirana
	 Gabungan, Daerah dan Cabang 

BS di seluruh Indonesia

 PENUTUP

1.	 Hal-hal yang belum tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan ini 
dapat diatur dan disesuaikan dengan keperluan.

2.	 Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyerahan atau Penerimaan 
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus di lingkungan Persit Kartika 
Chandra Kirana berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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DENAH UPACARA PENERIMAAN TUGAS
 DAN TANGGUNG JAWAB JABATAN KETUA UMUM 

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

  	   	  

Keterangan Denah:
1.	 Pembina Utama Dharma Pertiwi
2.	 Ketua Umum Dharma Pertiwi
3.	 Ketua Umum Baru
4.	 Pembina Utama Baru
5.	 Pembina Harian
6.	 Undangan
a.	 Gambar Presiden
b.	 Lambang Bhinneka Tunggal Ika
c.	 Gambar Wakil Presiden
d.	 Bendera Merah Putih
e.	 Vandel Dharma Pertiwi
f.	 Panji Persit Kartika Chandra Kirana
g.	 Meja Upacara
h.	 Mimbar
i.	 Meja pembawa acara dan pembaca doa

i

b

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran A Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor    : Juklak/ 4 / VII / 2023  
Tanggal  : 18 Juli 2023

5
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DENAH UPACARA PENYERAHAN TUGAS 
DAN TANGGUNG JAWAB JABATAN KETUA UMUM 

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

  	   	  

Keterangan Denah:
1.	 Pembina Utama Dharma Pertiwi
2.	 Ketua Umum Dharma Pertiwi
3.	 Ketua Umum Lama
4.	 Pembina Utama Lama
5.	 Pemimpin Harian
6.	 Undangan
a.	 Gambar Presiden
b.	 Lambang Bhinneka Tunggal Ika
c.	 Gambar Wakil Presiden
d.	 Bendera Merah Putih
e.	 Vandel Dharma Pertiwi
f.	 Panji Persit Kartika Chandra Kirana
g.	 Meja Upacara
h.	 Mimbar
i.	 Meja pembawa acara dan pembaca doa

i

b

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran B Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor    : Juklak/ 4 / VII / 2023  
Tanggal  : 18 Juli 2023

5
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DENAH UPACARA PENYERAHAN ATAU PENERIMAAN TUGAS
DAN TANGGUNG JAWAB JABATAN WAKIL KETUA UMUM 

  	   	  

Keterangan denah:
1.	 Ketua Umum
2.	 Wakil Ketua Umum Lama (pada penyerahan) atau 
	 Wakil Ketua Umum Baru (pada penerimaan)
3.	 Undangan
a.	 Panji Persit kartika Chandra Kirana
b.	 Meja upacara

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran C Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor	 : Juklak/ 4 / VII / 2023  
Tanggal  	: 18 Juli 2023
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PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran D Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor	 : Juklak/ 4 / VII / 2023  
Tanggal  	: 18 Juli 2023

DENAH UPACARA PENYERAHAN TUGAS DAN PENERIMAAN
TUGAS KETUA GABUNGAN, DAERAH, CABANG BS

S.D. SUB ANAK RANTING DI SEMUA TINGKAT 
KEPENGURUSAN

  	   	  

Keterangan denah untuk Pemberhentian dan Pengangkatan pada 
posisi berdiri :
1.	 Ketua Umum atau Ketua satu tingkat di atas
2.	 Calon pejabat Ketua (pada pemberhentian), Pejabat Ketua (pada 

pengangkatan)
3.	 Undangan
a.	 Pataka atau Vandel Persit Kartika Chandra Kirana
b.	 Vandel Yayasan
c.	 Meja upacara
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PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran E Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor	 : Juklak/ 4 / VII / 2023  
Tanggal  	: 18 Juli 2023

 DENAH UPACARA PENYERAHAN TUGAS ATAU 
PENERIMAAN TUGAS WAKIL KETUA PERSIT KARTIKA 

CHANDRA KIRANA DI SEMUA TINGKAT KEPENGURUSAN

  	   	  

Keterangan denah:
1.	 Ketua satu tingkat di atas
2.	 Wakil ketua lama (pada pemberhentian), Wakil Ketua baru (pada 

pengangkatan)
3.	 Undangan
a.	 Pataka atau Vandel Persit Kartika Chandra Kirana
b.	 Vandel Yayasan Kartika Jaya (yang mempunyai jabatan rangkap)
c.	 Meja upacara
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DENAH UPACARA PENERIMAAN/PENYERAHAN TUGAS 
DAN TANGGUNG JAWAB  JABATAN 

PEMBANTU PIMPINAN DAN ANGGOTA PENGURUS LAINNYA
DARI TINGKAT KEPENGURUSAN PUSAT SAMPAI DENGAN 

SUB ANAK RANTING

  	   	

 Keterangan denah:
1.	 Ketua Umum atau Ketua tingkat kepengurusan yang bersangkutan
1a.	Posisi duduk Ketua Umum atau Ketua tingkat kepengurusan 

yang bersangkutan setelah Himne Persit Kartika Chandra Kirana 
dinyanyikan.

2.	 Pembantu Pemimpin atau Anggota Pengurus Lama (untuk 
Penyerahan).

	 Pembantu Pemimpin atau Anggota Pengurus Baru (untuk 
Penerimaan).

3.	 Undangan
a.	 Gambar Presiden
b.	 Lambang Negara Bhinneka Tunggal Ika
c.	 Gambar Wakil Presiden
d.	 Bendera merah putih
e.	 Vandel Persit Kartika Chandra Kirana
f.	 Meja penandatanganan Berita Acara Serah Terima
g.	 Mimbar
h.	 Meja pembawa acara dan pembaca doa.

3

3 3

1 32

2

3 3

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran F Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor    : Juklak/ 4 / VII / 2023  
Tanggal  : 18 Juli 2023
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PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran G Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor    : Juklak/ 4 / VII / 2023  
Tanggal  : 18 Juli 2023

  DENAH RAPAT PARIPURNA PADA PENYERAHAN TUGAS DAN 
TANGGUNG JAWAB (PEMBERHENTIAN) 

  	   	  

Keterangan denah:
1.	 Pembina Harian
2.	 Ketua Umum atau Ketua yang akan diberhentikan
3.	 Undangan
a.	 Gambar Presiden
b.	 Lambang Negara Bhinneka Tunggal Ika
c.	 Gambar Wakil Presiden
d.	 Bendera Merah Putih
e.	 Vandel Persit Kartika Chandra Kirana
f.	 Meja Pemimpin
g.	 Mimbar
h.	 Meja pembawa acara dan pembaca doa

1 2
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PETUNJUK PELAKSANAAN
Nomor: Juklak/ 5 / VII / 2023 

tentang
TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS 

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

PENDAHULUAN

1.	 Umum
	 Untuk keseragaman dan memperjelas ruang lingkup pekerjaan 

masing-masing anggota pengurus di lingkungan Persit Kartika 
Chandra Kirana perlu dikeluarkan petunjuk pelaksanaan tentang 
Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengurus.

2.	 Tujuan
	 Petunjuk pelaksanan ini dibuat dengan maksud agar terdapat 

keseragaman dan  ketertiban dalam melaksanakan Tugas, 
Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengurus Persit Kartika 
Chandra Kirana  dan digunakan sebagai pedoman dalam 
melaksanakan kegiatan organisasi.

3.	 Dasar
a.	 Anggaran Rumah Tangga Persit Kartika Chandra  Kirana Bab 

II Pasal 13 tentang tugas dan tanggung jawab pengurus.
b.	 Keputusan Musyawarah Pusat XII Persit Kartika Chandra 

Kirana tentang Pengesahan Hasil Musyawarah Pusat XIII 
Persit Kartika Chandra Kirana tanggal 7 Februari 2018.

c.	 Petunjuk Pelaksanaan nomor Juklak /6/II/2018 tanggal 7 
Februari 2018 tentang Tugas, Kewenangan dan Tanggung 
Jawab Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana.

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT
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BAB I
TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN, 

PEMBANTU PEMIMPIN DAN ANGGOTA PENGURUS

1.	 Pemimpin (Ketua dan Wakil Ketua)
a.	 Pemimpin (Ketua dan Wakil Ketua) mempunyai tugas, 

kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:
1)	 Menentukan kebijaksanaan dalam rangka melaksanakan 

kewajibannya.
2)	 Memimpin dan mengendalikan kegiatan organisasi.
3)	 Pengambilan keputusan.
4)	 Mengeluarkan petunjuk.
5)	 Mengadakan pengawasan secara umum atas kegiatan 

yang dilaksanakan.
6)	 Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 

Pembina Utama atau Pembina setempat dan Ketua satu 
tingkat kepengurusan diatasnya.

b.	 Disamping tugas pokok tersebut diatas, pemimpin (ketua) 
dapat melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan 
kebutuhan organisasi.

2.	 Pembantu  Pemimpin  (Para  Ketua  Seksi,  Sekretaris  dan 
Bendahara)

	 Dalam rangka melaksanakan kewajibannya, Pembantu Pemimpin 
mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab sebagai 
berikut:
a.	 Menyiapkan rencana kegiatan sesuai dengan program kerja.
b.	 Menyiapkan data organisasi.
c.	 Membuat perkiraan dan penelitian.
d.	 Mengajukan saran dan usul.
e.	 Melaksanakan kebijaksanaan dan keputusan pemimpin.
f.	 Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan  program kerja 

dan mengusahakan agar mencapai hasil yang maksimal.
g.	 Menghadiri undangan dari organisasi lain yang  seaspirasi dan 

dilingkungan TNI AD sesuai dengan petunjuk pemimpin. 
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h.	 Mengkoordinasikan kegiatan seksi masing-masing.
i.	 Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 

Ketua Umum atau Ketua.

3.	 Anggota Pengurus
	 Dalam	 rangka	melaksanakan	kewajibannya, Pembantu Pemimpin  

mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab sebagai 
berikut:
a.	 Membantu pelaksanaan tugas para Ketua Seksi, Sekretaris 

Umum dan Bendahara, dimana yang bersangkutan ditugaskan.
b.	 Melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.
c.	 Mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua Seksi 

masing-masing, Sekretaris Umum, Sekretaris dan Bendahara.

BAB II
TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

1.	 Pengurus Pusat
	 Pengurus Pusat merupakan pemimpin tertinggi dalam organisasi 

Persit Kartika Chandra Kirana yang mempunyai lingkup tugas, 
kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:
a.	 Memimpin, membina dan mengendalikan organisasi sesuai 

dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta 
melaksanakan keputusan Musyawarah Pusat.

b.	 Menentukan kebijaksanaan dalam keputusan Musyawarah 
Pusat sesuai arahan Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

c.	 Menyampaikan laporan kegiatan organisasi kepada Pembina 
Utama dan Pembina Harian secara berkala  maupun insidentil 
sesuai dengan keperluan.

d.	 Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas organisasi 
kepada Musyawarah Pusat dan Pembina Utama.

2.	 Ketua Umum dan Ketua
	 Tugas, kewenangan dan tanggung jawab Ketua Umum atau Ketua 

adalah sebagai berikut.
a.	 Memimpin dan mengendalikan organisasi.
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b.	 Memimpin Musyawarah Pusat, Rakerpus/Rakor.
c. 	 Menentukan kebijaksanaan,	 memberikan petunjuk, serta  

mengambil keputusan.
d.	 Bertindak atas nama organisasi dalam melaksanakan kegiatan 

keluar organisasi.
e.	 Melaksanakan pengawasan atas terselenggaranya tugas 

organisasi sesuai dengan Hasil Musyawarah Pusat dan 
petunjuk Pembina Utama.

3.	 Wakil Ketua Umum dan Wakil Ketua
	 Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Wakil Ketua Umum 

atau Wakil Ketua adalah sebagai berikut.
a.	 Membantu Ketua  Umum atau Ketua dalam melaksanakan 

tugasnya.
b.	 Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Umum 

atau Ketua.
c.	 Mewakili dan menjalankan tugas Ketua Umum atau Ketua 

sesuai dengan penugasan yang ditentukan apabila Ketua 
Umum atau Ketua berhalangan.

d.	 Menyampaikan saran atau masalah dari bidang penugasannya 
dan meneruskan keputusan Ketua Umum atau Ketua.

e.	 Apabila berhalangan menghadiri rapat atau kegiatan lain, Wakil 
Ketua Umum atau Wakil Ketua dapat menunjuk pembantu 
sesuai dengan bidang penugasannya untuk mewakili.

4.	 Seksi Organisasi
a.	 Ketua Seksi Organisasi
	 Tugas,  kewenangan  dan  tanggung  jawab  Ketua  Seksi 

Organisasi adalah sebagai berikut.
1)	 Memimpin seksi organisasi sehingga seluruh kegiatan 

dapat dilaksanakan dengan baik.
2)	 Memimpin rapat seksi.
3)	 Bekerjasama dengan seksi lain, terutama dalam 

menyampaikan rencana kerja dan menyusun program 
kerja.
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4)	 Mengadakan koordinasi dengan Dharma Pertiwi setempat 
mengenai bidang organisasi.

5)	 Menyiapkan data organisasi.
6)	 Menyusun laporan kegiatan bidang organisasi.
7)	 Menyiapkan bahan laporan tahunan dan evaluasi 

pelaksanaan program kerja. 
8)	 Mengajukan dan mempertanggungjawabkan penggunaan 

anggaran seksi kepada Ketua Umum atau Ketua.
9)	 Menunjuk salah seorang anggota seksi organisasi untuk 

mewakili apabila Ketua Seksi berhalangan.
10)	Mewakili  Ketua  dan  Wakil  Ketua  Umum,  Ketua  atau 

Wakil Ketua sesuai dengan petunjuk pemimpin.
11)	Melaksanakan	tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk 

Ketua Umum dan Ketua.
12)	Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 

Ketua Umum atau Ketua.

b.	 Urusan Organisasi
	 Tugas,	kewenangan dan tanggung jawab Urusan Organisasi 

adalah sebagai berikut.
1)	 Membantu pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
2)	 Merencanakan,  merumuskan  dan  menyusun  program 

kerja bidang organisasi.
3)	 Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan menyiapkan 

jadwal pelaksanaan program kerja seksi.
4)	 Mengumpulkan dan mengelola data organisasi.
5)	 Menyiapkan surat keputusan dan surat tugas.
6)	 Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk 

Ketua Seksi.
7)	 Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 

Ketua Seksi.

c.	 Urusan Personalia
Tugas kewenangan dan tanggung jawab Urusan Personalia.
1)	 Membantu pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
2)	 Meneliti dan menyelesaikan berkas pengajuan LSB.
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3)	 Memberikan piagam penghargaan dan plakat.
4)	 Mengadakan pendataan anggota dan pengkaderan 

pengurus Persit Kartika Chandra Kirana di semua tingkat 
kepengurusan

5)	 Menyelesaikan pengajuan KTA.
6)	 Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 

Ketua Seksi.

 d.	 Urusan Komunikasi Sosial
	 Tugas,	kewenangan dan tanggung jawab Urusan Komunikasi 

Sosial adalah sebagai berikut.
1)	 Membantu pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
2)	 Merencanakan,  merumuskan  dan  menyusun  program 

kerja bidang Komunikasi Sosial.
3)	 Mengadakan hubungan yang serasi dengan organisasi 

lain yang seaspirasi.
4)	 Mendata anggota yang masuk parpol, sebagai anggota 

legislatif dan Pilkada
5)	 Melaksanakan  tugas-tugas  lain  sesuai dengan  petunjuk 

Ketua Seksi.
6)	 Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 

Ketua Seksi.

e.	 Sekretaris Seksi Organisasi (tingkat Pusat)
	 Tugas, kewenangan dan tanggung jawab Sekretaris Seksi 

Organisasi adalah sebagai berikut.
1)	 Menyiapkan:

a)	 Bahan rapat dan risalah rapat.
b)	 Penyelenggaraan rapat seksi.
c)	 Konsep.
d)	 Bahan yang diperlukan Ketua Seksi.

2)	 Menghimpun dan menyusun arsip surat seksi.
3)	 Mencatat penerimaan dan penggunaan anggaran seksi.
4)	 Menyusun laporan kegiatan seksi.
5)	 Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 

Ketua Seksi.
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5.	 Seksi Ekonomi
a.	 Ketua Seksi Ekonomi
	 Tugas,	kewenangan  dan  tanggung  jawab  Ketua  Seksi 

Ekonomi adalah sebagai berikut.
1)	 Memimpin	seksi	 sehingga	 seluruh kegiatan dapat 

dilaksanakan dengan baik.
2)	 Memimpin rapat seksi.
3)	 Melaksanakan kebijaksanaan Ketua.
4)	 Bekerjasama  dengan  seksi  lain  menyiapkan  rencana 

kerja dan menyusun program kerja seksi.
5)	 Menampung  dan membahas masalah  bidang  ekonomi 

untuk diajukan kepada Ketua. 
6)	 Menyusun	laporan keuangan	 dan kegiatan Seksi Ekonomi.
7)	 Mengajukan dan mempertangungjawabkan penggunaan 

anggaran seksi kepada Ketua.
8)	 Menunjuk seorang (anggota) Seksi Ekonomi untuk 

mewakili apabila Ketua Seksi berhalangan.
9)	 Menghimpun data UMKM anggota.
10)	Membantu memasarkan UMKM anggota.
11)	Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk 

Ketua Umum atau Ketua.
12)	Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 

Ketua Umum atau Ketua.

b.	 Urusan Usaha
	 Tugas,  kewenangan  dan  tanggung  jawab  Urusan  Usaha 

adalah sebagai berikut.
1)	 Membantu pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
2)	 Merencanakan,  merumuskan  dan  menyusun  program 

kerja bidang usaha.
3)	 Mengusahakan :

a)	 Pengadaan barang-barang kebutuhan organisasi 
Persit Kartika Chandra Kirana.

b)	 Attribut organisasi dan menyalurkan sesuai dengan 
pesanan.
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4)	 Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 
Ketua Seksi.

c.	 Bantu Urusan Usaha
1)	 Membantu tugas-tugas urusan usaha.
2)	 Membantu  merencanakan,  merumuskan  dan  menyusun 

program kerja dan rencana kerja bidang usaha.
3)	 Membantu membuat laporan keuangan.
4)	 Melaksanakan tugas lain sesuai dengan petunjuk Ketua 

Seksi.
5)	 Bertanggungjawab kepada Ketua Seksi dan Urusan 

Usaha.

 d.	 Urusan Simpan Pinjam
	 Tugas,	kewenangan dan tanggung jawab Urusan 

Perkoperasian adalah sebagai berikut.
1)	 Membantu pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
2)	 Merencanakan, merumuskan dan menyusun program 

kerja bidang Simpan Pinjam.
3)	 Mengusahakan	 bahan ceramah atau penyuluhan 

tentang Simpan Pinjam.
4)	 Menyelenggarakan kegiatan simpan pinjam di lingkungan 

Persit Kartika Chandra Kirana.
5)	 Membuat laporan keuangan Simpan Pinjam.
6)	 Melaksanakan  tugas-tugas  lain  sesuai  dengan  petunjuk 

Ketua Seksi.
7)	 Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 

Ketua Seksi.
8)	 Bertanggungjawab kepada Ketua Seksi.

e.	 Sekretaris Seksi Ekonomi
	 Tugas,	kewenangan dan tanggung jawab Sekretaris Ekonomi 

adalah sebagai berikut.
1)	 Membantu tugas Ketua Seksi.
2)	 Mengagendakan atau mencatat surat masuk dan keluar.
3)	 Mendistribusikan surat setelah didisposisi Ketua Seksi.
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4)	 Mencatat  kegiatan  Ketua  Seksi  dan  kegiatan  Seksi 
Ekonomi.

5)	 Menyiapkan bahan dan ruang rapat.
6)	 Membuat konsep dan membuat surat keluar.
7)	 Tugas lain sesuai petunjuk Ketua Seksi.
8)	 Bertanggung jawab kepada Ketua Seksi. 

6.	 Seksi Kebudayaan
a.	 Ketua Seksi Kebudayaan
	 Tugas,  kewenangan  dan  tanggung  jawab  Ketua  Seksi 

Kebudayaan adalah sebagai berikut.
1)	 Memimpin seksi sehingga seluruh kegiatan dapat 

dilaksanakan dengan baik.
2)	 Memimpin rapat seksi.
3)	 Bekerjasama dengan seksi lain menyiapkan rencana kerja 

dan menyusun Program Kerja Seksi.
4)	 Melaksanakan kebijaksanaan Ketua Umum atau Ketua.
5)	 Menampung dan membahas masalah bidang kebudayaan 

untuk diajukan kepada Ketua Umum atau Ketua.
6)	 Mengadakan koordinasi dengan Dharma Pertiwi setempat 

tentang masalah di bidang kebudayaan.
7)	 Menyusun laporan kegiatan Seksi Kebudayaan.
8)	 Mengajukan dan mempertanggungjawabkan penggunaan 

anggaran seksi kepada Ketua Umum atau Ketua.
9)	 Menunjuk salah seorang anggota Seksi Kebudayaan untuk 

mewakili apabila Ketua Seksi berhalangan.
10)	Melaksanakan tugas-tugas  lain  sesuai  dengan petunjuk 

Ketua Umum atau Ketua.
11)	Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 

Ketua Umum atau Ketua.

b.	 Urusan Budaya
	 Tugas,  kewenangan  dan  tanggung  jawab  Urusan  Budaya 

adalah sebagai berikut.
1)	 Membantu pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
2)	 Merencanakan, merumuskan dan menyusun program 

kerja bidang budaya.
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3)	 Menghimpun dan menyebarluaskan bahan tentang 
kesenian, olah raga, serta nilai-nilai budaya yang 
berhubungan dengan sejarah.

4)	 Menghubungi departemen atau lembaga pemerintah untuk 
memperoleh bahan-bahan pustaka. 

5)	 Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk 
Ketua Umum atau Ketua.

6)	 Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 
Ketua Seksi.

c.	 Urusan Pembinaan mental
	 Tugas, kewenangan dan tanggung jawab Urusan Pembinaan 

Mental adalah sebagai berikut.
1)	 Membantu pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
2)	 Merencanakan, merumuskan dan menyusun program 

kerja bidang pembinaan mental.
3)	 Bekerjasama dengan Disbintal TNI Angkatan Darat dan 

lembaga pemerintah untuk mendapatkan petunjuk dalam 
rangka meningkatkan ketahanan mental keluarga TNI 
AD dan hal-hal yang menyimpang dari norma-norma 
(kenakalan remaja, narkoba, LGBT, HIV/AIDS).

4)	 Menghimpun brosur-brosur dan buku-buku tentang 
pembinaan mental yang sangat bermanfaat bagi anggota.

5)	 Menyelenggarakan ceramah dan penyuluhan hukum 
(tentang KDRT, Perselingkuhan, Kenakalan Remaja, 
Narkoba, LGBT, HIV/AIDS).

6)	 Menyelenggarakan ziarah.
7)	 Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk 

Ketua Seksi.
8)	 Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 

Ketua Seksi.

d.	 Urusan Pendidikan
	 Tugas, kewenangan dan tanggung jawab Urusan Pendidikan 

adalah sebagai berikut.
1)	 Membantu pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
2)	 Merencanakan, merumuskan, mendata dan menyusun 
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program kerja bidang Pembinaan Pendidikan.
3)	 Mengadakan penataran dan ceramah yang bermanfaat 

untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan 
anggota. Mengusahakan brosur, ceramah, pelestarian 
lingkungan dan penghijauan.

4)	 Memberikan penyuluhan dalam bentuk ceramah, pemberian 
brosur tentang perpustakaan untuk kesinambungan 
pengelolaan perpustakaan, atau sudut baca.

5)	 Bekerjasama dengan yayasan dalam menyiapkan data 
dan informasi tentang persekolahan yang diperlukan bagi 
Dharma Pertiwi dan Kemendikbud dengan rujukan batasan 
usia anak dan remaja berdasarkan peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia no 25 tahun 2014, tentang 
Upaya Kesehatan Anak.
a)	 Anak adalah seseorang yang sampai berusia 18 tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.
b)	 Bayi baru lahir adalah bayi umur 0-28 hari
c)	 Bayi adalah anak umur 0 s/d 11 bulan
d)	 Anak balita adalah anak umur 12 bulan s/d 59 bulan 

dan pelatihan di daerah masing masing. 
e)	 Anak  prasekolah  adalah  anak  umur  60  bulan  s/d  

72 bulan
f)	 Anak usia sekolah adalah anak umur lebih 6 tahun s/d 

sebelum umur 10 tahun
g)	 Remaja adalah kelompok usia 10 tahun s/d 18 tahun.

6)	 Penyelenggaran Pendidikan dengan dinas terkait dan Balai 
Keterampilan , diselenggarakan oleh tingkat kepengurusan 
yang akan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan di 
daerahnya masing-masing.

7)	 Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 
Ketua Seksi.

e.	 Sekretaris Seksi Kebudayaan (tingkat Pusat)
	 Tugas,  kewenangan  dan  tanggung  jawab  Sekretaris  Seksi 

Kebudayaan adalah sebagai berikut.
1)	 Menyiapkan:

a)	 Bahan rapat dan risalah rapat.
b)	 Penyelenggaraan rapat seksi.
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c)	 Konsep.
d)	 Bahan yang diperlukan Ketua Seksi. 

2)	 Menghimpun dan menyusun arsip surat seksi.
3)	 Mencatat penerimaan dan penggunaan anggaran seksi.
4)	 Menyusun laporan kegiatan seksi.
5)	 Mempertanggungjawabkan pelaksanaan  tugasnya  

kepada Ketua Seksi.

7.	 Seksi Sosial
a.	 Ketua Seksi Sosial
	 Tugas, kewenangan dan tanggung jawab Ketua Seksi Sosial 

adalah sebagai berikut.
1)	 Memimpin	seksi	 sehingga	 seluruh kegiatan dapat 

dilaksanakan dengan baik.
2)	 Memimpin rapat seksi.
3)	 Bersama seksi	 lain menyiapkan rencana kerja dan 

menyusun program kerja seksi.
4)	 Menampung dan membahas masalah bidang sosial untuk 

diajukan kepada Ketua Umum atau Ketua.
5)	 Mengadakan  koordinasi  dengan  Dharma  Pertiwi  

setempat tentang masalah di bidang sosial.
6)	 Mengajukan dan mempertanggungjawabkan penggunaan 

anggaran seksi kepada Ketua Umum atau Ketua.
7)	 Menunjuk salah seorang anggota seksi sosial untuk 

mewakili apabila Ketua Seksi berhalangan.
8)	 Melaksanakan  tugas-tugas  lain  sesuai  dengan  petunjuk 

Ketua Umum atau Ketua.
9)	 Mempertanggungjawabkan pelaksanaan  tugasnya  

kepada Ketua Umum atau Ketua.

b.	 Urusan Bantuan Sosial
	 Tugas,  kewenangan  dan  tanggung  jawab  Urusan  Bantuan 

Sosial adalah sebagai berikut.
1)	 Membantu pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
2)	 Merencanakan, merumuskan dan menyusun program 

kerja bidang bantuan sosial.
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3)	 Mengusahakan,  menghimpun  dan  menyalurkan  bantuan 
sosial dan beasiswa.

4)	 Melaksanakan  tugas-tugas  lain  sesuai  dengan petunjuk 
Ketua Seksi.

5)	 Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 
Ketua Seksi. 

c.	 Urusan Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga 
Berencana 

	 Tugas, kewenangan dan tanggung jawab Urusan Kesehatan, 
Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah sebagai 
berikut.
1)	 Membantu pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
2)	 Merencanakan, merumuskan dan menyusun  program 

kerja bidang kesehatan, kependudukan dan keluarga 
berencana.

3)	 Mengusahakan brosur dan menyalurkan informasi tentang 
kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana.

4)	 Menjalin kerjasama dengan instansi yang terkait dengan 
kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana.

5)	 Mendata dan meningkatkan kelompok KB.
6)	 Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk 

Ketua Seksi.
7)	 Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 

Ketua Seksi.
8)	 Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan 

kanker payudara dan kanker serviks.

d.	 Urusan Warakawuri, yatim, yatim piatu dan anak 
berkebutuhan khusus

	 Tugas, kewenangan dan tanggung jawab Urusan Warakawuri, 
yatim, yatim piatu dan anak berkebutuhan khusus adalah 
sebagai berikut.
1)	 Membantu pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
2)	 Merencanakan program kerja untuk pembinaan warakawuri 
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dan anak yatim, yatim piatu dan anak berkebutuhan 
khusus.

3)	 Menghimpun data warakawuri binaan satuan dan yang 
suami meninggal karena tugas operasi terhitung dua tahun 
meninggalnya suami.

4)	 Mengusahakan, menghimpun dan menyalurkan bantuan 
untuk warakawuri, yatim, yatim piatu dan anak berkebutuhan 
khusus.

5)	 Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Ketua Seksi.
6)	 Mempertanggungjawabkan pelaksanakan tugasnya 

kepada Ketua Seksi.
 
e.	 Sekretaris Seksi Sosial (tingkat Pusat)
	 Tugas, kewenangan dan tanggung jawab Sekretaris adalah 

sebagai berikut.
1)	 Menyiapkan:

a)	 Bahan rapat dan risalah rapat.
b)	 Penyelenggaraan rapat seksi.
c)	 Konsep surat.
d)	 Bahan yang diperlukan Ketua Seksi.

2)	 Menghimpun dan menyusun arsip surat seksi.
3)	 Mencatat penerimaan dan penggunaan anggaran seksi.
4)	 Menyusun laporan seksi.
5)	 Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 

Ketua Seksi.

8.	 Seksi Penerangan dan Redaksi
a.	 Ketua Seksi Penerangan dan Redaksi
	 Tugas kewenangan dan tanggung jawab Ketua Seksi 

Penerangan dan Redaksi adalah sebagai berikut.
1)	 Memimpin	kegiatan	 Seksi	 Penerangan	 dan	 Redaksi 

sehingga program kerja dapat dilaksanakan dengan baik.
2)	 Membahas  masalah  bidang  Penerangan  dan  Redaksi 

untuk untuk diajukan kepada Ketua.
3)	 Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas 
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Seksi Penerangan dan Redaksi kepada Ketua Umum atau 
Ketua.

b.	 Urusan Penerangan
	 Tugas, kewenangan dan tanggung jawab Urusan Penerangan 

adalah sebagai berikut.
1)	 Membantu melaksanakan tugas Ketua Seksi.
2)	 Memberikan informasi tentang organisasi dan kegiatan 

Persit Kartika Chandra Kirana secara terprogram melalui 
media cetak dan elektronik.

3)	 Menerima  dan  menyalurkan  buku-buku,  buletin  media 
cetak lainnya.

4)	 Membuat dokumentasi kegiatan organisasi secara 
berlanjut.

5)	 Menyusun sambutan Ketua berdasarkan pointer yang 
disiapkan dan didapatkan dari seksi terkait.

 
c.	 Urusan Redaksi
	 Tugas,  kewenangan  dan  tanggung  jawab  Urusan  Redaksi 

adalah sebagai berikut.
1)	 Membantu pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
2)	 Menerbitkan Majalah Kartika Kencana secara berkala.
3)	 Membuat produk media cetak lainnya sesuai kebutuhan.
4)	 Menyalurkan bakat serta potensi anggota dibidang tulis- 

menulis.

d.	 Bantu Urusan Redaksi (Tingkat Pusat)
	 Tugas,  kewenangan  dan  tanggung  jawab  Bantu  Urusan 

Redaksi adalah sebagai berikut.
1)	 Membantu menerbitkan Majalah Kartika Kencana secara 

berkala.
2)	 Membantu membuat produk media cetak lainnya sesuai 

kebutuhan.
3)	 Membantu menyalurkan bakat serta potensi  anggota di 

bidang tulis menulis.
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e.	 Urusan Audio Visual
	 Tugas kewenangan dan tanggung jawab Urusan Audio Visual 

adalah sebagai berikut.
1)	 Membantu pelaksanaan tugas Ketua Seksi.
2)	 Mempersiapkan situs website Kartika Kencana.
3)	 Membuat produk audio visual kegiatan organisasi secara 

berkala.
4)	 Membuat  perencanaan  teknis  dalam  hal  penayangan 

dalam setiap kegiatan Persit Kartika Chandra Kirana.
5)	 Menyiapkan sarana untuk kegiatan yang bersifat dalam 

jaringan audio visual.

f.	 Sekretaris Seksi Penerangan dan Redaksi (tingkat Pusat) 
Tugas  kewenangan  dan  tanggung  jawab  Sekretaris  Seksi 
Penerangan dan Redaksi adalah sebagai berikut.
1)	 Menyiapkan:

a)	 Bahan rapat dan risalah rapat.
b)	 penyelenggaraan rapat seksi.
c)	 Konsep.
d)	 Bahan yang diperlukan Ketua Seksi.

2)	 Menghimpun dan menyusun arsip surat seksi.
3)	 Mencatat penerimaan dan penggunaan anggaran seksi.
4)	 Menyusun laporan kegiatan seksi.
5)	 Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 

Ketua Seksi.

9.	 Sekretariat
a.	 Sekretaris Umum atau Sekretaris
	 Tugas, kewenangan  dan tanggung jawab Sekretaris Umum 

atau sekretaris adalah sebagai berikut.
1)	 Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Umum 

atau Wakil Ketua Umum, Ketua atau Wakil Ketua.
2)	 Mengkoordinasikan tugas-tugas yang berada di bawah 

tanggung jawabnya.
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3)	 Mencatat kegiatan yang dilaksanakan Ketua Umum atau 
Wakil Ketua Umum, Ketua atau Wakil Ketua.

4)	 Menyusun program anggaran sekretariat untuk setiap 
tahun

5)	 Menyiapkan bahan rapat yang diajukan oleh seksi-seksi 
dan bendahara.

6)	 Bertanggungjawab atas:
a)	 Terselenggaranya kelancaran administrasi sesuai 

dengan buku Petunjuk Administrasi Umum.
b)	 Mengatur urusan rumah tangga kantor, termasuk 

kebersihan kantor, pemeliharaan kantor dan seluruh 
inventarisnya.

c)	 Pelaksanaan tugas para karyawan, pengurus beserta 
kesejahteraannya.

7)	 Melaksanaan tugas lain sesuai petunjuk Ketua Umum atau 
Ketua.

8)	 Mempertanggungjawabkan pelaksanaan  tugasnya kepada 
Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum, Ketua atau Wakil 
Ketua.

b.	 Wakil Sekretaris Umum/Wakil Sekretaris
	 Tugas,  kewenangan  dan  tanggung  jawab  Wakil  Sekretaris 

Umum atau Wakil Sekretaris adalah sebagai berikut.
1)	 Membantu	pelaksanaan tugas Sekretaris Umum atau 

Sekretaris.
2)	 Membuat risalah rapat.
3)	 Mencatat kegiatan organisasi terutama kegiatan pemimpin.
4)	 Mengawasi kelancaran surat menyurat.
5)	 Melaksanakan tugas Sekretaris Umum apabila Sekretaris 

Umum atau Sekretaris berhalangan.
6)	 Melaksanakan  tugas-tugas  lain  sesuai  dengan  petunjuk 

Sekretaris Umum atau Sekretaris. 
7)	 Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya  kepada 

Sekretaris Umum atau Sekretaris.
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c.	 Urusan Tata Usaha
	 Tugas, kewenangan dan tanggung jawab Urusan Tata Usaha 

adalah sebagai berikut.
1)	 Menyelesaikan surat menyurat organisasi.
2)	 Pendistribusian surat masuk dan surat keluar.
3)	 Mencatat kegiatan yang dilaksanakan Ketua Umum atau 

Wakil Ketua Umum, Ketua atau Wakil Ketua.
4)	 Menyusun program anggaran sekretaris untuk setiap tahun
5)	 Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 

Sekretaris Umum atau Sekretaris.

d.	 Urusan Dalam
	 Tugas, kewenangan dan tanggung  jawab Urusan Dalam 

adalah sebagai berikut.
1)	 Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan 

dengan rumah tangga termasuk barang-barang inventaris, 
kebersihan kantor dan halaman kantor.

2)	 Mengatur:
a)	 Jadwal antar jemput pengurus.
b)	 Penggunaan kendaraan.
c)	 Pengeluaran bahan bakar.
d)	 Tugas pengemudi.
e)	 Memelihara dan merawat kendaraan.

3)	 Memimpin dan mengatur tugas pegawai bagian tata usaha.
4)	 Mengawasi dan memberikan laporan kepada Sekretaris 

Umum atau Sekretaris dalam memenuhi keperluan alat 
tulis kantor (ATK) dan mencatat pengeluaran ATK yang 
dikeluarkan.

5)	 Melayani permintaan  alat  tulis  kantor  dan  fotokopi  yang 
diajukan oleh seksi-seksi dan Bendahara.

6)	 Menyiapkan tempat dan konsumsi untuk:
a)	 Rapat Pemimpin, Rapat Pengurus Inti, Rapat Pengurus 

Terbatas dan Rapat Pengurus Lengkap.
b)	 Rapat  atau  pertemuan  atas  permintaan  seksi-seksi, 

Sekretaris Umum atau Bendahara.
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c)	 Pengurus yang bertugas di kantor Persit Kartika 
Chandra Kirana dan tamu yang berkunjung.

7)	 Menyusun anggaran sekretariat setiap bulan.
8)	 Mendistribusikan natura atau uang insentif kepada 

pengurus dan karyawan. 
9)	 Mempertangungjawabkan  pelaksanaan  tugasnya  kepada 

Sekretaris Umum atau Sekretaris.

10.	Bendahara
a.	 Bendahara
	 Tugas,	kewenangan dan tanggung jawab Bendahara adalah 

sebagai berikut.
1)	 Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan  

organisasi meliputi penerimaan, penyimpanan dan 
pengeluaran.

2)	 Menghimpun dan menyusun anggaran biaya kegiatan 
seksi-seksi dan sekretariat.

3)	 Mengeluarkan uang keperluan organisasi sesuai dengan 
persetujuan Ketua Umum atau Ketua tingkat kepengurusan.

4)	 Menyusun pertanggungjawaban keuangan pada:
a)	 Akhir bulan.
b)	 Akhir tahun anggaran.
c)	 Akan diselenggarakan Musyawarah Pusat.
d)	 Sebelum dilaksanakan serah terima jabatan Ketua 

Umum atau Ketua dan Bendahara.

b.	 Wakil Bendahara
	 Tugas, kewenangan dan tanggung jawab Wakil Bendahara 

adalah sebagai berikut.
1)	 Membantu pelaksanaan tugas Bendahara
2)	 Apabila Bendahara berhalangan, Wakil Bendahara dapat 

menggunakan atau mengeluarkan uang sesuai keperluan 
organisasi diketahui oleh bendahara dengan persetujuan 
Ketua Umum atau Ketua tingkat kepengurusan.

3)	 Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 
Bendahara.
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 PENUTUP

1.	 Hal-hal  yang  belum  tercantum  dalam  Petunjuk  Pelaksanaan ini 
dapat diatur dan disesuaikan dengan keperluan.

2.	 Petunjuk Pelaksanaan Tugas Kewenangan dan tanggung jawab 
Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana ini berlaku sejak tanggal 
dilakukan.

dikeluarkan di Jakarta 
pada tanggal, 18 Juli 2023

Ketua Umum

Ny. Rahma Dudung Abdurachman

Kepada Yth
Ketua Persit Kartika Chandra Kirana 
Gabungan, Daerah dan Cabang BS di 
seluruh Indonesia

Tembusan:
1.	 Kepala Staf TNI Angkatan Darat 

selaku Pembina Utama Persit 
Kartika Chandra Kirana

2.	 Aspers Kasad
	 selaku Pembina Harian Persit 

Kartika Chandra Kirana 
	 Pengurus Pusat
3.	 Pembina Persit
	 Kartika Chandra Kirana
	 Gabungan, Daerah dan 
	 Cabang BS di seluruh Indonesia
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PETUNJUK PELAKSANAAN
Nomor: Juklak/ 6 / VII / 2023 

tentang
TATA CARA PENUGASAN, TATA KERJA DAN PEMBINAAN 

ANGGOTA YANG DITUGASI

PENDAHULUAN

1.	 Umum
	 Untuk mengatur Tata Cara Penugasan, Tata Kerja dan Pembinaan 

Anggota yang Ditugasi oleh Persit Kartika Chandra Kirana maupun 
Dharma Pertiwi perlu dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan.

2.	 Tujuan
	 Petunjuk Pelaksanan ini disusun dengan tujuan untuk digunakan 

sebagai pedoman baik bagi pejabat yang menangani maupun 
bagi anggota yang ditugasi sehingga dapat berjalan dengan tertib, 
terarah dan terkendali.

3.	 Dasar
a.	 Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 

tentang Organisasi Kemasyarakatan.
b.	 Anggaran Dasar Persit Kartika Chandra Kirana Bab V Pasal 

14 tentang kegiatan Ayat (b).
c.	 Petunjuk Pelaksanaan Dharma Pertiwi nomor: Juklak/13/

II/2018 tanggal 10 Februari 2018 tentang penugasan dan 
pembinaan anggota yang ditugasi oleh Dharma Pertiwi.

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT
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d.	 Petunjuk Pelaksanaan Persit Kartika Chandra Kirana: 
Juklak/8/II/2018   tanggal  7 Februari  2018 tentang    tata cara 
penugasan,tata kerja dan pembinaan anggota yang ditugasi.

4.	 Pengertian
a.	 Kegiatan kekaryaan adalah kegiatan organisasi keluar dalam 

rangka ikut berperan secara aktif untuk menyukseskan 
pembangunan nasional, dengan cara menugasi Anggota 
Persit Kartika Chandra Kirana dalam lembaga pemerintahan 
atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai cita-cita 
dan tujuan yang sama serta badan lainnya di luar organisasi 
Dharma Pertiwi.

b.	 Anggota yang ditugasi adalah 
	 Anggota Persit Kartika Chandra Kirana yang duduk sebagai 

pengurus organisasi kemasyarakatan yang mempunyai cita- 
cita dan tujuan yang sama yaitu Kowani, GOPTKI, MPS, GOW 
dan BKOW.

c.	 Penghubung anggota yang ditugasi adalah salah seorang 
anggota yang ditugasi yang ditunjuk oleh Ketua Umum atau 
Ketua Dharma Pertiwi dengan surat tugas sebagai penghubung 
di lingkungan tugasnya, penghubung lebih dari dua orang 
anggota yang ditugasi Dharma Pertiwi. Contoh: penghubung 
Kowani, penghubung GOPTKI, apabila jumlah anggota yang 
ditugasi dalam satu lingkungan penugasan lebih dari satu 
orang setiap unsur perlu ditunjuk seorang penghubung unsur 
untuk memudahkan koordinasi atau menghimpun anggota 
yang ditugasi.

PENYELESAIAN ADMINISTRASI

1.	 Persit Kartika Chandra Kirana di semua tingkat kepengurusan 
dapat menunjuk anggotanya berdasarkan permintaan dari 
Dharma Pertiwi setingkat untuk duduk sebagai pengurus pada 
organisasi kemasyarakatan dengan persetujuan Pembina Persit 
Kartika Chandra Kirana tingkat kepengurusan yang bersangkutan, 
dengan memberikan surat tugas.
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2.	 Surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian untuk anggota 
yang ditugasi oleh Dharma Pertiwi diterbitkan oleh Ketua Umum 
Dharma Pertiwi, Ketua Dharma Pertiwi Daerah atau Ketua Dharma 
Pertiwi Koorcab Dati I atas dasar pengajuan dari Persit Kartika  
Chandra Kirana tingkat kepengurusan yang bersangkutan kepada 
Dharma Pertiwi tingkat kepengurusan yang setingkat.

3.	 Anggota yang ditugasi diwajibkan untuk membuat laporan dengan 
ketentuan sebagai berikut:

	 Laporan berkala satu tahun sekali pada setiap akhir tahun 
anggaran (bulan Maret) disampaikan kepada Ketua Umum atau 
Ketua Dharma Pertiwi sesuai dengan tingkat kepengurusan 
yang menugasi dengan tembusan kepada Pembina Utama atau 
Pembina yang bersangkutan.

PELAKSANAAN

1.	 Anggota yang ditugaskan pada organisasi kemasyarakatan dan 
telah diangkat, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang 
dipercayakan kepadanya sesuai dengan pengarahan dari Persit 
Kartika Chandra Kirana dan Dharma Pertiwi di semua tingkat 
kepengurusan.

2.	 Kewajiban anggota yang ditugasi adalah 
a.	 Mengemukakan pendapat, atas nama Dharma Pertiwi dan 

tidak dibenarkan mengemukakan pendapat atas namanya 
sendiri.

b.	 Melaporkan kepada Ketua Umum atau Ketua Dharma Pertiwi 
dan Persit Kartika Chandra Kirana yang menugasi, apabila 
timbul suatu permasalahan.

c.	 Menjaga nama baik Dharma Pertiwi maupun Persit Kartika 
Chandra Kirana.

3.	 Tugas penghubung anggota yang ditugasi Dharma Pertiwi antara 
lain:
a.	 Bertindak sebagai penghubung antara Dharma Pertiwi dengan 

lingkungan tugasnya.
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b.	 Menghimpun laporan para anggota yang ditugasi di lingkungan 
penugasan masing-masing tentang keadaan, perkembangan 
dan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua 
Umum atau Ketua Dharma Pertiwi sesuai dengan tingkatnya 
pada setiap akhir tahun anggaran (bulan Desember). 

c.	 Apabila di dalam satu lingkungan penugasan hanya terdapat 
dua anggota yang ditugasi sehingga tidak perlu diadakan 
penghubung, maka laporan berkala yang ditujukan kepada 
Ketua Umum atau Ketua Dharma Pertiwi sesuai dengan 
tingkatnya dibuat oleh masing-masing anggota yang ditugasi.

4.	 Pembinaan terhadap anggota yang ditugasi menjadi kewajiban 
Ketua Umum atau Ketua Dharma Pertiwi tingkat kepengurusan 
yang menugasi.

5.	 Pembinaan terhadap anggota yang ditugasi meliputi pengarahan 
dan bimbingan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

LAIN - LAIN

1.	 Apabila anggota yang ditugasi oleh Dharma Pertiwi tidak 
dapat melaksanakan tugasnya dalam satu masa kerja, karena 
kepindahan atau alasan lain, maka Ketua Umum atau Ketua 
tingkat kepengurusan yang bersangkutan berhak menarik 
dan menentukan penggantinya dengan sepengetahuan Ketua 
Dharma Pertiwi dan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan 
oleh organisasi kemasyarakatan dimana yang bersangkutan 
ditugaskan.

2.	 Bagi anggota yang ditugasi yang beralih status dari unsur 
Persit Kartika Chandra Kirana atau sebaliknya, maka kelanjutan 
penugasan dikoordinasikan antar kedua organisasi anggota yang 
bersangkutan dengan sepengetahuan Ketua Dharma Pertiwi.

3.	 Masa kerja penghubung anggota yang ditugasi tidak ditentukan 
waktunya oleh Ketua Umum atau Ketua tingkat kepengurusan 
yang bersangkutan sewaktu-waktu dapat menunjuk penggantinya 
sebagai penghubung dengan mengeluarkan surat tugas.
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PENUTUP

1.	 Hal-hal yang belum tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan ini 
dapat diatur dan disesuaikan dengan keperluan.

2.	 Petunjuk Pelaksanaan tentang Tata Cara Penugasan Tata Kerja 
dan Pembinaan Anggota yang Ditugasi berlaku sejak tanggal 
dikeluarkan.

dikeluarkan di Jakarta 
pada tanggal, 18 Juli 2023

Ketua Umum

Ny. Rahma Dudung Abdurachman

Kepada Yth
Ketua Persit Kartika Chandra Kirana 
Gabungan, Daerah dan Cabang BS di 
seluruh Indonesia

Tembusan:
1.	 Kepala Staf TNI Angkatan Darat 

selaku Pembina Utama Persit 
Kartika Chandra Kirana

2.	 Aspers Kasad
	 selaku Pembina Harian Persit 

Kartika Chandra Kirana 
	 Pengurus Pusat
3.	 Pembina Persit
	 Kartika Chandra Kirana
	 Gabungan, Daerah dan 
	 Cabang BS di seluruh Indonesia



91

PETUNJUK PELAKSANAAN
Nomor: Juklak/ 7 / VII / 2023 

tentang
KARTU TANDA ANGGOTA ( KTA )

PENDAHULUAN
1.	 Umum
	 Untuk mengatur tata cara pembuatan Kartu Tanda Anggota Persit 

Kartika Chandra Kirana perlu dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan 
tentang Kartu Tanda Anggota ( KTA).

2.	 Tujuan
	 Petunjuk Pelaksanan ini disusun dengan tujuan untuk digunakan 

sebagai pedoman dalam pembuatan Kartu Tanda Anggota 
Persit Kartika Chandra Kirana sehingga terdapat ketertiban dan 
keseragaman.

3.	 Dasar
a.	 Anggaran Rumah Tangga Persit Kartika Chandra Kirana Bab I 

Pasal 3 tentang hak dan kewajiban anggota biasa Ayat (b). 5)  
dan  Pasal  4  tentang  hak  dan  kewajiban  anggota luar biasa 
Ayat (b). 5).

b.	 Petunjuk Pelaksanaan Persit Kartika Chandra Kirana nomor: 
Juklak/ 9/II/2018 tanggal 7 Februari 2018.

PENYELESAIAN ADMINISTRASI
1.	 Kartu Tanda Anggota Persit Kartika Chandra Kirana untuk

a.	 Anggota Biasa        	 : warna hijau
b.	 Anggota Luar Biasa 	 : warna kuning 

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT
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2.	 Cara pengisian blangko Kartu Tanda Anggota sebagai berikut:
a.	 Halaman dalam terdiri atas 3 bagian,

1)	 Bagian yang diisi keterangan pribadi terdiri atas:
a)	 Nomor register
b)	 Nama kecil (nama sendiri dan diperkenankan 

menggunakan gelar)
c)	 Tempat lahir
d)	 Tanggal lahir
e)	 Nama suami
f)	 Pangkat/NRP atau Gol/NIR
g)	 Jabatan
h)	 Kesatuan
i)	 Alamat
j)	 PG/PD/PCBS
k)	 Koorcab
l)	 Cabang/Ranting BS
m)	 Ranting
n)	 Anak Ranting
o)	 Tempat, tanggal, bulan dan tahun dikeluarkan KTA
p)	 Tanda tangan dan cap yang mengeluarkan (memakai 

cap kecil)

2)	 Bagian untuk foto ditentukan sebagai berikut:
a)	 Untuk Anggota Biasa, pas foto berwarna dengan latar 

belakang merah, berdampingan dengan suami, posisi 
lengan sebelah kiri suami berada di depan lengan 
sebelah kanan istri ukuran 4X6 cm. Istri mengenakan 
Pakaian Seragam Harian (PSH) diperkenankan 
memakai jilbab (bukan cadar), suami memakai Pakaian 
Dinas Harian (PDH) tanpa tutup kepala dengan pangkat 
terakhir pada saat permohonan.

b)	 Pada bagian bawah foto gandeng ditandatangani 
oleh pemegang KTA dan dibubuhi cap Ranting atau 
Anak ranting (tingkat kepengurusan anggota yang 
mengajukan permohonan KTA).

c)	 Untuk istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI Angkatan 
Darat ketentuan sama dengan di atas.

d)	 Untuk warakawuri diisi pas foto ditandatangani oleh 
pemegang KTA dan dibubuhi cap Ranting atau 
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Anak Ranting (tingkat kepengurusan anggota yang 
mengajukan permohonan). 

e)	 Pada bagian lengan kiri foto anggota Persit yang 
mengajukan dibubuhi paraf Ketua Ranting atau Anak 
Rantingnya.

3)	 Bagian yang berikutnya diisi dengan keterangan mengenai: 
Kelompok perubahan kepindahan diisi oleh kepengurusan 
baru yang berhak dalam hal ini Ketua tingkat kepengurusan 
yang baru.

b.	 Halaman luar terdiri atas 3 bagian:
1)	 Bagian yang berisi riwayat kepengurusan Persit Kartika 

Chandra Kirana ditandatangani pejabat personalia di 
kesatuan suami dan dicap kesatuan.

2)	 Bagian berisi catatan jika Kartu Tanda Anggota hilang, di 
bagian bawah berisi agama, golongan darah, tinggi badan, 
warna kulit, ciri-ciri lain.

3)	 Bagian yang berisi tulisan tanda anggota di atas lambang 
Persit Kartika Chandra Kirana.

3.	 Kartu Tanda Anggota ditandatangani oleh masing-masing Ketua 
Gabungan, Daerah atau Cabang BS. Untuk memudahkan anggota 
maupun tingkat kepengurusan yang mengajukan, dalam pengisian 
tempat, tanggal, bulan dan tahun serta nama ketua, oleh pengurus 
yang berwenang menyelesaikan (PG, PD, PCBS) dengan maksud 
apabila terjadi pergantian ketua dan belum sempat menyelesaikan 
KTA yang diajukan, dapat diselesaikan oleh penggantinya.

4.	 Buku Register
	 Untuk keperluan administrasi KTA baik untuk Anggota Biasa 

maupun Luar Biasa dibuat buku register yang memuat kolom- 
kolom sesuai dengan isi kolom KTA ditambah 3 kolom, untuk 
nomor register, jabatan anggota dalam anggota organisasi Persit 
Kartika Chandra Kirana dan foto suami istri.

5.	 Nomor Register
	 Untuk memudahkan pengendalian administrasi, sistem pemberian 

nomor register diatur dengan kode tersendiri sebagai berikut.
a.	 Nomor	kode untuk PG adalah nama dari Pengurus Gabungan 

yang bersangkutan misalnya: PG Kostrad.
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b.	 Nomor kode untuk PD adalah angka romawi misalnya: I untuk 
PD I

c.	 Nomor 	kode  PCBS  adalah  nama dari PCBS yang 
bersangkutan misalnya: PCBS Akmil 

d.	 Nomor kode untuk Koorcab adalah nama Koorcab yang 
bersangkutan misalnya: Koorcab Rem 082.

e.	 Nomor kode untuk Cabang adalah angka romawi misalnya: 
Cabang III, IV sesuai dengan nomor kode Cabang yang 
bersangkutan.

f.	 Nomor kode untuk Ranting BS atau Ranting adalah angka Arab 
sesuai dengan ranting BS atau Ranting yang bersangkutan.

g.	 Nomor kode untuk Anak Ranting sesuai dengan nomor Anak 
Ranting yang bersangkutan.

h.	 Nomor register untuk PG, PD atau PCBS dibuat per tahun, 
dimulai awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan 
Desember sesuai tahun pembuatan.

	 Contoh:
1)	 PG Mabesad/Cabang II/Ranting 3/nomor register dibuat 

tahun 2015 ditulis sebagai berikut:
	 PG Mabesad/II/3/8/2015
2)	 PG Kostrad/II/3/9/2015 
3)	 PD Jaya/III/2/10/2015
4)	 PD III/Koorcab Rem 082/XXX/3/11/2015

PELAKSANAAN
1.	 Cara permohonan untuk mendapatkan KTA sebagai berikut:

a.	 Untuk memiliki KTA setiap anggota mengajukan permohonan 
kepada tingkat kepengurusan yang bersangkutan dengan 
memberikan data pribadi dan foto suami istri sesuai ketentuan.

b.	 Blangko KTA diselesaikan di tingkat kepengurusan Anak 
Ranting atau Ranting dengan melengkapi administrasi sebagai 
berikut:
1)	 Mengisi data pribadi dan menempelkan foto serta diberi 

cap yang harus mengenai foto pada bagian tengah bawah.
2)	 Anggota yang mengajukan permohonan membubuhkan 

tanda tangan pada bagian bawah foto dan harus sedikit 
mengenai foto.

3)	 Ketua Anak Ranting atau Ranting memberikan paraf di 
samping kanan lengan kiri foto anggota Persit Kartika 
Chandra Kirana. 
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c.	 Jumlah foto yang harus dikirim bagi anggota di tingkat 
kepengurusan Koordinasi Cabang adalah 
1)	 Dari Anak Ranting 6 lembar.
2)	 Dari Ranting 5 lembar.

d.	 Setelah KTA diselesaikan administrasinya di tingkat 
kepengurusan Anak Ranting atau Ranting, lalu dikirim secara 
berjenjang sampai ke tingkat PG, PD atau PCBS untuk 
diselesaikan lebih lanjut.

2.	 Penggunaan
a.	 Sebagai tanda pengenal  dan  tanda  sah  keanggotaan Persit 

Kartika Chandra Kirana.
b.	 Fotokopi KTA dapat dijadikan lampiran pengajuan tanda 

penghargaan.

3.	 KTA Persit Kartika Chandra Kirana hanya diberikan kepada 
anggota Persit Kartika Chandra Kirana yang berhak mendapatkan 
KPI sesuai dengan ART Bab V Pasal 24 Ayat (b) tentang perubahan 
anggaran rumah tangga.

4.	 KTA berlaku sampai ada pencabutan.

5.	 Wewenang pembuatan blangko KTA dan pencabutan oleh Persit 
Kartika Chandra Kirana Pengurus Pusat.

6.	 Bentuk ukuran dan bahan KTA ditentukan sebagai berikut:
a.	 Bentuk empat persegi panjang dan dapat dilipat menjadi tiga 

lipatan menutup.
b.	 Ukuran lebar 8 cm dan panjang 18 cm.
c.	 Bahan kertas yang tahan lama.

7.	 Penggantian dilaksanakan apabila KTA hilang atau rusak dengan 
cara sebagai berikut:
a.	 Untuk KTA yang hilang atau rusak apabila anggota tersebut 

masih tetap berada di tingkat kepengurusan dimana KTA 
dibuat, dapat memakai nomor register lama.

b.	 Untuk KTA yang hilang atau rusak, dapat mengajukan kembali 
di tingkat kepengurusan yang baru.

c.	 Apabila kolom perubahan telah penuh dapat ditambah kertas 
yang ukurannya sama dengan kolom perubahan. 
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PENUTUP
1.	 Hal-hal yang belum tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan ini 

dapat diatur dan disesuaikan dengan keperluan
2.	 Petunjuk Pelaksanaan Kartu Tanda Anggota ( KTA ) berlaku sejak 

di keluarkan.

dikeluarkan di Jakarta 
pada tanggal, 18 Juli 2023

Ketua Umum

Ny. Rahma Dudung Abdurachman

Kepada Yth
Ketua Persit Kartika Chandra Kirana 
Gabungan, Daerah dan Cabang BS di 
seluruh Indonesia

Tembusan:
1.	 Kepala Staf TNI Angkatan Darat 

selaku Pembina Utama Persit 
Kartika Chandra Kirana

2.	 Aspers Kasad
	 selaku Pembina Harian Persit 

Kartika Chandra Kirana 
	 Pengurus Pusat
3.	 Pembina Persit
	 Kartika Chandra Kirana
	 Gabungan, Daerah dan 
	 Cabang BS di seluruh Indonesia
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PETUNJUK PELAKSANAAN
Nomor: Juklak/ 8 / VII / 2023 

tentang
IURAN ANGGOTA PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

PENDAHULUAN
1.	 Umum
	 Untuk mengatur dan menentukan Iuran Anggota dan Iuran Tingkat 

Kepengurusan Persit Kartika Chandra Kirana perlu dikeluarkan 
Petunjuk Pelaksanaan.

2.	 Tujuan
	 Petunjuk Pelaksanaan ini disusun dengan tujuan untuk digunakan 

sebagai pedoman melaksanakan pembayaran iuran anggota 
dan iuran tingkat kepengurusan Persit Kartika Chandra Kirana, 
sehingga terdapat ketertiban dan keseragaman.

3.	 Dasar
a.	 Anggaran Rumah Tangga Persit Kartika Chandra Kirana Bab 

IV Pasal 20 tentang sumber keuangan.
b.	 Hasil Musyawarah Nasional XIII Dharma Pertiwi Tahun 2018
c.	 Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat nomor: 

KEP/542/IX/2018 tanggal 19 September 2023 tentang Acc/
menyetujui perubahan iuran anggota.

d.	 Petunjuk Pelaksanaan Persit Kartika Chandra Kirana nomor: 
Juklak/ 10/II/2018 tanggal 7 Februari 2018.

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT
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PENYELESAIAN ADMINISTRASI
1.	 Anggota Persit Kartika Chandra Kirana diwajibkan membayar 

iuran dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Istri Perwira Tinggi sebesar		 Rp20.000,00
b. Istri Perwira Menengah sebesar	 Rp15.000,00
c. Istri Perwira Pertama sebesar	 Rp10.000,00
d. Istri Tamtama dan Bintara sebesar	Rp  5.000,00

2.	 Iuran anggota pada masing-masing tingkat kepengurusan 
diserahkan pada tingkat kepengurusan tersebut digunakan untuk 
keperluan organisasi.

PELAKSANAAN
Pembayaran  iuran  anggota  masing-masing  tingkat  kepengurusan 
agar dikoordinasikan dengan juru bayar kesatuan.
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Kepada Yth
Ketua Persit Kartika Chandra Kirana 
Gabungan, Daerah dan Cabang BS 
di seluruh Indonesia

Tembusan:
1.	 Kepala Staf TNI Angkatan Darat 

selaku Pembina Utama Persit 
Kartika Chandra Kirana

2.	 Aspers Kasad
	 selaku Pembina Harian Persit 

Kartika Chandra Kirana 
	 Pengurus Pusat
3.	 Pembina Persit
	 Kartika Chandra Kirana
	 Gabungan, Daerah dan 
	 Cabang BS di seluruh Indonesia

PENUTUP

1.	 Hal-hal yang belum tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan ini 
dapat diatur dan disesuaikan dengan keperluan

2.	 Petunjuk Pelaksanaan tentang Iuran Anggota dan Iuran Tingkat 
Kepengurusan Persit Kartika Chandra Kirana berlaku sejak tanggal 
dikeluarkan.

dikeluarkan di Jakarta 
pada tanggal, 18 Juli 2023

Ketua Umum

Ny. Rahma Dudung Abdurachman
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PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran A Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor	 : Juklak/ 8 / VII / 2023  
Tanggal  : 18 Juli 2023
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PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran B Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor	 : Juklak/ 8 / VII / 2023  
Tanggal  : 18 Juli 2023
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PETUNJUK PELAKSANAAN
Nomor: Juklak/ 9 / VII / 2023 

tentang
PEMBERIAN DAN PENCABUTAN TANDA PENGHARGAAN 

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

PENDAHULUAN
1.	 Umum

a.	 Dalam rangka memelihara dan meningkatkan semangat kerja 
pengurus, perlu diberikan penghargaan kepada pengurus 
yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan.

b.	 Untuk mengatur tata cara pemberian dan pencabutan tanda 
penghargaan Persit Kartika Chandra Kirana kepada anggota 
yang telah berjasa terhadap organisasi Persit Kartika Chandra 
Kirana perlu dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan.

2.	 Tujuan
	 Petunjuk Pelaksanaan ini disusun dengan tujuan untuk dapat 

digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tata cara 
pemberian dan pencabutan tanda penghargaan kepada anggota 
Persit Kartika Chandra Kirana sehingga terdapat ketertiban dan 
keseragaman.

3.	 Dasar
a.	 Anggaran Rumah Tangga Persit Kartika Chandra Kirana Bab 

V Pasal 24 tentang lain-lain ayat (d)
b.	 Petunjuk Pelaksanaan Persit Kartika Chandra Kirana Nomor: 

Juklak/11/II/2018 tentang pemberian dan pencabutan tanda 
penghargaan Persit Kartika Chandra Kirana.

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT
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 4.	 Macam-macam jenis tanda penghargaan.
a.	 Medali

1)	 Medali Pendiri.
	 Diberikan kepada Ny. Ratu Aminah Hidayat sebagai pendiri 

organisasi Persit Kartika Chandra Kirana berdasarkan 
Surat Keputusan Ketua Umum Persit Kartika Chandra 
Kirana Nomor: Skep/06/KCK/VII/1975 tanggal 15 Juli 1975.

2)	 Medali Penghargaan.
	 Medali penghargaan diberikan kepada Ibu Tien Soeharto 

berdasarkan Surat Keputusan Ketua umum Persit Kartika 
Chandra Kirana Nomor: Skep /18/KCK/XI/1978 tanggal 10 
Nopember 1978. Medali penghargaan berupa medali yang 
dilapisi emas berbentuk lambang Persit Kartika Chandra 
Kirana.

b.	 Lencana
1)	 Lencana Jasa Karya.
	 Lencana Jasa Karya diberikan kepada anggota Persit 

Kartika Chandra Kirana yang mendapatkan kecelakaan 
sehingga cacat (fisik/mental) atau meninggal dunia dalam 
menjalankan tugas organisasi berdasarkan surat tugas. 
Lencana Jasa Karya berbentuk bundar dengan Lambang 
Persit Kartika Chandra Kirana ditengahnya, dibuat dari 
emas dengan  berat logam 10 gram, bertujuan memberikan 
penghargaan kepada anggota Persit Kartika Chandra 
Kirana yang mengalami cacat cukup berat atau meninggal 
dunia.

2)	 Lencana Setia Bakti Bina Utama.
	 Lencana Setia Bakti Bina Utama diberikan kepada Pembina 

Utama Persit Kartika Chandra Kirana terdahulu yang telah 
berjasa dalam membina serta membimbing Persit Kartika 
Chandra Kirana dalam melaksanakan tugas pokoknya.

	 Lencana Setia Bakti Bina utama dibuat dari emas dengan 
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berat 20 gram, berbentuk Lambang Persit Kartika Chandra 
Kirana dengan ukuran garis tengah 4,5 cm. Disampaikan 
pada saat serah terima jabatan Ketua Umum Persit Kartika 
Chandra Kirana.

 
3)	 Lencana Setia Bakti Utama
	 Lencana Setia Bakti Utama diberikan kepada Ketua Umum 

Persit Kartika Chandra Kirana terdahulu atas jasa-jasanya 
dalam memimpin organisasi Persit Kartika Chandra Kirana. 
Lencana Setia Bakti Utama dibuat dari emas dengan  
berat 20 gram berbentuk Lambang Persit Kartika Chandra 
Kirana.

4)	 Lencana Setia Bakti Pratama.
	 Diberikan kepada Wakil Ketua Umum Persit Kartika 

Chandra Kirana terdahulu atas jasa-jasanya dalam 
memimpin organisasi Persit Kartika Chandra Kirana. 
Lencana Setia Bakti Pratama dibuat dari emas dengan 
berat  20 gram berbentuk Lambang Persit Kartika Chandra 
Kirana.

5)	 Lencana Setia Bakti 8 Tahun. Lencana Setia Bakti 8 tahun 
diberikan kepada anggota Persit Kartika Chandra Kirana 
yang telah bertugas terus menerus sebagai pengurus Persit 
Kartika Chandra Kirana dengan persyaratan sekurang-
kurangnya 8 tahun berdasarkan Surat Keputusan Ketua 
Umum Persit Kartika Chandra Kirana. Lencana Setia Bakti 
8 tahun berbentuk Lambang Persit Kartika Chandra Kirana 
dibuat dari perunggu asli.

6)	 Lencana Setia Bakti 16 Tahun. Lencana Setia Bakti 16 tahun 
diberikan kepada anggota Persit Kartika Chandra Kirana 
yang telah bertugas terus menerus sebagai pengurus Persit 
Kartika Chandra Kirana dengan persyaratan sekurang-
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kurangnya 16 tahun berdasarkan Surat Keputusan Ketua 
Umum Persit Kartika Chandra Kirana. Lencana Setia Bakti 
16 tahun berbentuk Lambang Persit Kartika Chandra 
Kirana dibuat dari perak asli.

7)	 Lencana Setia Bakti 24 tahun. Lencana Setia Bakti 24 tahun 
diberikan kepada anggota Persit Kartika Chandra Kirana 
yang telah bertugas terus menerus sebagai pengurus Persit 
Kartika Chandra Kirana dengan persyaratan sekurang-
kurangnya 24 tahun berdasarkan Surat Keputusan Ketua 
Umum Persit Kartika Chandra Kirana. 

	 Lencana Setia Bakti 24 tahun berbentuk Lambang Persit 
Kartika Chandra Kirana, dibuat dari emas asli bertujuan 
untuk memberikan penghargaan atas jasa anggota untuk 
meningkatkan kegairahan bekerja serta semangat berbakti.

c.	 Piagam Penghargaan
1)	 Piagam Penghargaan diberikan pada waktu serah terima 

jabatan oleh Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana 
kepada:

a)	 Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana Pengurus 
Pusat yang telah melaksanakan tugas secara aktif 
dengan penuh tanggung jawab.

b)	 Pemimpin Persit Kartika Chandra Kirana Gabungan, 
Daerah atau Cabang BS, yang telah melaksanakan 
tugas aktif dengan penuh tanggung jawab.

2)	 Piagam penghargaan ini diberikan pada waktu serah terima 
jabatan oleh Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, 
Gabungan, Daerah dan Cabang BS kepada Pengurus 
tingkat Daerah, Gabungan atau Cabang BS, Ketua 
Koordinasi Cabang, Cabang, Ranting BS dan Ranting atau 
Anak Ranting yang telah melaksanakan tugas secara aktif 
dan penuh tanggung jawab.
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PENYELESAIAN ADMINISTRASI

1.	 Lencana Jasa Karya.
a.	 Lencana Jasa Karya hanya diberikan satu kali kepada yang 

berhak.
b.	 Persyaratan pengajuan sebagai berikut:
	 Usul dari Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Gabungan, 

Daerah atau Cabang BS kepada Ketua Umum Persit Kartika 
Chandra Kirana bagi anggota yang dianggap berhak atau 
memenuhi persyaratan disertai lampiran.
1)	 Usulan dari Ketua Anak Ranting atau Ketua Ranting yang 

bersangkutan.
2)	 Uraian rinci tentang kecelakaan dan surat keterangan 

dokter dari rumah sakit yang merawat /uraian rinci tentang 
meninggalnya anggota tersebut.

3)	 Fotokopi KTA atau KPI anggota yang bersangkutan.
 
c.	 Tata cara pengusulan sebagai berikut:

1)	 Ketua tingkat kepengurusan yang bersangkutan 
mengajukan usul kepada tingkat kepengurusan satu tingkat 
di atas secara berjenjang sampai ke tingkat pusat untuk 
mendapatkan tanda penghargaan Lencana Jasa Karya 
bagi anggotanya yang mengalami kecelakaan sampai 
menderita cacat dalam menjalankan tugas organisasi.

2)	 Pengajuan usulan yang didasarkan pada laporan harus 
dilampiri surat bukti lengkap yang ditandatangani oleh 
pelapor, dikuatkan oleh kedua orang saksi yang mengetahui 
secara langsung peristiwa kecelakaan tersebut.

2.	 Lencana Setia Bakti Bina Utama.
a.	 Persyaratan pengajuan sebagai berikut.

1)	 Usulan dari Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana 
kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat selaku Pembina 
Utama Persit Kartika Chandra Kirana bagi Pembina Utama 
Persit Kartika Chandra Kirana terdahulu.

2)	 Persetujuan Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana 
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dan Surat Keputusan Ketua Umum Persit Kartika Chandra 
Kirana.

b.	 Tata cara pengusulan sebagai berikut.
	 Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana mengajukan usulan 

berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan selama 
menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat selaku Pembina 
Utama Persit Kartika Chandra Kirana senantiasa membina, 
membimbing dan mengarahkan Persit Kartika Chandra Kirana 
dalam melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat berhasil 
guna dan berdaya guna.

3.	 Lencana Setia Bakti Utama dan Lencana Setia Bakti Pratama
a.	 Persyaratan pengajuan sebagai berikut.

1)	 Usulan dari Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana 
kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat selaku Pembina 
Utama Persit Kartika Chandra Kirana bagi Ketua Umum 
atau Wakil Ketua Umum Persit kartika Chandra Kirana 
terdahulu yang berhak dan memenuhi persyaratan.

 2)	 Persetujuan Pembina Utama Persit Kartika Chandra 
Kirana, Surat Keputusan Ketua Umum Persit Kartika 
Chandra Kirana.

3)	 Apabila Wakil Ketua Umum menjadi Ketua Umum maka 
yang diberikan Lencana Setia bakti Utama adalah 
pemegang yang tertinggi.

b.	 Tata cara pengusulan.
	 Ketua Umum mengajukan usulan berdasarkan pertimbangan 

bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan 
sebagai berikut.
1)	 Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2)	 Mendampingi  tugas  suami  selama  menjabat  sebagai 

pimpinan TNI AD.
3)	 Tidak  melalaikan  tugas  dan  tanggung  jawab  terhadap 

keluarga dan organisasi.
4)	 Belum pernah menodai nama baik Persit Kartika Chandra 

Kirana.
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5)	 Tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan.
6)	 Tidak  pernah  terlibat  langsung  atau  tidak  langsung 

dalam suatu partai politik atau organisasi terlarang.

4.	 Lencana Setia Bakti 8 tahun, 16 tahun dan 24 tahun.
a.	 Masa bakti.

1)	 Yang dimaksud dengan masa bakti 8 tahun terus menerus 
adalah lamanya seorang anggota Persit Kartika Chandra 
Kirana menjabat terus menerus sebagai pengurus secara 
administrasi sekurang-kurangnya 8 tahun atau secara 
akumulatif (penjumlahan masa kerja) dengan bukti berita 
acara serah terima jabatan.

2)	 Yang dimaksud dengan masa bakti 16 tahun terus menerus 
adalah lamanya seorang anggota Persit Kartika Chandra 
Kirana menjabat terus menerus sebagai pengurus secara 
administrasi sekurang-kurangnya 16 tahun atau secara 
akumulatif (penjumlahan masa kerja) dengan bukti berita 
acara serah terima jabatan.

 
3)	 Yang dimaksud dengan masa bakti 24 tahun terus menerus 

adalah lamanya seorang anggota Persit Kartika Chandra 
Kirana menjabat terus menerus sebagai pengurus secara 
administrasi sekurang-kurangnya 24 tahun atau secara 
akumulatif dengan bukti berita acara serah terima jabatan.

4)	 Ketentuan khusus.
a)	 Bagi anggota Persit Kartika Chandra Kirana yang 

duduk dalam kepengurusan Dharma Pertiwi, Yayasan 
Kartika Jaya dan Posyandu dapat dimasukkan dalam 
penjumlahan masa kerja dengan melampirkan berita 
acara serah terima.

b)	 Bagi anggota Persit Kartika Chandra Kirana yang 
kepengurusannya berhenti karena kepindahan 
tugas suami di luar lingkup TNI AD sehingga yang 
bersangkutan berstatus sebagai anggota IKKT PWA, 
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maka penjumlahan masa kerja dapat dilakukan setelah 
yang bersangkutan kembali aktif di lingkungan Persit 
Kartika Chandra Kirana, dengan ketentuan bahwa 
selama di lingkungan pengurus IKKT PWA yang 
bersangkutan aktif sebagai pengurus IKKT Pragati 
Wira Anggini, dengan melampirkan Skep atau berita 
acara serah terima jabatan.

5)	 Apabila suami yang bersangkutan tidak kembali ke 
lingkungan TNI AD sampai menjelang akhir tugasnya, 
maka pengajuan tanda penghargaan Persit Kartika 
Chandra Kirana, tidak dapat diajukan sebelum yang 
bersangkutan pindah ke dalam satuan yang baru. Lencana 
tanda penghargaan Persit Kartika Chandra Kirana hanya 
dapat diajukan melalui jalur kepengurusan Persit Kartika 
Chandra Kirana secara berjenjang.

	 Catatan:
	 Apabila pada saat berada di lingkungan IKKT Pragati Wira 

Anggini yang bersangkutan tidak aktif sebagai pengurus, 
maka tidak ada penambahan masa kerja setelah kembali 
ke lingkungan Persit Kartika Chandra Kirana.

 
b.	 Persyaratan pengajuan sebagai berikut.

1)	 Usulan diajukan ketua tingkat kepengurusan Persit Kartika 
Chandra Kirana kepada Ketua satu tingkat di atas setelah 
mendapat persetujuan dari pembina dan secara berjenjang 
sampai ke tingkat pusat dengan persyaratan sebagai 
berikut:
a)	 Telah bertugas sebagai pengurus Persit Kartika 

Chandra Kirana, Yayasan Kartika Jaya, Dharma 
Pertiwi, Kader Posyandu dan IKKT PWA secara aktif 
dengan penuh tanggung jawab.

b)	 Belum  pernah  menodai  nama  baik  Persit  Kartika 
Chandra Kirana.
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c)	 Tidak melalaikan tugas dan tanggung jawab terhadap 
keluarga dan organisasi.

2)	 Berdasarkan persetujuan dan Surat Keputusan Ketua 
Umum Persit Kartika Chandra Kirana.

c.	 Tata cara pengusulan sebagai berikut.
1)	 Setiap Ketua kepengurusan Persit Kartika Chandra Kirana 

dapat mengusulkan anggotanya setelah melalui penelitian 
tim peneliti tanda penghargaan tingkat kepengurusan 
masing-masing secara berjenjang sampai ke tingkat pusat.

2)	 Pengusulan harus dilampiri:
a)	 Formulir permohonan tanda penghargaan secara 

berurutan  kepengurusan  Persit  Kartika  Chandra  
Kirana yang telah diisi.

b)	 Fotokopi surat nikah.
c)	 Fotokopi KTA dan KPI.
d)	 Fotokopi surat keputusan bagi yang pernah 

mendapatkan tanda penghargaan sebelumnya (8 
tahun atau 16 tahun).

e)	 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Jabatan, Berita 
Acara Pemberhentian atau Berita Acara Pengangkatan.

f)	 Berita acara serah terima jabatan fungsional, jika tidak 
ada dapat diganti dengan fotokopi Skep Jabatan suami. 
(misal: ketua cabang, ketua ranting dan lain-lain).

g)	 Formulir riwayat jabatan.
h)	 Menyertakan lembar checklist secara berjenjang.
i)	 Pengajuan	Lencana Setia Bakti	 maksimal 1 tahun 

sebelum memasuki masa pensiun .
j)	 Untuk kader Pos KB Kes Terpadu/ Posyandu yang 

belum memiliki BAST dapat menyertakan Surat 
Keterangan Saksi sesuai syarat sebagai berikut:

a)	 Kepengurusan Kader Pos KB Kes Terpadu/
Posyandu dalam periode sebelum tahun 2023 
dimana belum adanya Berita Acara Serah Terima 
Jabatan (BAST)..
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b)	 Surat Keterangan Saksi diketahui dan 
ditandatangani oleh Ketua tingkat kepengurusan 
yang bersangkutan.

3)	 Masing-masing persyaratan dibuat rangkap lima ( enam 
untuk sub anak ranting) setelah disetujui oleh ketua dan 
pembina sub anak ranting, anak ranting atau ranting, 
ranting BS, cabang, Koorcab, daerah, gabungan, atau 
cabang BS, kemudian diajukan kepada Ketua Umum 
Persit Kartika Chandra Kirana.

4)	 Waktu pengajuan untuk mendapatkan tanda penghargaan 
dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember.

PELAKSANAAN

1.	 Tata cara, pemberian tanda penghargaan dan piagam penghargaan:
a.	 Penyematan tanda penghargaan oleh:

1)	 Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana kepada Ketua 
Umum dan Wakil Ketua Umum, Pengurus Pusat, Para 
Ketua Daerah terdahulu, pada saat serah terima jabatan.

2)	 Ketua Gabungan, Daerah atau Cabang BS atas nama 
Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana kepada 
pengurus tingkat kepengurusan yang bersangkutan dan 
Para Ketua satu tingkat di bawahnya.

3)	 Ketua Koordinasi  Cabang, Cabang Ranting BS, Ranting 
atau Anak Ranting atas nama Ketua Umum Persit Kartika 
Chandra Kirana kepada anggota tingkat kepengurusannya 
dan para Ketua satu tingkat di bawahnya yang tidak dapat 
menyelenggarakan acara peringatan HUT, penyematan 
tanda penghargaan dapat disertakan pada tingkat 
kepengurusan jenjang ke atas yang menyelenggarakan.

4)	 Bagi para Ketua apabila tempat kedudukan tingkat 
kepengurusan satu tingkat di atasnya jauh, maka untuk 
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penyematan tanda penghargaan tersebut dapat disematkan 
oleh Pembina setempat. Waktu penyematan dilaksanakan 
pada acara pokok peringatan HUT Persit Kartika Chandra 
Kirana.

2.	 Tata cara pemakaian.
a.	 Dipakai pada upacara resmi dengan mengenakan Pakaian 

Seragam Resmi atau Seragam Upacara Persit Kartika Chandra 
Kirana.

b.	 Disematkan sejajar disebelah kiri lencana Persit kartika 
Chandra Kirana

c.	 Khusus untuk lencana Setia Bakti Bina Utama dipakai di dada 
sebelah kiri.

d.	 Dapat dipakai pada waktu upacara di taman makam Pahlawan.
e.	 Tidak dipakai bersamaan dengan pemakaian tanda 

penghargaan dari Dharma Pertiwi.

3.	 Tata cara pencabutan.
a.	 Pencabutan tanda penghargaan adalah hak mutlak Pengurus 

Pusat.
b.	 Tanda penghargaan Persit Kartika Chandra Kirana dapat 

dicabut apabila yang bersangkutan ternyata adalah 
1)	 Melakukan tindakan tercela sehingga menurut 

pertimbangan Pengurus Pusat atau pengurus tingkat yang 
bersangkutan tidak dapat dijadikan teladan.

2)	 Dengan keputusan pengadilan terkena hukuman karena 
melakukan kejahatan.

c.	 Lencana Jasa Karya dapat dicabut dengan Surat Keputusan 
Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana.

d.	 Pengusulan pencabutan tanda penghargaan Persit Kartika 
Chandra Kirana, dilakukan atas persetujuan Pembina tingkat 
kepengurusan yang bersangkutan dan selanjutnya secara 
berjenjang kepada Ketua Umum Persit Kartika Chandra 
Kirana.
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LAIN - LAIN

1.	 Tim peneliti tanda penghargaan dibentuk di masing-masing 
tingkat kepengurusan dari tingkat Pusat sampai dengan Sub Anak 
Ranting.

2.	 Tim tanda penghargaan beranggotakan 3 orang terdiri atas:
a.	 Seorang Ketua merangkap anggota.
b.	 Seorang Sekretaris merangkap anggota.
c.	 Seorang anggota.

3.	 Tim tanda penghargaan dibentuk berdasarkan Surat Tugas Ketua 
tingkat kepengurusan masing-masing.
a.	 Untuk Tingkat Pusat.

1)	 Ketua tim adalah Ketua Seksi Organisasi.
2)	 Sekretaris adalah Urusan Personalia.
3)	 Anggota adalah anggota Seksi Organisasi	sesuai 

kebutuhan
b.	 Untuk  tingkat  PG,  PD,  PCBS  sampai  dengan  Sub Anak 

Ranting.
1)	 Ketua tim adalah Ketua Seksi Organisasi tingkat 

kepengurusan yang bersangkutan.
2)	 Sekretaris  dan anggota  dijabat  oleh anggota Seksi 

Organisasi sesuai kebutuhan.

4.	 Tim tanda penghargaan bertugas untuk:
a.	 Meneliti dan menilai anggota yang memiliki persyaratan untuk 

menerima tanda penghargaan Persit Kartika Chandra Kirana.
b.	 Mengusulkan anggota yang memenuhi persyaratan kepada 

Ketua tingkat kepengurusan yang bersangkutan untuk 
diteruskan secara berjenjang kepada Ketua Umum Persit 
kartika Chandra Kirana.

c.	 Mengusulkan pencabutan tanda penghargaan apabila melalui 
penelitian terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan 
tanda penghargaan.
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PENUTUP

1.	 Hal-hal yang belum tercantum dalam petunjuk pelaksanaan ini 
dapat diatur dan disesuaikan dengan keperluan

2.	 Petunjuk pelaksanaan tentang Pemberian dan  Pencabutan Tanda 
Penghargaan Persit kartika Chandra Kirana berlaku sejak tanggal 
dikeluarkan.

dikeluarkan di Jakarta 
pada tanggal, 18 Juli 2023

Ketua Umum

Ny. Rahma Dudung Abdurachman

Kepada Yth
Ketua Persit Kartika Chandra Kirana 
Gabungan, Daerah dan Cabang BS di 
seluruh Indonesia

Tembusan:
1.	 Kepala Staf TNI Angkatan Darat 

selaku Pembina Utama Persit 
Kartika Chandra Kirana

2.	 Aspers Kasad
	 selaku Pembina Harian Persit 

Kartika Chandra Kirana 
	 Pengurus Pusat
3.	 Pembina Persit
	 Kartika Chandra Kirana
	 Gabungan, Daerah dan 
	 Cabang BS di seluruh Indonesia
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CONTOH FORMAT COVER DEPAN PENGAJUAN 
LENCANA SETIA BAKTI 

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran A Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor	 : Juklak/ 9 / VII / 2023  
Tanggal  	: 18 Juli 2023

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA
CABANG LVI KODIM 0909 KOORCAB REM 091

PD VI / MULAWARMAN

PENGAJUAN TANDA PENGHARGAAN
LENCANA SETIA BAKTI 8 TAHUN

NY. AMELIA EVIANTI
URUSAN BANTUAN SOSIAL & BEASISWA SEKSI SOSIAL

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA CABANG LVI 
KODIM 0909 KOORCAB REM 091 PD VI/MULAWARMAN

SANGATTA, DESEMBER 2023
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PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran B Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor   : Juklak/9/VII/2023 
Tanggal : 18 Juli 2023

FORMULIR PERMOHONAN TANDA PENGHARGAAN LENCANA 
SETIA BAKTI TAHUN PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

1.	 Pengurus yang mengusulkan :
2.	 Anggota yang diusulkan
	 Nama							       :
	 Jabatan						      :
	 Tingkat Kepengurusan		  :
3.	 Riwayat Jabatan

a.	 Aktif sebagai Pengurus Persit 
	 Kartika Chandra Kirana	 :
	 Waktu						      :
	 Jabatan					     :
b.	 Aktif sebagai Pengurus Persit 
	 Kartika Chandra Kirana	 :
	 Waktu						      :
	 Jabatan					     :
c.	 Aktif sebagai Pengurus Persit 
	 Kartika Chandra Kirana	 :
	 Waktu						      :
	 Jabatan					     :
d.	 Aktif sebagai Pengurus Persit 
	 Kartika Chandra Kirana	 :
	 Waktu						      :
	 Jabatan					     :
e.	 Aktif sebagai Pengurus Persit 
	 Kartika Chandra Kirana	 :
	 Waktu						      :
	 Jabatan					     :
f.	 Aktif sebagai Pengurus Persit 
	 Kartika Chandra Kirana	 :
	 Waktu						      :
	 Jabatan					     :
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g.	 Aktif sebagai Pengurus Persit 
	 Kartika Chandra Kirana	 :
	 Waktu						      :
	 Jabatan					     :

4.	 Menjadi istri anggota TNI-AD sejak :
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PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran C Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor   : Juklak/9/VII/2023 
Tanggal : 18 Juli 2023

Riwayat Jabatan 
 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini 
1. Nama    :   
 Tempat dan Tanggal Lahir  :   
 Anggota    :   
 Alamat    :   
 No. Hp    : 
 

        
2. Nama    :   
 Tempat dan Tanggal Lahir  :   
 Pangkat/NRP   :   
 Kesatuan    :   
 Alamat    :  

        
Riwayat Jabatan dalam Organisasi 

 
No Jabatan Dari 

Tahun Ranting Cabang Cabang BS Koorcab PG / PD / PCBS Ket. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jakarta,..............................  
Yang bersangkutan 

 
 

Ny. ...................................... 
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Lampiran D Petunjuk Pelaksanaan
Persit Kartika Chandra Kirana
Nomor	 : Juklak/9/VII/2023
Tanggal 	 : 18 Juli 2023

Mengetahui,
Ketua Tingkat Kepengurusan

........................................

Lampiran 

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
     PENGURUS PUSAT  

SURAT KETERANGAN SAKSI 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Saksi I 

1. Nama : Ny. .............................................................. 
Jabatan : Ketua Seksi Sosial....................................... 

..................................................................... 
Tingkat Kepengurusan : ..................................................................... 

..................................................................... 

Saksi II

2. Nama : ..................................................................... 
Jabatan : Kader Pos KB Kes Terpadu......................... 
Tingkat Kepengurusan : ..................................................................... 

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa : 

Nama   : ..................................................................... 
Jabatan  : ..................................................................... 
Tingkat Kepengurusan : ..................................................................... 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan adalah benar 
menjadi Pengurus Kader Pos KB Kes Terpadu.................................................... 
Selama ..............tahun, dari tahun.................... sampai tahun................ menjadi 
Pengurus Kader Pos KB Kes Terpadu..............................................untuk 
memenuhi persyaratan pengajuan Lencana Setia Bakti 8, 16 dan 24 tahun 
yang telah ditentukan oleh Persit Kartika Chandra Kirana Pengurus Pusat.

 ............. Tgl. ................ 2023 
  Saksi II  Saksi I 

............................. ...............................
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PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran E Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor   : Juklak/9/VII/2023 
Tanggal : 18 Juli 2023
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PETUNJUK PELAKSANAAN
Nomor: Juklak/ 10 / VII / 2023 

tentang
RAPAT KERJA PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 

PENDAHULUAN
1.	 Umum
	 Untuk  mengatur  tata  cara  Rapat  Kerja  Persit  Kartika Chandra 

Kirana, perlu dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan.

2.	 Tujuan
	 Petunjuk pelaksanaan ini disusun dengan tujuan untuk dapat 

digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan Rapat Kerja 
Persit Kartika Chandra Kirana sehingga terdapat ketertiban dan 
keseragaman.

3.	 Dasar
a.	 Anggaran Dasar Persit Kartika Chandra Kirana Bab III Pasal 

11 tentang musyawarah dan rapat ayat (2).
b.	 Anggaran Rumah Tangga Persit Kartika Chandra Kirana Bab 

III Pasal16 tentang Rapat Kerja.
c.	 Petunjuk Pelaksanaan Persit Kartika Chandra Kirana Nomor: 

Juklak/12/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 Tentang Rapat Kerja 
Persit Kartika Chandra Kirana.

PENYELESAIAN ADMINISTRASI
1.	 Untuk penyelenggaraan Rapat Kerja Pusat, Ketua Umum Persit 

Kartika Chandra Kirana mengajukan surat permohonan restu, 

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT
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arahan dan sambutan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat 
selaku Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana.

2.	 Membentuk kepanitiaan Rapat Kerja Pusat berdasarkan Surat 
Tugas Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana.

3.	 Surat Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana kepada Ketua 
Gabungan, Daerah dan Cabang BS agar mengirimkan hasil 
evaluasi pelaksanaan hasil Musyawarah Pusat yang lalu, termasuk 
saran, usul dan hambatan yang ada.

4.	 Melaporkan hasil Rapat Kerja Pusat kepada Kepala Staf TNI 
Angkatan Darat selaku Pembina Utama Persit Kartika Chandra 
Kirana, berupa laporan khusus.

5.	 Raker Gabungan, Daerah dan Cabang BS diselenggarakan segera 
setelah Mupus Persit Kartika Chandra Kirana.

6.	 Untuk pelaksanaan Rapat Kerja Gabungan, Daerah dan Cabang 
BS,masing-masing Ketua menyiapkan.
a.	 Permohonan restu, arahan dan sambutan kepada Pembina 

masing-masing.
b.	 Surat tugas untuk membentuk panitia rapat kerja.
c.	 Laporan umum sejak Rapat Kerja Gabungan, Daerah dan 

Cabang BS yang lalu.
d.	 Materi rapat kerja dalam bentuk penyampaian hasil 

Musyawarah Pusat (Mupus) dan Program Kerja Gabungan, 
Daerah dan Cabang BS.

7.	 Ketua Gabungan, Daerah, Cabang BS diwajibkan membuat 
laporan khusus tentang pelaksanaan rapat kerja untuk dikirim 
kepada:
a.	 Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana.
b.	 Pembina tingkat kepengurusan masing-masing. 
c.	 Ketua Dharma Pertiwi Daerah bagi yang mempunyai wilayah 

sebagai tembusan.

8.	 Laporan khusus pelaksanaan rapat kerja dikirimkan selambat- 
lambatnya satu bulan setelah pelaksanaan.
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PELAKSANAAN
1.	 Rapat Kerja Pusat diadakan menurut keperluan untuk:

a.	 Membahas pelaksanaan hasil Musyawarah Pusat yang  lalu 
sebagai masukan	 untuk Musyawarah Pusat berikutnya.

b.	 Membahas masalah yang dihadapi organisasi.

2.	 Rapat Kerja Pusat dihadiri oleh:
a.	 Pengurus Pusat.
b.	 Utusan  Pengurus  Gabungan,  Pengurus  Daerah,  Pengurus 

Cabang BS dan Pengurus Koorcab.
c.	 Anggota yang ditugasi tingkat pusat.
d.	 Pengurus Dharma Pertiwi Pengurus Pusat unsur Persit Kartika 

Chandra Kirana.

3.	 Rapat Kerja Gabungan, Daerah dan Cabang BS diadakan untuk:
a.	 Menyampaikan hasil Musyawarah Pusat.
b.	 Menyampaikan Program Kerja Tahunan.
c.	 Menyampaikan  petunjuk-petunjuk  yang  berkaitan  dengan 

organisasi.

4.	 Rapat Kerja Gabungan, Daerah dan Cabang BS dihadiri oleh:
a.	 Pengurus Gabungan, Daerah dan Cabang BS.
b.	 Utusan Pengurus Koorcab, Cabang, Ranting BS dan Ranting.
c.	 Perwakilan anggota yang ditugasi.
d.	 Anggota Persit	 Kartika Chandra Kirana yang menjadi Pengurus 

Dharma Pertiwi Tingkat Daerah.
 
5.	 Tempat pelaksanaan.

a.	 Di dalam ruangan.
b.	 Menghadirkan panji untuk Tingkat Pusat atau pataka untuk 

Tingkat Gabungan, Daerah dan Cabang BS.
c.	 Menghadirkan Bendera Merah Putih disebelah kanan Panji 

atau Pataka, dilengkapi Lambang Negara Bhinneka Tunggal 
Ika, gambar Presiden dan Wakil Presiden.

6.	 Pakaian.
a.	 Pakaian Seragam Upacara (PSU) dikenakan pada upacara 

pembukaan dan penutupan.
b.	 Pakaian Seragam Harian (PSH) dikenakan selama  

pelaksanaan rapat kerja.
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7.	 Susunan acara.
a.	 Untuk Rapat Kerja Pusat (Rakerpus).

1)	 Upacara pembukaan disusun sebagai berikut:
a)	 Pembukaan.
b)	 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
c)	 Himne Persit Kartika Chandra Kirana.
d)	 Sambutan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana.
e)	 Sambutan dan pengarahan Kepala Staf TNI Angkatan 

Darat selaku Pembina Utama Persit Kartika Chandra 
Kirana dan pernyataan pembukaan rapat kerja.

f)	 Penutup.
2)	 Denah upacara pembukaan rakerpus pada lampiran.
3)	 Pelaksanaan Rapat Kerja Pusat disusun sebagai berikut:

a)	 Pembacaan daftar hadir.
b)	 Pengarahan Ketua Umum Persit Kartika Chandra 

Kirana.
c)	 Pemaparan materi rapat kerja.
d)	 Tanya jawab.
e)	 Pembacaan rangkuman hasil rapat kerja.
f)	 Penutup.

4)	 Denah rakerpus pada lampiran.
5)	 Upacara penutupan disusun sebagai berikut:

a)	 Pembukaan. 
b)	 Penekanan Ketua Umum Persit Kartika Chandra 

Kirana dan pernyataan penutupan Rapat Kerja Pusat.
c)	 Mars Persit Kartika Chandra Kirana.
d)	 Doa.
e)	 Penutup.

b.	 Untuk Rapat Kerja Tingkat Gabungan, Daerah atau Cabang 
BS
1)	 Upacara pembukaan disusun sebagai berikut:

a)	 Pembukaan.
b)	 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
c)	 Himne Persit Kartika Chandra Kirana.
d)	 Sambutan Ketua Daerah, Gabungan atau Cabang BS.
e)	 Sambutan dan arahan Pembina tingkat kepengurusan 
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yang bersangkutan dan pernyataan dibukanya rapat 
kerja.

f)	 Doa.
g)	 Penutup.

2)	 Denah	upacara pembukaan Rakerda, Rakergab dan 
Rakercab BS pada lampiran.

3)	 Pelaksanaan Rapat Kerja disusun sebagai berikut:
a)	 Pembacaan daftar hadir.
b)	 Pengarahan Ketua Gabungan, Daerah atau Cabang 

BS.
c)	 Pembacaan laporan umum Ketua Gabungan, Daerah 

atau Cabang BS.
d)	 Penyampaian materi rapat kerja (penyampaian hasil 

Mupus, program kerja tahunan dan petunjuk lain yang 
berkaitan dengan organisasi).

e)	 Tanya jawab.
f)	 Perkenalan dan pengesahan calon pengurus.
g)	 Pembacaan rangkuman hasil rapat kerja.
h)	 Penutup.

4)	 Denah	Rakerda, Rakergab dan Rakercab BS pada 
lampiran. 

5)	 Upacara penutupan disusun sebagai berikut:
a)	 Pembukaan.
b)	 Penekanan  Ketua  Gabungan,  Daerah  atau  Cabang 

BS dan pernyataan penutupan rapat kerja.
c)	 Mars Persit Kartika Chandra Kirana.
d)	 Doa.
e)	 Penutup.

8.	 Undangan.
	 Upacara pembukaan.

a.	 Untuk Tingkat Pusat.
1)	 Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana.
2)	 Pembina  Harian  Persit  Kartika  Chandra  Kirana  Pengurus 

Pusat.
b.	 Untuk Tingkat Gabungan, Daerah atau Cabang BS.

1)	 Pembina tingkat kepengurusan yang bersangkutan.
2)	 Pembina Harian tingkat kepengurusan yang bersangkutan.
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PENUTUP
1.	 Hal-hal  yang  belum  tercantum  dalam  Petunjuk  Pelaksanaan ini 

dapat diatur dan disesuaikan dengan keperluan.
2.	 Petunjuk  pelaksanaan  tentang  Rapat  Kerja  Persit  Kartika 

Chandra Kirana ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Kepada Yth
Ketua Persit Kartika Chandra Kirana 
Gabungan, Daerah dan Cabang BS di 
seluruh Indonesia

Tembusan:
1.	 Kepala Staf TNI Angkatan Darat 

selaku Pembina Utama Persit 
Kartika Chandra Kirana

2.	 Aspers Kasad
	 selaku Pembina Harian Persit 

Kartika Chandra Kirana 
	 Pengurus Pusat
3.	 Pembina Persit
	 Kartika Chandra Kirana
	 Gabungan, Daerah dan 
	 Cabang BS di seluruh Indonesia

dikeluarkan di Jakarta 
pada tanggal, 18 Juli 2023

Ketua Umum

Ny. Rahma Dudung Abdurachman
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Nomor  : Juklak/10/VII/2023
Tanggal  : 18 Juli 2023

Pembawa acara dan Pembaca doa

Nomor 	 : Juklak/10/VII/2023
Tanggal 	 : 18 Juli 2023
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Pembawa acara dan Pembaca doa

Nomor  : Juklak/10/VII/2023
Tanggal  : 18 Juli 2023

DENAH RAPAT KERJA TINGKAT PUSAT

Nomor  : Juklak/10/VII/2023
Tanggal  : 18 Juli 2023

DENAH RAPAT KERJA TINGKAT PUSAT
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Nomor  : Juklak/10/VII/2023
Tanggal  : 18 Juli 2023

Lampiran C Petunjuk Pelaksanaan
Persit Kartika Chandra Kirana
Nomor	  : Juklak/10/VII/2023
Tanggal : 18 Juli 2023
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PETUNJUK PELAKSANAAN
Nomor: Juklak/ 11 / VII / 2023 

tentang
MUSYAWARAH PUSAT PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA  

PENDAHULUAN
1.	 Umum
	 Untuk mengatur tata cara pelaksanaan Musyawarah Pusat Persit 

Kartika Chandra Kirana perlu dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan.

2.	 Tujuan
a.	 Petunjuk Pelaksanaan ini disusun dengan tujuan untuk 

digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan 
Musyawarah Pusat Persit Kartika Chandra Kirana sehingga 
terdapat keseragaman dan ketertiban dalam pelaksanaan.

3.	 Dasar
a.	 Anggaran Dasar Persit Kartika Chandra Kirana Bab III Pasal 

11 tentang musyawarah dan rapat ayat (a). 1).
b.	 Anggaran Rumah Tangga Persit Kartika Chandra Kirana Bab 

III Pasal 15 tentang Musyawarah Pusat
c.	 Musyawarah Pusat merupakan lembaga tertinggi dalam 

organisasi Persit Kartika Chandra Kirana yang diselenggarakan 
setiap lima tahun sekali oleh Pengurus Pusat 

d.	 Petunjuk Pelaksanaan Persit Kartika Chandra Kirana Nomor: 
Juklak/13/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Musyawarah 
Pusat Persit Kartika Chandra Kirana

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT
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Penyelesaian administrasi
1.	 Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana mengajukan 

permohonan restu penyelenggaraan Musyawarah Pusat kepada:
a.	 Penasihat Persit Kartika Chandra Kirana.
b.	 Kepala Staf TNI Angkatan Darat selaku Pembina Utama Persit 

Kartika Chandra Kirana.
2.	 Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana menerbitkan:

a.	 Surat keputusan tentang penyelenggaraan Musyawarah 
Pusat.

b.	 Surat tugas untuk panitia Musyawarah Pusat.
3.	 Mengadakan	 pemeriksaan	 keuangan Seksi Ekonomi dan 

Bendahara.
4.	 Ketua	 Umum	Persit	 Kartika	Chandra Kirana mengajukan 

permohonan sambutan kepada:
a.	 Kepala Staf TNI Angkatan Darat selaku Pembina Utama Persit 

Kartika Chandra Kirana.
b.	 Penasihat Persit Kartika Chandra Kirana juga selaku Ketua 

Dharma Pertiwi.
5.	 Membuat tema Musyawarah Pusat.
6.	 Menyusun rencana kegiatan musyawarah dan anggaran.
7.	 Menyusun laporan umum sejak Musyawarah Pusat yang lalu.
8.	 Mengirimkan  laporan  khusus  selambat-lambatnya  satu  bulan 

setelah pelaksanaan Mupus kepada:
a.	 Kepala  Staf  TNI  Angkatan  Darat  selaku  Pembina  Utama 

Persit Kartika Chandra  Kirana.
b.	 Ketua Umum Dharma Pertiwi.

PELAKSANAAN
1.	 Musyawarah  Pusat  Persit  Kartika  Chandra  Kirana  diadakan 

untuk:
a.	 Menyempurnakan, mengubah, menetapkan dan mengesahkan 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persit Kartika 
Chandra Kirana. 

b.	 Menyusun dan mengesahkan Rencana Kerja Persit Kartika 
Chandra Kirana.

c.	 Menyempurnakan, mengubah, menetapkan dan mengesahkan 
ketentuan Atribut Persit Kartika Chandra Kirana.

2.	 Tata Tertib Persidangan.
a.	 Musyawarah Pusat dianggap sah apabila dihadiri sekurang- 

kurangnya 2/3 dari jumlah peserta.



132

b.	 Hak suara.
1)	 Hak suara hanya diberikan kepada para peserta.
2)	 Peninjau dapat memberikan tanggapan atau saran apabila 

diminta dan diizinkan oleh pemimpin sidang.
c.	 Pengambilan keputusan.

1)	 Keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk 
mufakat

2)	 Apabila tidak mencapai kesepakatan dengan cara 
musyawarah, maka keputusan dianggap sah apabila telah 
disetujui sekurang-kurangnya setengah dari suara yang 
hadir ditambah 1 suara.

3.	 Musyawarah Pusat diikuti oleh peserta dan peninjau.
a.	 Peserta terdiri atas:

1)	 Pengurus Pusat
2)	 Utusan PG, PD dan PCBS masing-masing 3 orang yaitu

a)	 Ketua
b)	 Wakil Ketua
c)	 Ketua Seksi Organisasi

3)	 Ketua Koorcab, Cabang dan Ranting BS di lingkungan PG 
Mabesad

4)	 Utusan Koorcab
5)	 Pembina Harian Persit Kartika Chandra Kirana Pengurus 

Pusat atau yang mewakili
b.	 Peninjau terdiri atas:

1)	 Anggota yang ditugasi
2)	 Pengurus  Dharma  Pertiwi  dari  unsur  Persit  Kartika 

Chandra Kirana
3)	 Pengurus Yayasan Kartika Jaya 

4.	 Undangan pada upacara pembukaan terdiri atas:
a.	 Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana.
b.	 Ketua Umum Dharma Pertiwi selaku Penasihat Persit Kartika 

Chandra Kirana.
c.	 Pejabat teras Mabesad dan pejabat tinggi TNI Angkatan Darat 

wilayah Jakarta.

5.	 Tempat pelaksanaan.
a.	 Di dalam ruangan.
b.	 Menghadirkan Bendera Merah Putih di sebelah kanan panji, 
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dilengkapi Lambang Negara, gambar Presiden dan Wakil 
Presiden.

6.	 Pakaian peserta
a.	 Pakaian Seragam Upacara (PSU) dikenakan pada acara 

pembukaan dan penutupan.
b.	 Pakaian Seragam Harian (PSH) dikenakan pada acara sidang 

paripurna.

7.	 Persidangan diatur sebagai berikut:
a.	 Ketua sidang adalah Ketua Umum Persit Kartika Chandra 

Kirana.
b.	 Wakil Ketua sidang adalah Wakil Ketua Umum Persit Kartika 

Chandra Kirana.
c.	 Tim perumus dibentuk atas persetujuan peserta sidang 

terdiri atas: Ketua, Sekretaris dan Anggota yang ditunjuk dari 
Pengurus Pusat, Gabungan, Daerah dan Cabang BS guna:
1)	 Menghimpun dan merumuskan hasil sidang.
2)	 Membacakan hasil rumusan.
3)	 Menyerahkan hasil rumusan kepada ketua sidang untuk 

disahkan.
d.	 Tim notulis Musyawarah Pusat ditunjuk dengan Surat Tugas 

Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana dan bertugas 
mencatat jalannya sidang sebagai masukan kepada sekretaris 
sidang atau tim perumus.

8.	 Susunan Acara.
a.	 Upacara pembukaan disusun sebagai berikut:

1)	 Pembukaan.
2)	 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
3)	 Himne Persit Kartika Chandra Kirana.
4)	 Sambutan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana.
5)	 Sambutan Ketua Umum Dharma Pertiwi selaku Penasihat 

Persit Kartika Chandra Kirana.
6)	 Pengarahan Kepala Staf TNI Angkatan Darat selaku 

Pembina Utama Persit Kartika Chandra Kirana, dilanjutkan 
pernyataan dibukanya Musyawarah Pusat.

7)	 Doa.
8)	 Penutup.

b.	 Denah upacara pembukaan (terlampir).
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c.	 Sidang Paripurna.
1)	 Pembukaan.
2)	 Pembacaan  daftar  hadir,  Rancangan  susunan  acara 

Musyawarah Pusat dan rancangan tata tertib sidang.
3)	 Pengesahan  daftar  hadir,  susunan  acara  Musyawarah 

Pusat dan tata tertib sidang.
4)	 Pembentukan dan pengesahan tim pengurus.
5)	 Pembacaan laporan umum Ketua Umum Persit Kartika 

Chandra Kirana.
6)	 Penjelasan materi Musyawarah Pusat Persit Kartika 

Chandra Kirana.
7)	 Sidang kelompok.

a)	 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & 
ART).

b)	 Rencana Kerja.
c)	 Atribut.

8)	 Pembacaan hasil sidang kelompok AD & ART Persit 
Kartika Chandra Kirana.

9)	 Pengesahan AD&ART Persit Kartika Chandra Kirana.
10)	Pembacaan hasil sidang kelompok Rencana Kerja Persit 

Kartika Chandra Kirana.
11)	Pengesahan Renja Persit Kartika Chandra Kirana.
12)	Pembacaan hasil sidang kelompok Atribut Persit Kartika 

Chandra Kirana.
13)	Pengesahan ketentuan Atribut Persit Kartika Chandra 

Kirana.
14)	Peragaan Seragam Organisasi.
15)	Penekanan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana.
16)	Laporan Tim Perumus.
17)	Pengesahan Hasil Tim Perumus. 
18)	Pembacaan Keputusan Musyawarah Pusat Persit Kartika 

Chandra Kirana.
19)	Pembacaan Risalah Sidang Paripurna.
20)	Pengesahan Risalah Sidang Paripurna. 
	 Catatan: untuk isoma menyesuaikan situasi.

d.	 Upacara Penutupan.
1)	 Pembukaan.
2)	 Sambutan Ketua Umum dilanjutkan pernyataan resmi 

penutupan Musyawarah Pusat Persit Kartika Chandra 
Kirana.

3)	 Mars Persit Kartika Chandra Kirana.

e.	 Penutup. 
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PENUTUP
1.	 Hal-hal yang belum tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan ini 

dapat diatur dan disesuaikan dengan keperluan.
2.	 Petunjuk pelaksanaan tentang Musyawarah Pusat Persit Kartika 

Chandra Kirana berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Kepada Yth
Ketua Persit Kartika Chandra Kirana 
Gabungan, Daerah dan Cabang BS di 
seluruh Indonesia

Tembusan:
1.	 Kepala Staf TNI Angkatan Darat 

selaku Pembina Utama Persit 
Kartika Chandra Kirana

2.	 Aspers Kasad
	 selaku Pembina Harian Persit 

Kartika Chandra Kirana 
	 Pengurus Pusat
3.	 Pembina Persit
	 Kartika Chandra Kirana
	 Gabungan, Daerah dan 
	 Cabang BS di seluruh Indonesia

dikeluarkan di Jakarta 
pada tanggal, 18 Juli 2023

Ketua Umum

Ny. Rahma Dudung Abdurachman
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PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran A Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor	 : Juklak/ 11 / VII / 2023  
Tanggal  : 18 Juli 2023

  DENAH UPACARA PEMBUKAAN MUSYAWARAH PUSAT 

  	   	  

Keterangan denah:
a.	 Gambar Presiden
b.	 Lambang Negara Bhinneka 

Tunggal Ika
c.	 Gambar Wakil Presiden
d.	 Bendera Merah Putih
e.	 Panji
f.	 Mimbar
g.	 Meja Pemimpin
h.	 Meja pembawa acara dan 

Pembaca doa
1.	 Pembina Utama Persit 

Kartika Chandra Kirana
2.	 Ketua Umum Dharma 

Pertiwi
3.	 Ketua Umum Persit Kartika 

Chandra Kirana

4.	 Undangan
5.	 Peserta 

6.	 Peninjau
a.	 Anggota yang ditugasi
b.	 Pengurus Dharma Pertiwi 

pengurus Pusat Unsur 
Persit Kartika Chandra 
Kirana

c.	 Calon Pengurus
d.	 Pendamping
e.	 Pengurus Yayasan 

Kartika Jaya
7.	 Pengurus Pusat Persit 

Kartika Chandra Kirana

6

g

h
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PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran B Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor	 : Juklak/ 11 / VII / 2023  
Tanggal  : 18 Juli 2023

  DENAH SIDANG PARIPURNA MUSYAWARAH PUSAT 
PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

  	   	  

Keterangan denah:
a.	 Gambar Presiden
b.	 Lambang Negara Bhinneka 

Tunggal Ika
c.	 Gambar Wakil Presiden
d.	 Bendera merah putih
e.	 Panji
f.	 Mimbar
g.	 Meja pemimpin
h.	 Meja pembawa acara dan 

pembaca doa
1.	 Ketua Sidang
2.	 Wakil Ketua Sidang
3.	 Pembantu Pemimpin

4.	 Pendamping
5.	 Tim Perumus
6.	 Peninjau
	 a)	 Anggota yang ditugasi
	 b)	 Pengurus Dharma Pertiwi
	 c)	 Pengurus Yayasan
7.	 Sekretaris Sidang
8.	 Tim Notulis
9.	 Pengurus Pusat
10.	Peserta

h
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PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran C Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor	 : Juklak/ 11 / VII / 2023  
Tanggal   : 18 Juli 2023

 DENAH SIDANG KELOMPOK MUSYAWARAH PUSAT
PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

  	   	  

Keterangan denah:
1.	 Ketua Sidang
2.	 Wakil Ketua Sidang
3.	 Sekretaris
4.	 Pendamping
5.	 Peserta
6.	 Peninjau
7.	 Meja Pemimpin

7

4 1 2 3

5 5

5 5

5 5

6 6
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PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran D Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor	 : Juklak/ 11 / VII / 2023  
Tanggal  : 18 Juli 2023

  DENAH UPACARA PENUTUPAN MUSYAWARAH PUSAT 

  	   	  

Keterangan denah:
a.	 Gambar Presiden
b.	 Lambang Negara Bhinneka 

Tunggal Ika
c.	 Gambar Wakil Presiden
d.	 Bendera Merah Putih
e.	 Panji
f.	 Mimbar
g.	 Meja Pemimpin
h.	 Meja pembawa acara dan 

Pembaca doa
1.	 Ketua Umum Persit Kartika 

Chandra Kirana
2.	 Wakil Ketua Umum Persit 

Kartika Chandra Kirana
3.	 Undangan
4.	 Peserta Utusan Daerah

5.	 Peninjau
a.	 Anggota yang ditugasi
b.	 Pengurus Dharma 

Pertiwi pengurus Pusat 
Unsur Persit Kartika 
Chandra Kirana

c.	 Calon Pengurus
d.	 Pendamping
e.	 Pengurus Yayasan 

Kartika Jaya
6.	 Pengurus Pusat Persit 

Kartika Chandra Kirana

5

g

3 33

44

44

44

55

3

1 2 h

6

6
6
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PETUNJUK PELAKSANAAN
Nomor: Juklak/ 12 / VII / 2023

 tentang
KUNJUNGAN KERJA 

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA  

PENDAHULUAN
1.	 Umum
	 Untuk mengatur tata cara Kunjungan Kerja di lingkungan Persit 

Kartika Chandra Kirana, perlu dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan 
tentang Kunjungan Kerja.

2.	 Tujuan
	 Petunjuk Pelaksanaan ini disusun dengan tujuan untuk 

digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kunjungan 
kerja di lingkungan Persit Kartika Chandra Kirana agar terdapat 
keseragaman dan ketertiban.

3.	 Dasar
a.	 Anggaran Rumah Tangga Persit Kartika Chandra Kirana Bab II 

Pasal 13 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus.
b.	 Petunjuk Pelaksanakan Persit Kartika Chandra Kirana Nomor: 

Juklak/14/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Kunjungan 
Kerja Persit Kartika Chandra Kirana.

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT
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PENYELESAIAN ADMINISTRASI
1.	 Tingkat kepengurusan yang akan melaksanakan kunjungan kerja 

memberitahukan tentang rencana kunjungan kerja dan jumlah 
rombongan kepada tingkat kepengurusan yang akan dikunjungi.

2.	 Tingkat kepengurusan yang dikunjungi membuat laporan khusus 
yang berisi tentang keadaan dan kegiatan.

PELAKSANAAN
1.	 Kunjungan Kerja.

a.	 Kunjungan kerja dilaksanakan sesuai jadwal program kerja.
b.	 Mengikuti kunjungan kerja dinas.

2.	 Tata Tertib.
a.	 Tempat di dalam ruangan.
b.	 Pakaian yang dikenakan pada acara kunjungan kerja adalah 

Pakaian Seragam Harian.
c.	 Susunan Acara

1)	 Pembukaan
2)	 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
3)	 Himne Persit Kartika Chandra Kirana.
4)	 Sambutan  Ketua  yang  dikunjungi  dilanjutkan  dengan 

pembacaan laporan khusus.
5)	 Pengarahan Ketua Umum atau Ketua tingkat kepengurusan 

yang melaksanakan kunjungan kerja.
6)	 Tanya jawab.
7)	 Mars Persit Kartika Chandra Kirana.
8)	 Doa.
9)	 Penutup.

 
3.	 Penyambutan.

a.	 Kunjungan kerja Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana 
atau Ketua tingkat kepengurusan yang mengadakan kunjungan 
kerja ke tingkat kepengurusan satu tingkat di bawahnya 
diterima dan dihadiri oleh:
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1)	 Pembina atau Pembina Harian tingkat kepengurusan yang 
dikunjungi.

2)	 Ketua dan Wakil Ketua tingkat kepengurusan yang 
dikunjungi

3)	 Pengurus tingkat kepengurusan yang dikunjungi.
4)	 Apabila dianggap perlu dapat menghadirkan Ketua tingkat 

kepengurusan yang sejajar  dengan  tingkat kepengurusan 
yang dikunjungi.

b.	 Kunjungan kerja Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana 
atau Ketua tingkat kepengurusan yang mengadakan kunjungan 
ke tingkat kepengurusan dua atau tiga tingkat di bawahnya 
diterima dan dihadiri oleh:
1)	 Pembina atau Pembina Harian tingkat kepengurusan yang 

dikunjungi.
2)	 Ketua dan Wakil Ketua tingkat kepengurusan yang 

dikunjungi.
3)	 Ketua Tingkat Kepengurusan di atas tingkat kepengurusan 

yang dikunjungi.

c.	 Contoh Penulisan Kain Rentang

	 TATAP MUKA
	 KETUA UMUM / KETUA PERSIT KARTIKA CHANDRA
	 KIRANA.............................DENGAN ANGGOTA PERSIT 

KARTIKA CHANDRA KIRANA PG, PD, PCBS, KOORCAB, 
CABANG, SAMPAI SUB ANAK RANTING ..............................

KOTA, TANGGAL .........................
 
Catatan:
Untuk tingkat kepengurusan yang akan dikunjungi membuat dan 
mengirimkan panduan kegiatan sebagai pedoman.
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PENUTUP
1.	 Hal-hal yang belum tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan ini 

dapat diatur dan disesuaikan dengan keperluan.
2.	 Petunjuk Pelaksanaan Kunjungan Kerja berlaku sejak tanggal 

dikeluarkan.

Kepada Yth
Ketua Persit Kartika Chandra Kirana 
Gabungan, Daerah dan Cabang BS di 
seluruh Indonesia

Tembusan:
1.	 Kepala Staf TNI Angkatan Darat 

selaku Pembina Utama Persit 
Kartika Chandra Kirana

2.	 Aspers Kasad
	 selaku Pembina Harian Persit 

Kartika Chandra Kirana 
	 Pengurus Pusat
3.	 Pembina Persit
	 Kartika Chandra Kirana
	 Gabungan, Daerah dan 
	 Cabang BS di seluruh Indonesia

dikeluarkan di Jakarta 
pada tanggal, 18 Juli 2023

Ketua Umum

Ny. Rahma Dudung Abdurachman
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PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor	 : Juklak/ 12 / VII / 2023  
Tanggal   : 18 Juli 2023

DENAH KUNJUNGAN KERJA
KETUA UMUM /KETUA PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 

KE TINGKAT KEPENGURUSAN KOORCAB SAMPAI SUB ANAK RANTING

  	   	  

Keterangan denah:
1.	 Ketua Umum/Ketua Persit Kartika Chandra Kirana
2.	 Ketua satu tingkat kepengurusan dari tingkat kepengurusan yang 

dikunjungi atau Ketua PG, PD dan PCBS yang dikunjungi
3.	 Pembina Harian tingkat kepengurusan yang dikunjungi
4.	 Ketua yang dikunjungi
5.	 Undangan/anggota
a.	 Gambar Presiden
b.	 Lambang Negara Bhinneka Tunggal Ika
c.	 Gambar Wakil Presiden
d.	 Kain Rentang
e.	 Mimbar
f.	 Pembawa acara dan Pembaca doa
g.	 Meja Pemimpin
h.	 Pengurus yang mengunjungi
i.	 Bendera merah putih
j.	 Pataka atau Vandel Persit Kartika Chandra Kirana
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PETUNJUK PELAKSANAAN
Nomor: Juklak/ 13/ VII / 2023 

tentang
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN 

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA  

PENDAHULUAN
1.	 Umum
	 Untuk ketertiban dan keseragaman dalam rangka melaksanakan 

kegiatan Hari Ulang Tahun Persit Kartika Chandra Kirana perlu 
adanya Petunjuk Pelaksanaan.

2.	 Tujuan
	 Petunjuk Pelaksanaan ini disusun dengan tujuan untuk digunakan 

sebagai pedoman dalam melaksanakan tata upacara kegiatan 
peringatan HUT Persit Kartika Chandra Kirana, sehingga terdapat 
ketertiban dan keseragaman.

3.	 Dasar
a.	 Pembukaan Anggaran Dasar Persit Kartika Chandra Kirana 

dan Program Kerja Persit Kartika Chandra Kirana Pengurus 
Pusat.

b.	 Anggaran Dasar Persit Kartika Chandra Kirana Bab I Pasal 
1-5 tentang Nama, Waktu, Tempat, Bentuk dan Kedudukan.

c.	 Petunjuk Pelaksanaan Persit Kartika Chandra Kirana: 
Juklak/15/II/2018 tangal 7 Februari 2018 Tentang Peringatan 
Hari Ulang Tahun Persit Kartika Chandra Kirana.

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT
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PENYELESAIAN ADMINISTRASI
1.	 Tema.
	 Tema dikeluarkan oleh Persit Kartika Chandra Kirana Pengurus 

Pusat.
2.	 Kepanitiaan Hari Ulang Tahun Persit Kartika Chandra Kirana 

disahkan dengan Surat Tugas Ketua Umum atau Ketua tingkat 
kepengurusan.

3.	 Untuk ketertiban administrasi diperlukan cap panitia.
4.	 Ketua panitia diwajibkan membuat rencana kegiatan dan anggaran.
5.	 Dana.
	 Besarnya dana ditentukan Ketua Umum atau Ketua atas 

persetujuan Pembina Utama atau Pembina masing-masing sesuai 
dengan kegiatan yang dilaksanakan.

6.	 Selesai penyelenggaraan kegiatan peringatan HUT Persit Kartika 
Chandra Kirana, Ketua Panitia membuat laporan kepada Ketua 
tingkat kepengurusan yang bersangkutan dan Ketua tingkat 
kepengurusan diwajibkan mengirim laporan khusus kepada Ketua 
Persit Kartika Chandra Kirana satu tingkat di atas dan Pembina 
yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah 
pelaksanaan.

PELAKSANAAN
1.	 Kegiatan terdiri atas:

a.	 Kegiatan Wajib:
1)	 Upacara ziarah.
2)	 Upacara puncak peringatan hari ulang tahun.

b.	 Kegiatan tambahan antara lain berupa:
1)	 Kegiatan sosial, donor darah dan lomba-lomba.
2)	 Kegiatan lain menyesuaikan tema, situasi dan kondisi 

masing-masing (doa bersama, ceramah, lomba 
keterampilan, olahraga, anjangsana, silahturahmi).

2.	 Upacara ziarah.
a.	 Upacara ziarah.
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	 Ziarah ke Taman Makam Pahlawan dilaksanakan secara 
serentak oleh semua tingkat kepengurusan tanggal 2 April, 
pukul 07.00 waktu setempat kecuali apabila tanggal 2 
bertepatan pada hari libur maka pelaksanaan dapat diajukan.

 	 Mengenakan Pakaian Seragam Upacara dengan Lencana 
Persit Kartika Chandra Kirana.

3.	 Susunan acara:
1)	 Penghormatan kepada arwah pahlawan.
2)	 Mengheningkan cipta.
3)	 Peletakan karangan bunga.
4)	 Penghormatan terakhir kepada arwah pahlawan.
5)	 Penutup.

a)	 Tabur Bunga.
b)	 Pengisian buku tamu (oleh ketua rombongan).

	 Catatan: Khusus PG, PD dan PCBS yang berkedudukan 
di Jakarta melaksanakan ziarah bersama-sama dengan 
Pengurus Pusat di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan 
dilanjutkan ziarah ke Ibu Ratu Aminah Hidayat (pendiri Persit 
Kartika Chandra). Untuk semua tingkat kepengurusan yang 
berkedudukan dalam satu kota, ziarah dapat dilaksanakan 
bersama.

b.	 Upacara puncak Hari Ulang Tahun Persit Kartika Chandra 
Kirana sebagai berikut:
1)	 Upacara puncak peringatan HUT Persit Kartika Chandra 

Kirana dilaksanakan secara serentak oleh Pengurus Pusat, 
Pengurus Gabungan, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang 
BS pada tanggal 3 April kecuali apabila bertepatan pada 
hari minggu atau hari besar maka pelaksanaan diundur 
hari berikutnya, tetapi tidak lebih dari seminggu.

2)	 Upacara dilaksanakan di dalam ruangan dilengkapi 
Bendera Merah Putih di atas standar, ditempatkan di 
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sebelah kanan Panji, Pataka atau vandel sesuai dengan 
tingkat kepengurusan masing-masing Pakaian PSR.

3)	 Upacara peringatan hari ulang tahun dihadiri oleh:
a)	 Penasihat.
b)	 Ketua Umum Dharma Pertiwi (tingkat pusat).
c)	 Pembina Utama atau Pembina tingkat kepengurusan.
d)	 Pengurus lengkap.
e)	 Anggota Persit Kartika Chandra Kirana
f)	 Undangan lain sesuai kebijaksanaan Ketua Umum 

atau Ketua tingkat kepengurusan masing-masing.
 

4)	 Susunan acara tingkat kepengurusan PG,PD, PCBS 
sampai Sub Anak Ranting.
a)	 Acara pokok.

(1)	 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
(2)	 Mengheningkan cipta.
(3)	 Himne Persit Kartika Chandra Kirana.
(4)	 Pembacaan/penayangan sejarah singkat Persit 

Kartika Chandra Kirana.
(5)	 Prakata Ketua Panitia.
(6)	 Penyematan Lencana Tanda Penghargaan Persit 

Kartika Chandra Kirana (menyesuaikan).
(7)	 Sambutan Pembina Persit Kartika Chandra Kirana.
(8)	 Sambutan Ketua Umum Persit Kartika Chandra 

Kirana.
(9)	 Mars Persit Kartika Chandra Kirana. 
(10)	Doa.

b)	 Acara tambahan (menyesuaikan).
(1)	 Penyematan lencana tanda penghargaan dengan 

didahului pembacaan nomor surat keputusan.
(2)	 Denah upacara peringatan pada lampiran.
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5)	 Susunan acara ditingkat Pusat sebagai berikut:
a)	 Acara pokok.

(1)	 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
(2)	 Mengheningkan cipta.
(3)	 Himne Persit Kartika Chandra Kirana.
(4)	 Pembacaan/penayangan sejarah singkat Persit 

Kartika Chandra Kirana.
(5)	 Prakata Ketua Panitia.
(6)	 Penyematan lencana tanda penghargaan Persit 

Kartika Chandra Kirana (menyesuaikan). 
(7)	 Sambutan	Ketua Umum Persit Kartika Chandra 

Kirana.
(8)	 Sambutan	Pembina Utama Persit Kartika Chandra 

Kirana
(9)	 Mars Persit Kartika Chandra Kirana. 
(10)	Doa.

b)	 Acara tambahan.

6)	 Denah terlampir.

LAIN-LAIN
1.	 Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

masing-masing dengan persetujuan Pembina tingkat kepengurusan 
yang bersangkutan.

2.	 Petunjuk Pelaksanaan ini digunakan sebagai pedoman bagi 
semua tingkat kepengurusan demi kelancaran dan ketertiban 
dalam penyelenggaraan peringatan HUT Persit Kartika Chandra 
Kirana.

3.	 Pelaksanaan upacara HUT Persit Kartika Chandra Kirana tidak 
boleh digabung dengan HUT Dharma Pertiwi.
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PENUTUP
1.	 Hal-hal yang belum tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan ini 

dapat diatur dan disesuaikan dengan keperluan.
2.	 Petunjuk pelaksanaan tentang tata cara upacara peringatan HUT 

Persit Kartika  Chandra Kirana berlaku  sejak tanggal dikeluarkan.

Kepada Yth
Ketua Persit Kartika Chandra Kirana 
Gabungan, Daerah dan Cabang BS di 
seluruh Indonesia

Tembusan:
1.	 Kepala Staf TNI Angkatan Darat 

selaku Pembina Utama Persit 
Kartika Chandra Kirana

2.	 Aspers Kasad
	 selaku Pembina Harian Persit 

Kartika Chandra Kirana 
	 Pengurus Pusat
3.	 Pembina Persit
	 Kartika Chandra Kirana
	 Gabungan, Daerah dan 
	 Cabang BS di seluruh Indonesia

dikeluarkan di Jakarta 
pada tanggal, 18 Juli 2023

Ketua Umum

Ny. Rahma Dudung Abdurachman
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PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor	 : Juklak/ 13 / VII / 2023  
Tanggal  : 18 Juli 2023

DENAH UPACARA HUT PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

  	   	  

Keterangan denah:
a.	 Gambar Presiden
b.	 Lambang Negara Bhinneka Tunggal Ika
c.	 Gambar Wakil Presiden
d.	 Bendera Merah Putih
e.	 Panji, Pataka atau Vandel
f.	 Mimbar
g.	 Meja pembawa acara dan pembaca doa
h.	 Undangan
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PETUNJUK PELAKSANAAN
Nomor: Juklak/ 14/ VII / 2023 

tentang
PERTEMUAN ANGGOTA PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA  

PENDAHULUAN

1.	 Umum

	 Untuk ketertiban dan keseragaman dalam rangka melaksanakan 
kegiatan Pertemuan Anggota Persit Kartika Chandra Kirana perlu 
adanya Petunjuk Pelaksanaan.

2.	 Tujuan

	 Petunjuk pelaksanaan ini disusun dengan tujuan untuk digunakan 
sebagai pedoman dalam melaksanakan Pertemuan Anggota 
Persit Kartika Chandra Kirana sehingga terdapat ketertiban dan 
keseragaman.

3.	 Dasar
a.	 Anggaran Rumah Tangga Persit Kartika Chandra Kirana BAB 

V Pasal14.
b.	 Program  Kerja  Persit  Kartika  Chandra  Kirana  Pengurus 

Pusat.

PENYELESAIAN ADMINISTRASI

1.	 Tingkat kepengurusan yang akan melaksanakan Pertemuan 
Anggota membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan 
selama berlangsung acara pertemuan anggota.

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT
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2.	 Menyiapkan tempat atau ruangan dan perangkat yang diperlukan.
3.	 Menyiapkan materi pengisian yang akan disampaikan.
4.	 Menyiapkan petugas acara.

PELAKSANAAN

1.	 Kegiatan yang dilaksanakan terdiri atas:
a.	 Kegiatan Pokok.

1)	 Kegiatan yang berkaitan dengan organisasi.
2)	 Pendidikan anggota/keterampilan atau ceramah-ceramah.

b.	 Kegiatan Tambahan.
	 Kegiatan tambahan dapat	 berupa arisan anggota atau 

perkenalan Anggota baru.

2.	 Tata tertib.
a.	 Tempat di dalam ruangan.
b.	 Pakaian  yang  digunakan  pada  acara  pertemuan  anggota 

adalah Pakaian Seragam Harian.
c.	 Susunan acara.

1)	 Acara Pokok:
a.	 Pembukaan.
b.	 Pembacan absensi.
c.	 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
d.	 Himne Persit Kartika Chandra Kirana.
e.	 Prakata penyelenggara.
f.	 Pengumuman seksi-seksi.
g.	 Pengarahan Ketua.
h.	 Tanya jawab.
i.	 Pendidikan anggota.
j.	 Mars Persit Kartika Chandra Kirana.
k.	 Do’a.
l.	 Penutup.

2)	 Acara Tambahan.
a)	 Perkenalan anggota baru.
b)	 Arisan.

d.	 Denah terlampir. 
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LAIN-LAIN
1.	 Pelaksanaan  kegiatan  disesuaikan  dengan  situasi  dan kondisi 

masing-masing tingkat kepengurusan yang bersangkutan.

2.	 Petunjuk pelaksanaan ini digunakan sebagai pedoman bagi semua 
tingkat kepengurusan guna keseragaman dalam pelaksanaan 
kegiatan tersebut.

PENUTUP
1.	 Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini, dapat 

dilaksanakan sesuai dengan keperluan.
2.	 Petunjuk pelaksanaan pertemuan anggota berlaku  sejak tanggal 

dikeluarkan.

Kepada Yth
Ketua Persit Kartika Chandra Kirana 
Gabungan, Daerah dan Cabang BS di 
seluruh Indonesia

Tembusan:
1.	 Kepala Staf TNI Angkatan Darat 

selaku Pembina Utama Persit 
Kartika Chandra Kirana

2.	 Aspers Kasad
	 selaku Pembina Harian Persit 

Kartika Chandra Kirana 
	 Pengurus Pusat
3.	 Pembina Persit
	 Kartika Chandra Kirana
	 Gabungan, Daerah dan 
	 Cabang BS di seluruh Indonesia

dikeluarkan di Jakarta 
pada tanggal, 18 Juli 2023

Ketua Umum

Ny. Rahma Dudung Abdurachman
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PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor	 : Juklak/ / 14  / VII / 2023  
Tanggal  	: 18 Juli 2023

DENAH PERTEMUAN ANGGOTA 
PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

Keterangan denah:
A.	 Gambar Presiden
B.	 Lambang Negara Bhinneka Tunggal Ika
C.	 Gambar Wakil Presiden
D.	 Mimbar
E.	 Meja pembawa acara dan Pembaca doa
F.	 Undangan
G.	 Meja ketua
H.	 Bendera merah putih
I.	 Pataka atau Vandel Persit Kartika Chandra Kirana

G
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PETUNJUK PELAKSANAAN
Nomor: Juklak/ 15/ VII / 2023 

tentang
TATA UPACARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN 

PERTANDINGAN OLAHRAGA DI LINGKUNGAN ORGANISASI 
PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

  

PENDAHULUAN

1.	 Umum
	 Untuk mengatur tata upacara pembukaan dan penutupan 

pertandingan olahraga di lingkungan organisasi Persit Kartika 
Chandra Kirana.

2.	 Maksud dan Tujuan
a.	 Petunjuk pelaksanaan ini dibuat dengan maksud agar 

terdapat keseragaman dan ketertiban dalam pelaksanaan tata 
upacara pembukaan dan penutupan pertandingan olahraga di 
lingkungan Persit Kartika Chandra Kirana.

b.	 Dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan pertandingan 
olahraga di lingkungan Persit Kartika Chandra Kirana.

3.	 Dasar
a.	 Ketentuan tata upacara pembukaan dan penutupan olahraga 

Persit Kartika Chandra Kirana hasil Musyawarah Pusat ke XII 
Persit Kartika Chandra Kirana tahun 2018.

b.	 Surat Keputusan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor:Skep/  17  /II	 /2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang 

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT
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penambahan buku petunjuk pelaksanaan tata upacara pembukaan 
dan penutupan pertandingan olahraga Persit Karika Chandra 
Kirana.

PENYELESAIAN ADMINISTRASI

1.	 Tema.
	 Tema  dikeluarkan  oleh  Persit  Kartika  Chandra  Kirana Pengurus 

Pusat

2.	 Kepanitiaan Pertandingan olahraga  disahkan dengan surat tugas 
Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana atau Ketua tingkat 
kepengurusan yang bersangkutan.

3.	 Ketua Panitia diwajibkan membuat rencana kegiatan pertandingan 
olahraga Persit Kartika Chandra Kirana dan laporan kegiatan 
pelaksanaan pertandingan olahraga.

PELAKSANAAN

1.	 Pejabat Upacara
	 a.	 Inspektur Upacara			  : 	Ketua Umum Persit Kartika 

Chandra Kirana/ Ketua tingkat 
kepengurusan yang bersangkutan

	 b.	 Ketua Pelaksana			   : 	Ketua Pelaksana
	 c.	 Wakil Ketua Pelaksana	 : 	Wakil Ketua Pelaksana
	 d. 	Komandan Upacara 		  : ......................................................
	 e. 	Perwira Upacara			   : ......................................................
	 f.  	Pembawa Acara			   : ......................................................
	 g. 	Cadangan					    : ......................................................
	 h. 	Pembawa Baki			   : ......................................................
	 i.	 Pembaca Doa				   : .......................................................

2.	 Kesatuan Upacara
a.	 Seluruh Kontingen		 : 1) 1 Kompi Kontingen Pengurus 

Gabungan/ tingkat 
kepengurusan gabungan.

								        2)	1 Kompi Kontingen Pengurus 
Daerah/tingkat kepengurusan 
daerah.
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							       	 3)	1 Kompi Kontingen 
Pengurus Cabang BS/tingkat 
kepengurusan cabang BS.

b.	 Kelompok Wasit

3.	 Pakaian

	 a.	 Inspektur					     : 	Pakaian  Olahraga  Persit  Kartika 
Chandra Kirana

	 b.	 Komandan Upacara 		  : 	Pakaian  Olahraga  Persit  Kartika 
Chandra Kirana

	 c.	 Undangan					    : 	Pakaian  Olahraga  Persit  Kartika 
Chandra Kirana.

	 d.	 Kontingen					     : 	Pakaian  Olahraga  Persit  Kartika 
Chandra Kirana.

4.	 Perlengkapan
a.	 Bendera Merah Putih sudah berkibar.
b.	 Mimbar upacara.
c.	 Sound system.
d.	 Meja piala.
e.	 Bendera kontingen dibawa oleh 1 orang peserta upacara.

5.	 Susunan Acara Pembukaan Pertandingan Olah Raga
a.	 Danup memasuki tempat upacara langsung mengambil alih 

Komando.
b.	 Inspektur Upacara tiba di tempat upacara.
c.	 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
d.	 Penghormatan pasukan.
e.	 Laporan Komandan Upacara.
f.	 Laporan Ketua Panitia. 
g.	 Pernyataan resmi pembukaan Pertandingan Olahraga oleh 

Irup.
h.	 Pembacaan Janji Wasit dan Atlit.
i.	 Amanat Inspektur Upacara.
j.	 Laporan Komandan Upacara.
k.	 Penghormatan pasukan.
l.	 Pembacaan Doa.
m.	 Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
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6.	 Susunan Acara Upacara Penutupan Pertandingan Olah Raga
a.	 Danup memasuki tempat upacara.
b.	 Inspektur Upacara tiba di tempat upacara.
c.	 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
d.	 Penghormatan pasukan.
e.	 Laporan Komandan Upacara.
f.	 Laporan Ketua Panitia.
g.	 Pernyataan resmi penutupan Pertandingan Olahraga oleh 

Irup.
h.	 Amanat Inspektur Upacara.
i.	 Laporan Komandan Upacara.
j.	 Penghormatan pasukan.
k.	 Pembacaan Doa.
l.	 Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
m.	 Upacara Selesai komandan upacara dapat membubarkan 

pasukan.

7.	 Upacara dihadiri oleh:
a.	 Pembina Utama (untuk tingkat pusat) atau Pembina 

Persit Kartika Chandra Kirana tingkat kepengurusan yang 
bersangkutan.

b.	 Pembina Harian.
c.	 Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana.
d.	 Warga Persit Kartika Chandra Kirana.
e.	 Undangan lain sesuai kebijaksanaan Ketua Umum/Ketua 

Persit Kartika Chandra Kirana tingkat kepengurusan yang 
bersangkutan.

8.	 Contoh Pernyataan Resmi Pembukaan Pertandingan Olah Raga.

9.	 Denah Upacara Pembukaan Dan Penutupan Olah Raga  
(terlampir).

“Pada hari ini Selasa tanggal ........................ 
Bulan...............2023, Pukul...........WIB/WITA/WIT

Pertandingan Olahraga HUT ke-77 Persit Kartika 
Chandra Kirana Tahun 2023, saya nyatakan 

dengan resmi dibuka”.
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PENUTUP

1.	 Hal-hal yang belum tercantum dalam petunjuk pelaksanaan ini 
akan diatur sesuai dengan keperluan.

2.	 Petunjuk pelaksanaan tentang tata cara upacara pembukaan/
penutupan pertandingan olahraga Persit Kartika Chandra Kirana 
ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Kepada Yth
Ketua Persit Kartika Chandra Kirana 
Gabungan, Daerah dan Cabang BS di 
seluruh Indonesia

Tembusan:
1.	 Kepala Staf TNI Angkatan Darat 

selaku Pembina Utama Persit 
Kartika Chandra Kirana

2.	 Aspers Kasad
	 selaku Pembina Harian Persit 

Kartika Chandra Kirana 
	 Pengurus Pusat
3.	 Pembina Persit
	 Kartika Chandra Kirana
	 Gabungan, Daerah dan 
	 Cabang BS di seluruh Indonesia

dikeluarkan di Jakarta 
pada tanggal, 18 Juli 2023

Ketua Umum

Ny. Rahma Dudung Abdurachman
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DENAH UPACARA PEMBUKAAN PERTANDINGAN OLAHRAGA HUT 
PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

Keterangan:
1.	 Irup
2.	 Ajudan Irup
3.	 Danup
4.	 Undangan
5.	 Ketua Pelaksana
6.	 Pembaca Janji Wasit
7.	 Pembaca Janji Atlit
8.	 Pok Wasit
9.	 Kontingen PG Mabesad
10.	Kontingen PG Kostrad
11.	 Kontingen PD
12.	Kontingen PCBS
13.	Protokol/MC
14.	Pembaca Do’a
 

a.	 Bendera Merah Putih
b.	 Bendera Olah Raga 

Persit Pusat
c.	 Tempat Laporan
d.	 Komandan PG, PD dan 

PCBS
e.	 Pembawa Bendera 

Kontingen

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran A Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor	 : Juklak/ 15 / VII / 2023  
Tanggal  	: 18 Juli 2023
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DENAH UPACARA PENTUPAN PERTANDINGAN OLAHRAGA
 HUT PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

Keterangan:
1.	 Irup
2.	 Ajudan Irup
3.	 Danup
4.	 Undangan
5.	 Ketua Pelaksana
6.	 Pok Wasit
7.	 Kontingen PG Mabesad
8.	 Kontingen PG Kostrad
9.	 Kontingen PG
10.	Kontingen PCBS

11.	 Pembaca Doa
12.	Pembawa Acara
a.	 Bendera Merah Putih
b.	 Bendera Olahraga Persit Pusat
c.	 Pusat Tempat Laporan
d.	 Komandan PG, PD dan PCBS
e.	 Pembawa Bendera Kontingen

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran B Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor	 : Juklak/ 15 / VII / 2023  
Tanggal  	: 18 Juli 2023
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PETUNJUK PELAKSANAAN
Nomor: Juklak/ 16/ VII / 2023 

tentang
PEMBERIAN BEASISWA PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 

BAGI PUTRA PUTRI, ANAK YATIM, YATIM PIATU DAN ANAK 
BERKEBUTUHAN KHUSUS SERTA DANA KESEHATAN 

KELUARGA TNI AD

PENDAHULUAN

1.	 Umum
	 Untuk menunjang kelangsungan pendidikan putra putri, yatim, 

yatim piatu dan anak berkebutuhan khusus serta dana Kesehatan 
bagi keluarga di lingkungan TNI - AD.

2.	 Tujuan
a.	 Petunjuk Pelaksanaan ini disusun dengan tujuan untuk 

dijadikan pedoman dalam melaksanakan pemberian bantuan 
beasiswa Persit Kartika Chandra Kirana.

b.	 Agar anak yatim dan yatim piatu di lingkungan TNI AD serta 
putra putri Tamtama, Bintara dan Pegawai Negeri Sipil 
Golongan I, II TNI AD tetap dapat mengikuti pendidikan.

c.	 Agar anak berkebutuhan khusus fisik, mental dan ganda/multi 
keluarga TNI AD tetap dapat mengikuti pendidikan. 

d.	 Dana Kesehatan sebagai bentuk bantuan untuk membantu 
terapi atau proses pengobatan pengidap sakit berat bagi 
keluarga TNI AD

e.	 Dana anak berkebutuhan khusus sebagai bentuk bantuan 

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT
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untuk membantu terapi atau proses pengobatan bagi anak 
berkebutuhan khusus, yang tidak bersekolah di Sekolah Luar 
Biasa (SLB)

3.	 Dasar
a.	 Petunjuk Pelaksanaan Persit Kartika Chandra Kirana nomor: 

Juklak /18/II/2018 Persit Kartika Chandra Kirana bagi anak 
yatim, yatim piatu dan anak berkebutuhan khusus keluarga 
TNI AD serta bagi putra putri Tamtama, Bintara dan Pegawai 
Negeri Sipil Golongan I, II TNI AD.

b.	 Surat Keputusan Ketua Umum Persit Kartika Chandra 
Kirana nomor:Skep/44/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang 
pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Persit Kartika Chandra 
Kirana.

c.	 Kerjasama antara Yayasan Kartika Asih dengan Persit 
Kartika Chandra Kirana berbentuk Nota Kesepakatan yang 
ditandatangani tanggal 8 Mei 2002  di Jakarta.

d.	 Bekerjasama dengan Yayasan Kartika Jaya.

Penggolongan
1.	 Bantuan dana pendidikan bagi anak yatim, yatim piatu keluarga 

TNI AD yang ayahnya meninggal dunia karena tugas operasi 
(Dharma Nusa) dan yang meninggal karena Latihan di satuannya.

2.	 Beasiswa prestasi untuk putra putri Tamtama, Bintara serta 
Pegawai Negeri Sipil golongan I, II TNI AD untuk tingkat SD, SMP, 
SMA / SMK dan Perguruan Tinggi.

3.	 Beasiswa bagi anak berkebutuhan khusus keluarga TNI AD yang 
bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB).

 
4.	 Dana Kesehatan pengidap sakit berat diberikan kepada keluarga 

di lingkungan TNI AD.

5.	 Dana anak berkebutuhan khusus diberikan kepada anak 
berkebutuhan khusus di lingkungan TNI AD yang tidak bersekolah 
di Sekolah Luar Biasa (SLB).
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Penyelesaian Administrasi
1.	 Pengajuan permohonan

a.	 Pengajuan bantuan dana pendidikan bagi anak yatim, yatim 
piatu keluarga TNI AD yang ayahnya meninggal dunia karena 
tugas operasi dan yang meninggal karena latihan di satuannya. 
Permohonan dana pendidikan diajukan secara berjenjang di 
semua tingkat kepengurusan Persit Kartika Chandra Kirana 
kepada Yayasan Kartika Asih (YKA) melalui Persit Kartika 
Chandra Kirana Pengurus Pusat, dengan menyertakan surat 
keterangan yang diperlukan.

b.	 Pengajuan beasiswa prestasi dan anak berkebutuhan khusus 
yang	 bersekolah di SLB. Permohonan beasiswa diajukan 
secara berjenjang di semua tingkat kepengurusan Persit 
Kartika Chandra Kirana kepada Ketua Umum Persit Kartika 
Chandra Kirana dengan melengkapi persyaratan sesuai 
ketentuan yang ditetapkan.

c.	 Pengajuan dana  kesehatan  pengidap  sakit berat  dan Anak 
Berkebutuhan Khusus di lingkungan TNI AD Permohonan 
dana  kesehatan  diajukan  secara  berjenjang  di tingkat 
kepengurusan	Persit	 Kartika Chandra  Kirana  kepada  Ketua  
Umum  Persit  Kartika Chandra Kirana dengan melengkapi 
persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

2.	 Penyaluran bantuan
a.	 Bantuan dana	pendidikan	dan dana kesehatan ditentukan 

sebagai berikut: 
1)	 Anak yatim dan yatim piatu keluarga TNI AD Dharma Nusa 

dan yang ayahnya meninggal karena latihan di satuannya.
	 Bantuan dana pendidikan diberikan oleh Yayasan Kartika 

Asih setelah disetujui oleh Ketua Umum Persit Kartika 
Chandra Kirana dan disalurkan langsung kepada yang 
bersangkutan melalui proses transfer nomor rekening 
bank.

2)	 Beasiswa prestasi dan anak berkebutuhan khusus yang 
bersekolah di SLB. Bantuan beasiswa diberikan setelah 
disetujui oleh Ketua Umum Persit Kartika Chandra 
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Kirana dan disalurkan secara berjenjang kepada yang 
bersangkutan melalui proses transfer nomor rekening 
bank.

3)	 Dana Kesehatan pengidap sakit berat dan dana anak 
berkebutuhan khusus diberikan setelah disetujui oleh 
Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana dan disalurkan 
secara berjenjang kepada yang bersangkutan melalui 
proses transfer nomor rekening bank.

b.	 Jumlah penerima bantuan diatur sebagai berikut:
1)	 Bantuan dana pendidikan yatim, yatim piatu keluarga TNI 

AD Dharma Nusa dan yang ayahnya meninggal dunia 
karena latihan di satuannya. Bantuan dana pendidikan 
diberikan bagi putra putri yang masih dalam tanggungan 
sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan dari 
tingkat pendidikan Taman Kanak-kanak sampai dengan 
Perguruan Tinggi.

2)	 Beasiswa prestasi dan anak berkebutuhan khusus yang 
bersekolah di SLB diberikan hanya 1 (satu) anak dalam 
satu keluarga untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA/
SMK, SLB dan Perguruan Tinggi.

3)	 Dana kesehatan diberikan kepada pengidap sakit berat di 
lingkungan keluarga TNI AD.

4)	 Dana anak berkebutuhan khusus diberikan kepada anak 
berkebutuhan khusus di lingkungan TNI AD. Yang tidak 
bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB).

c.	 Besarnya bantuan
1)	 Anak yatim dan yatim piatu keluarga TNI AD Dharma 

Nusa dan yang ayahnya meninggal dunia karena latihan di 
satuannya .

	 Jumlah bantuan dana pendidikan yang diberikan ditentukan 
sesuai kebijaksanaan Ketua Umum Persit Kartika Chandra 
Kirana yang disesuaikan dengan kondisi keuangan 
Yayasan Kartika Asih.
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	 Besarnya dana beasiswa:
TK			  : Rp   200.000,00
SD			  : Rp   400.000,00
SMP		  : Rp   600.000,00
SMA		  : Rp   800.000,00
PT			   : Rp1.000.000,00

2)	 Beasiswa	 prestasi dan beasiswa anak berkebutuhan 
khusus yang bersekolah di SLB. Besarnya dana ditentukan 
oleh Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana yang 
disesuaikan dengan kondisi keuangan Yayasan Kartika 
Jaya.

	 Besarnya dana beasiswa:
SD			  : Rp250.000,00
SMP		  : Rp300.000,00
SMA		  : Rp350.000,00
SLB		  : Rp400.000,00
PT			   : Rp500.000,00

3)	 Dana	 kesehatan	bagi	 pengidap	sakit	 berat keluarga 
TNI AD. Besarnya dana ditentukan oleh Ketua Umum Persit 
Kartika Chandra Kirana bekerjasama dengan Yayasan 
Kartika Jaya.

	 Besarnya dana bantuan: 
	 Pengidap sakit berat: Rp1.000.000,00
 
4)	 Dana Anak Berkebutuhan Khusus, yang tidak bersekolah di 

SLB ditentukan oleh Ketua Umum Persit Kartika Chandra 
Kirana  bekerjasama dengan Yayasan Kartika Jaya.

	 Besarnya dana bantuan:
- Anak berkebutuhan khusus fisik	 : Rp400.000,00
- Anak berkebutuhan khusus mental	 : Rp400.000,00
- Anak berkebutuhan khusus Ganda/Multi 	: Rp500.000,00

3.	 Waktu Pemberian
1)	 Beasiswa prestasi dan beasiswa SLB, dana kesehatan serta 

dana anak berkebutuhan khusus saat ini diberikan satu tahun 
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sekali, selanjutnya menyesuaikan dengan kondisi keuangan 
Yayasan Kartika Jaya.

2)	 Bantuan dana pendidikan anak yatim, yatim piatu keluarga TNI 
AD Dharma Nusa dan yang ayahnya meninggal dunia karena 
latihan di satuannya, saat ini diberikan dua kali dalam satu 
tahun, selanjutnya menyesuaikan dengan kondisi keuangan 
Yayasan Kartika Asih.

4.	 Penghentian bantuan
a.	 Yatim dan yatim piatu keluarga TNI AD

1)	 Setelah tamat sekolah/kuliah.
2)	 Menikah.
3)	 Bekerja atau mengakhiri sekolah/kuliah sebelum waktunya.
4)	 Meninggal dunia.
5)	 Apabila warakawuri menikah kembali.

b.	 Beasiswa prestasi untuk tingkat SD, SMP, SMA/SMK dan 
Perguruan Tinggi.
1)	 Telah tamat pendidikan SD, SMP, SMA/SMK dan Perguruan 

Tinggi.
2)	 Menikah.
3)	 Bekerja  atau  mengakhiri  sekolah/kuliah  sebelum 

waktunya.
4)	 Prestasi belajar menurun di bawah persyaratan yang telah 

ditentukan.
5)	 Meninggal dunia.
6)	 Orang tua pensiun.

c.	 Beasiswa anak berkebutuhan khusus
1)	 Telah mencapai batas umur yang telah ditentukan.
2)	 Menikah.
3)	 Bekerja  atau  mengakhiri  sekolah/kuliah  sebelum 

waktunya.
4)	 Tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
5)	 Meninggal dunia.
6)	 Orang tua pensiun.



169

d.	 Dana kesehatan pengidap sakit berat dan Anak Berkebutuhan 
Khusus.
1)	 Yang bersangkutan meninggal dunia.
2)	 Yang bersangkutan sudah sembuh/sehat.
3)	 Anak yang bersangkutan menikah.
4)	 Orang tua pensiun.

SYARAT-SYARAT PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA DAN DANA 
KESEHATAN

1.	 Persyaratan Umum
a.	 Bagi anak yatim dan yatim piatu keluarga TNI AD Dharma 

Nusa dan yang ayahnya meninggal dunia karena latihan di 
satuannya.
1)	 Putra putri dari anggota TNI AD yang meninggal dunia 

sewaktu masih dinas aktif.
2)	 Dana  pendidikan  diberikan  dari  tingkat pendidikan Taman 

Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi.

b.	 Bagi putra putri Tamtama, Bintara dan Pegawai Negeri Sipil 
golongan I, II TNI AD adalah
1)	 Siswa SD, SMP , SMA/SMK dengan syarat:

(a)	 Umur maksimal 19 (sembilan belas) tahun. 
(b)	 Nilai rata-rata prestasi untuk nilai wilayah Indonesia 

Timur ( PD XVI/ Pattimura, PD XVII/ Cenderawasih, 
PD XVIII/ Kasuari, PD IX/ Udayana “NTT”) minimal 
8 (delapan) atau B+ untuk wilayah Indonesia Barat 
(SD: 9,0, SMP: 8,7, SMA/SMK: 8,7). Untuk nilai bisa 
berubah berdasarkan tingkat nilai dan kondisi keuangan 
Yayasan Kartika Jaya.

(c)	 Menunjukkan kesungguhan belajar.

2)	 Mahasiswa perguruan tinggi dengan syarat:
(a)	 Umur maksimal 24 (dua puluh empat) tahun.
(b)	 Indeks prestasi (IPK) wilayah IndonesiaTimur ( PD XVI/ 

Pattimura, PD XVII/ Cenderawasih, PD XVIII/ Kasuari, 
PD IX/ Udayana “NTT”) dengan nilai 3,0 dan wilayah 
Indonesia Barat dengan nilai 3,5.

(c)	 Menunjukkan kesungguhan belajar.
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3)	 Bagi anak berkebutuhan khusus dan pengidap sakit berat
(a)	 Yang bersangkutan tidak dapat beraktifitas sendiri.
(b)	 Yang bersangkutan dalam proses terapi dan 

pengobatan.
(c)	 Kriteria pengidap sakit berat antara lain: mengalami 

stroke, gagal ginjal, jantung dan kanker.(mengidap 
sakit berat pada organ vital kehidupan)

2.	 Persyaratan Administrasi
a.	 Bagi anak yatim, yatim piatu keluarga TNI AD Dharma Nusa 

dan yang ayahnya meinggal dunia karena latihan di satuannya.
1)	 Menyerahkan surat keterangan dari komandan satuan 

terakhir tempat almarhum bertugas atau Komandan 
Kodim setempat yang menyatakan bahwa anak 
tersebut benar-benar anak almarhum.

2)	 Surat keterangan kematian dari dokter atau kesatuan 
yang berwenang. 

3)	 Surat keterangan kepala sekolah atau lembaga 
pendidikan di mana anak tersebut belajar, yang 
menyatakan kesungguhan belajar dan sikap mental 
bersangkutan.

4)	 Dua lembar pas foto berwarna ukuran 3 x 4.
5)	 Fotokopi Kartu Keluarga.
6)	 Fotokopi raport dan transkrip nilai terakhir disahkan 

oleh sekolah atau lembaga pendidikan.

b.	 Bagi  putra putri  Tamtama,  Bintara  dan  Pegawai Negeri Sipil 
golongan I, II TNI AD
1)	 Mengisi Formulir Al dan B untuk beasiswa SD, SMP, SMA/

SMK dan Perguruan Tinggi.
2)	 Surat keterangan kepala sekolah atau lembaga pendidikan 

di mana anak tersebut belajar, yang menyatakan 
kesungguhan dan sikap mental siswa yang bersangkutan.

3)	 Fotokopi STTB dan salinan raport terakhir yang disahkan 
oleh Kepala sekolah.

4)	 Dua lembar pas foto berwarna ukuran 3 x 4.
5)	 Fotokopi Kartu Keluarga.
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c.	 Beasiswa	 bagi anak berkebutuhan khusus yang bersekolah 
di SLB.
1)	 Mengisi Formulir A2 dan B.
2)	 Surat keterangan kepala sekolah luar biasa atau pimpinan 

lembaga pendidikan yang menyatakan anak tersebut 
masih mengikuti pendidikan.

3)	 Surat keterangan dari dokter umum atau dokter ahli syaraf 
dan jiwa.

d.	 Dana kesehatan bagi pengidap sakit berat dan dana anak 
berkebutuhan khusus
1)	 Surat keterangan dari dokter yang merawat dapat berupa 

diagnosa dokter atau hasil pemeriksaan penunjang.
2)	 Surat keterangan dari kesatuan.
3)	 Foto post card berwarna (seluruh badan).
4)	 Fotokopi Kartu Keluarga.

 
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN LAPORAN

1.	 Pengawasan
	 Untuk tercapainya maksud dan tujuan pemberian bantuan 

beasiswa dan dana kesehatan maka tingkat kepengurusan 
penerima bantuan diharapkan dapat membantu dan mengawasi 
dalam hal:
a.	 Kelengkapan administrasi
b.	 Kelancaran penyaluran dan penggunaan bantuan
c.	 Sikap mental siswa penerima beasiswa
d.	 Kondisi anak berkebutuhan khusus dan pengidap sakit berat

2.	 Laporan
a.	 Mengirimkan pengajuan baru dan pembaharuan data beasiswa 

prestasi, beasiswa anak berkebutuhan khusus yang bersekolah 
di SLB serta dana Kesehatan sesuai dengan permintaan data 
dari Persit Kartika Chandra Kirana Pengurus Pusat.

b.	 Apabila siswa penerima beasiswa dan dana kesehatan 
sudah pindah, dana tetap diberikan melalui nomor rekening 
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yang sudah terdaftar, sesuai dengan persyaratan yang sudah 
ditetapkan.

c.	 Bagi siswa yang telah mendapatkan bantuan beasiswa 
diwajibkan mengirimkan fotokopi setiap semester yang telah 
dilegalisir oleh kepala sekolah atau lembaga pendidikan yang 
bersangkutan.

d.	 Bagi siswa yang telah lulus dan mengikuti tingkat pendidikan 
selanjutnya diwajibkan untuk mengirimkan fotokopi STTB dan 
surat keterangan dari kepala sekolah yang baru.

e.	 Bagi siswa yang telah menyelesaikan pendidikan atau 
tidak melanjutkan sekolah lagi diharuskan melapor kepada 
Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana melalui tingkat 
kepengurusan masing-masing secara berjenjang.

f.	 Mengirimkan laporan pertanggungjawaban dana beasiswa 
prestasi, beasiswa anak berkebutuhan khusus yang bersekolah 
di SLB dan dana kesehatan pengidap sakit berat serta dana 
anak berkebutuhan khusus setelah bantuan diterima.

LAIN - LAIN

1.	 Masing-masing tingkat kepengurusan Persit Kartika Chandra 
Kirana diharapkan dapat memiliki berkas administrasi dari anak 
penerima beasiswa dan dana kesehatan yang menjadi tanggung 
jawab pengawasannya.

2.	 Dana pendidikan adalah bantuan dana untuk putra putri yatim dan 
yatim piatu bagi keluarga TNI AD Dharma Nusa.

3.	 Beasiswa prestasi adalah bantuan dana yang diberikan berdasarkan 
pengajuan dengan persyaratan yang sudah ditentukan.

4.	 Beasiswa anak berkebutuhan khusus adalah bantuan dana yang 
diberikan untuk anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di 
SLB.

5.	 Dana kesehatan adalah bantuan dana yang diberikan kepada 
pengidap sakit berat.

6.	 Dana anak berkebutuhan khusus adalah bantuan dana yang 
diberikan kepada anak berkebutuhan khusus yang tidak bersekolah 
di SLB.

7.	 Dengan dikeluarkannya Petunjuk Pelaksanaan ini maka hal-hal 
yang diatur sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
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 PENUTUP

1.	 Hal-hal yang belum tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan ini 
akan diatur dan disesuaikan dengan keperluan

2.	 Petunjuk pelaksanaan tentang Pemberian Beasiswa Prestasi 
Persit Kartika Chandra Kirana bagi Putra Putri, Anak Yatim, Yatim 
Piatu dan Anak Berkebutuhan Khusus serta Dana Kesehatan bagi 
Keluarga TNI AD berlaku sejak tanggal di keluarkan.

Kepada Yth
Ketua Persit Kartika Chandra Kirana 
Gabungan, Daerah dan Cabang BS di 
seluruh Indonesia

Tembusan:
1.	 Kepala Staf TNI Angkatan Darat 

selaku Pembina Utama Persit 
Kartika Chandra Kirana

2.	 Aspers Kasad
	 selaku Pembina Harian Persit 

Kartika Chandra Kirana 
	 Pengurus Pusat
3.	 Pembina Persit
	 Kartika Chandra Kirana
	 Gabungan, Daerah dan 
	 Cabang BS di seluruh Indonesia

dikeluarkan di Jakarta 
pada tanggal, 18 Juli 2023

Ketua Umum

Ny. Rahma Dudung Abdurachman
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PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran A Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor	 : Juklak/ / 16  / VII / 2023  
Tanggal  : 18 Juli 2023

DATA PERORANGAN PENERIMA BEASISWA PRESTASI 
TINGKAT SD, SMP, SMA/ SMK, PERGURUAN TINGGI

1. Nama lengkap						      : ..............................................
2. 	Tempat dan tanggal lahir			   : ..............................................
3.	Alamat lengkap						     : ..............................................
4. 	a. 	Nama lembaga pendidikan		 : ............................................
	 b. 	Alamat							       : ............................................
	 c. 	Tingkat / kelas					     : ..............................................
5.	Nama Ayah							      : ..............................................
6.	Pangkat /NRP/NIP					     : ..............................................
7.	Nama Ibu/Wali						      : ..............................................
8.	Menerima bantuan uang / beasiswa	
	 dari badan / organisasi lain			  : ..............................................
9. 	Anak-anak lain di dalam keluarga (lampiran)
	 a. 	Nama							       : ..............................................
	 b. 	Umur							       : ..............................................
	 c.  Tiidak sekolah/ tingkat sekolah
			   /bekerja							       : ..............................................

Diisi dengan sesungguhnya

Mengetahui
PG/PD/PCBS

Ketua

Ny........................

Koordinasi Cabang/
Cabang/Ranting

Ketua

Ny........................

Tanda Tangan
Ibu/Wali

Ny........................
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PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran B Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor	 : Juklak/ / 16  / VII / 2023  
Tanggal  : 18 Juli 2023

DATA PERORANGAN PENERIMA BEASISWA PRESTASI ANAK 
BERKEBUTUHAN KHUSUS

(SLB)

1.  Nama lengkap						      : ..............................................
2.  Tempat dan tanggal lahir			   : ..............................................
3.  Alamat lengkap						     : ..............................................
4.  	a. 	 Nama lembaga pendidikan	 : ..............................................

b. 	 Alamat							      : ..............................................
c. 	 Tingkat / kelas					    : ..............................................

5.  Nama Ayah							      : ..............................................
6.  Angkat /NRP/NIP					     : ..............................................
7.  Nama Ibu/Wali						     : ..............................................
8.  Menerima bantuan uang / beasiswa	
	 dari badan / organisasi lain		  : ..............................................
9.  Anak-anak lain di dalam keluarga (lampiran)

a. 	 Nama							       : ..............................................
b. 	 Umur							       : ..............................................
c. 	 Tidak sekolah/ tingkat sekolah

		  /bekerja						      : ..............................................

Diisi dengan sesungguhnya

Mengetahui
PG/PD/PCBS

Ketua

Ny........................

Koordinasi Cabang/
Cabang/Ranting

Ketua

Ny........................

Tanda Tangan
Ibu/Wali

Ny........................
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PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT

Lampiran C Petunjuk Pelaksanaan 
Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor	 : Juklak/ / 16  / VII / 2023  
Tanggal  : 18 Juli 2023

SURAT PERJANJIAN BEASISWA PRESTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama									         :  .............................................
Tempat, tgl Lahir						      :  ..............................................
Alamat tetap							       :  .............................................
Nama orang tua						      :  ..............................................
Nama dan alamat lembaga pendidikan: ............................................... 
bersedia menerima beasiswa Persit Kartika Chandra Kirana sebesar 
Rp(…………………………………………………............................……) 
dengan perjanjian bahwa :

1.	 Saya akan menaati peraturan beasiswa Persit Kartika Chandra 
Kirana

2.	 Saya akan belajar sungguh-sungguh dan tidak akan 
menyalahgunakan kesempatan mendapat beasiswa ini

3.	 Jika keterangan yang saya berikan kemudian terbukti tidak benar, 
beasiswa ini sewaktu-waktu dapat dihentikan.

Jakarta,

Tanda Tangan
anak Penerima Beasiswa

Tanda Tangan
Ibu/Wali
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PETUNJUK PELAKSANAAN
Nomor: Juklak/ 17/ VII / 2023 

tentang
YAYASAN DI LINGKUNGAN 

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA

PENDAHULUAN

1.	 Umum
a.	 Yayasan Kartika Jaya adalah badan hukum yang didirikan 

oleh Persit Kartika Chandra Kirana dengan berbagai 
kegiatan usaha yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan.

b.	 Dengan keluarnya Undang-Undang RI No. 16 tahun 2001 
dan perubahannya Undang-Undang RI No. 28 tahun 2004 
tentang Yayasan serta PP No. 63 tahun 2008 maka Yayasan 
Kartika Jaya harus disesuaikan dengan UU sehingga 
menjadi badan hukum yang berdiri sendiri.

2.	 Tujuan
	 Petunjuk Pelaksanaan ini disusun dengan maksud memberi 

gambaran tentang penyelenggaraan yayasan sesuai undang- 
undang yayasan.

3.	 Dasar
a.	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 16 tahun 

2001 dan perubahannya UU RI No. 28 tahun 2004 tentang 
Yayasan serta PP No. 63 tahun 2008.

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA 
PENGURUS PUSAT
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b.	 Keputusan Musyawarah Pusat Persit Kartika Chandra 
Kirana tanggal 7 Februari 2018.

c.	 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan 
Kartika Jaya.

d.	 Petunjuk Pelaksanaan Persit Kartika Chandra Kirana 
Nomor: Juklak/19/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang 
yayasan di lingkungan  Persit  Kartika  Chandra  Kirana.

PELAKSANAAN
1.	 Organ yayasan
	 Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus 

dan Pengawas. Untuk menunjang pencapaian maksud dan 
tujuannya dapat melakukan kegiatan usaha dengan cara, 
mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan 
usaha. Ketua Pembina (dalam hal ini dijabat oleh Ketua Umum 
Persit Kartika Chandra Kirana) serta anggota Pembina lainnya, 
dilarang merangkap sebagai Pengurus dan Pengawas serta 
anggota direksi atau dewan komisaris pada badan usaha yang 
didirikan oleh yayasan.
a.	 Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai 

kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau 
Pengawas, yaitu meliputi
1)	 Keputusan mengenai perubahan Anggaran dasar
2)	 Pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan 

Anggota Pengawas
3)	 Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan 

Anggaran Dasar Yayasan
4)	 Pengesahan program kerja dan rancangan kegiatan 

anggaran dan pendapatan serta laporan tahunan 
yayasan

5)	 Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau 
pembubaran yayasan

6)	 Menyetujui penggunaan keuangan Yayasan  Kartika 
Jaya untuk membantu kegiatan Persit Kartika Chandra 
Kirana sesuai Anggaran Rumah Tangga Yayasan.
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b.	 Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan 
kepengurusan yayasan dengan ketentuan. Pengurus 
tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau 
Pelaksana Kegiatan.

 
	 Pengurus tingkat pusat dan cabang diangkat dan 

diberhentikan oleh Ketua Pembina berdasarkan keputusan 
rapat Pembina Pengurus yang tidak dijabat secara 
fungsional mempunyai masa jabatan 3 (tiga) tahun dan 
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 
serta sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan 
keputusan Ketua Pembina, Pengurus tidak boleh dijabat 
oleh anggota prajurit aktif.

	 Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas seorang 
Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

	 Pengurus Yayasan Kartika Jaya Pusat sebagai berikut:
1)	 Ketua
2)	 Wakil Ketua
3)	 Sekretaris I
4)	 Sekretaris II
5)	 Bendahara I
6)	 Bendahara II

	 Pengurus dapat membentuk pelaksana kegiatan yayasan 
sesuai keperluan sebagai berikut:

a.	 Kegiatan bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan
b.	 Kegiatan bidang pendidikan
c.	 Kegiatan unit usaha

c. Pengawas adalah organ yayasan bertugas melakukan 
pengawasan serta memberi nasehat kepada Pengurus 
dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan tugasnya kepada 
Pembina, untuk Pengawas Koordinator kepada Pengawas 
Cabang.
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2.	 Penggunaan Keuangan
a.	 Keuangan Yayasan Kartika Jaya digunakan untuk 

mendukung Program Kerja Yayasan dan membantu 
kegiatan Persit Kartika Chandra Kirana atas Persetujuan 
Pembina.

 b.	 Penggunaan dana hasil penyelenggaraan pendidikan diatur 
dalam Kebijakan Umum Pembina Yayasan Kartika Jaya, 
sebagai berikut:
1)	 70 %  dari hasil bersih dapat digunakan untuk kegiatan 

operasional pendidikan.
2)	 30% dari hasil bersih dapat digunakan untuk kegiatan 

yayasan.

c.	 Meskipun Program Kerja dan Anggaran telah disahkan 
Pembina namun dalam pelaksanaan pengeluaran dana 
guna pembelian barang, penambahan asset, pemberian 
bantuan harus mendapat persetujuan Ketua Pembina 
Yayasan Kartika Jaya.

d.	 Dana yang diperoleh dari luar pendidikan dapat digunakan 
hanya untuk mendukung kegiatan sosial yang dilaksanakan 
Persit Kartika Chandra Kirana ditingkat kepengurusan yang 
bersangkutan.

3.	 Tata cara serah terima Jabatan
a.	 Sebelum pelaksanaan serah terima jabatan, pejabat lama 

harus mengirimkan laporan.
	 Laporan dalam rangka Sertijab Ketua Yayasan dibuat 

apabila terjadi Sertijab Ketua Yayasan yang dijabat secara 
fungsional (Ketua Cabang) atau Ketua Yayasan Pusat, 
terdiri dari:
1)	 Laporan perkembangan selama dalam 

kepengurusannya
2)	 Laporan keuangan pada akhir kepengurusannya yaitu

a)	 Posisi keuangan pada akhir kepengurusan
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b)	 Laporan Arus Kas
c)	 Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran selama 

menjabat
d)	 Neraca keuangan model Laporan Keuangan 
e)	 Laporan Aktivitas
f)	 Catatan atas Laporan Keuangan
g)	 Laporan dalam rangka Sertijab harus didampingi 

Berita Acara Pemeriksaan Keuangan (BPAK) dari 
Pegawai tingkat Yayasan yang bersangkutan sebagai 
rekomendasi untuk mendapatkan pengesahan 
Pembina.

b.	 Laporan perkembangan Ketua Koordinator Yayasan Kartika 
Jaya dikirimkan kepada Ketua Yayasan Katika Jaya Cabang 
dan kepada kepengurusan Persit Kartika Chandra Kirana 
satu tingkat diatasnya sebelum pelaksanaan serah terima 
jabatan.

c.	 Pelaksanaan
	 Serah  terima  jabatan  organ  yayasan  dilakukan  dengan 

penandatanganan berita acara serah terima.
1)	 Ketua Pembina Yayasan Kartika Jaya bersamaan 

dengan serah terima Ketua Umum Persit Kartika 
Chandra Kirana.

2)	 Pengurus Yayasan Kartika Jaya Pusat yang terdiri 
dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara 
dilaksanakan di hadapan Ketua Pembina (Ketua Umum 
Persit Kartika Chandra Kirana).

3)	 Serah terima pelaksanaan kegiatan Yayasan Kartika 
Jaya dilaksanakan di hadapan Ketua Yayasan Kartika 
Jaya.

4)	 Serah terima jabatan ketua Yayasan Kartika Jaya 
Cabang dilaksanakan dihadapan Pembina dan dapat 
dihadiri Ketua Yayasan Kartika Jaya.

5)	 Jika pelaksanaan acara penandatanganan berita acara 
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tidak dilakukan, maka serah terima, pengangkatan 
dalam jabatan atau  pemberhentian dari jabatan telah 
berlaku mulai saat tanggal penandatanganan Surat 
Keputusan (Skep) oleh Ketua Pembina atau Ketua 
Yayasan.

 
4.	 Wewenang pengangkatan dan pemberhentian

a.	 Anggota Pembina, pengurus dan pengawas di tingkat pusat 
berdasarkan Risalah Rapat Pembina dituangkan dalam 
akte Notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia RI.

b.	 Penerbitan surat keputusan ditandatangani oleh Ketua 
Pembina, untuk serah terima, pemberhentian maupun 
pengangkatan dalam jabatan.

c.	 Di tingkat Cabang, yang mengelola yayasan (Ketua, Wakil, 
Sekretaris dan Bendahara) berdasarkan surat keputusan 
Ketua Pembina.

d.	 Pelaksanaan kegiatan tingkat pusat (bidang sosial, 
kemanusiaan dan keagamaan, bidang Pendidikan dan Unit 
Usaha) surat keputusan ditandatangani oleh Ketua Yayasan 
Pusat.

e.	 Pelaksanaan kegiatan di tingkat cabang dan coordinator, 
surat keputusan ditandatangani oleh Ketua Cabang 
setempat.

5.	 Lingkup Yayasan Kartika Jaya
a.	 Pendirian Yayasan Kartika Jaya berdasarkan Akta Nomor 

6 tanggal 25 Juli 1967 dibuat dihadapan Yanuar Hamid, 
Notaris di Jakarta diumumkan dalam Berita Negara RI No. 
87 tanggal 30 Oktober 1967.

b.	 Yayasan Kartika Jaya adalah satu satunya yayasan di 
lingkungan Persit Kartika Chandra Kirana dengan lingkup 
tanggung jawab:
1)	 Tingkat Pusat, kedudukan di Jakarta dengan lingkup 

tanggung jawab terhadap Cabang Yayasan Kartika 
Jaya.
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2)	 Tingkat Cabang dengan lingkup tanggung jawab sama 
dengan tingkat kepengurusan Persit Kartika Chandra 
Kirana Gabungan, Daerah dan Cabang BS.

c.	 Pembentukan Yayasan Kartika Jaya tingkat Cabang 
menyesuaikan dengan perkembangan organisasi TNI AD, 
kedudukan dan lingkup wilayahnya diatur dalam Anggaran 
Rumah Tangga Yayasan Kartika Jaya.

 
d.	 Pembentukan dan pembukaan kantor cabang berdasarkan 

Keputusan Ketua Yayasan Kartika Jaya Pusat atas 
persetujuan Pembina Yayasan Kartika Jaya.

e.	 Yayasan Kartika Jaya tingkat Cabang dapat membentuk 
Koordinator, untuk dapat melaksanakan kegiatan sosial 
dan atau kemanusiaan dan atau keagamaan.

f.	 Yayasan Kartika Jaya tingkat Cabang meliputi Koordinator 
yang berada ditingkat kepengurusan Persit Kartika Chandra 
Kirana Koorcab, Cabang, Ranting dan Anak Ranting.

g.	 Nomor NPWP Yayasan Kartika Jaya: 01.306.391.2-011.000 
Alamat Jln.Gatot Subroto 37 Kuningan Timur Setia Budi 
Jakarta Selatan Terdaftar tanggal 28 Agustus 2002

6.	 Penggabungan dan pembubaran yayasan
a.	 Penggabungan yayasan

1.	 Penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan 
yayasan lain dan mengakibatkan yayasan yang 
menggabungkan diri menjadi bubar dan seluruh asset 
dan kewajiban beralih kepada yayasan yang menerima 
penggabungan.

2.	 Penggabungan dapat dilakukan apabila:
a.	 Ketidakmampuan yayasan melaksanakan kegiatan 

tanpa dukungan yayasan lain.



184

b.	 Yayasan yang menerima penggabungan dan yang 
bergabung kegiatannya sejenis.

c.	 Yayasan yang menggabungkan tidak pernah 
melakukan perbuatan hokum yang bertentangan 
dengan Anggaran Dasar, ketertiban umum dan 
kesusilaan.

3.	 Penggabungan dapat disetujui oleh rapat Pembina 
berdasarkan musyawarah dan mufakat. 

4.	 Penggabungan yang menyangkut perubahan anggaran 
dasar memerlukan persetujuan dari Kementerian 
Hukum dan HAM RI.

5.	 Pengurus hasil penggabungan wajib mengumumkan 
hasil penggabungan dalam surat kabar harian terhitung 
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan 
dilaksanakan.

b.	 Pembubaran yang diakibatkan oleh pailit sehingga:
1.	 Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar 

telah tercapai atau tidak tercapai.
2.	 Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 

berdasarkan alasan.
3.	 Pembubaran hanya dapat diputuskan oleh hasil rapat 

Pembina berdasarkan musyawarah dan mufakat.
4.	 Pembina menunjuk likuidasi dalam surat kabar harian 

Bahasa Indonesia.
5.	 Lukuidator wajib melaporkan pembubaran kepada 

Pembina sejak tanggal proses likuidasi.
6.	 Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada 

yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang 
sama dengan yayasan yang bubar.

7.	 Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan 
kepada negara dan penggunaannya disesuaikan 
dengan maksud dan tujuan yayasan yang bubar.
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 PENUTUP
1.	 Hal-hal yang belum tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan ini 

dapat diatur dan disesuaikan dengan keperluan.

2.	 Petunjuk Pelaksanaan tentang keberadaan yayasan di 
lingkungan Persit Kartika Chandra Kirana berlaku sejak tanggal 
dilaksanakan.

Kepada Yth
Ketua Persit Kartika Chandra Kirana 
Gabungan, Daerah dan Cabang BS di 
seluruh Indonesia

Tembusan:
1.	 Kepala Staf TNI Angkatan Darat 

selaku Pembina Utama Persit 
Kartika Chandra Kirana

2.	 Aspers Kasad
	 selaku Pembina Harian Persit 

Kartika Chandra Kirana 
	 Pengurus Pusat
3.	 Pembina Persit
	 Kartika Chandra Kirana
	 Gabungan, Daerah dan 
	 Cabang BS di seluruh Indonesia

dikeluarkan di Jakarta 
pada tanggal, 18 Juli 2023

Ketua Umum

Ny. Rahma Dudung Abdurachman
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